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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 

 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. 
 Ya, kita lanjutkan Sidang Pileg dengan sisa 12 perkara untuk pagi 
hari ini. Langsung kita mulai dengan Perkara Nomor 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon, hadir? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB) 

 
 Hadir, Yang Mulia. 
  

3. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya. Kemudian, Perkara 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
PKB? 

 
4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Perkara 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP? 
 
6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
7. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Hanura? Hanura? 
Tidak ada, ya? 
 Kemudian Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Demokrat? 

 

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.12 WIB 

KETUK PALU 3X 
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8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB (DEMOKRAT) 

 
 Hadir, Yang Mulia. 

 
9. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PBB? 
 
10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91-19-

07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PURNOMO (PBB) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
11. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Hadir. 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Gerindra? 
 
12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148-02-

07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI LUBIS (GERINDRA) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
13. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat? 
 
14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65-14-

07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB (DEMOKRAT) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
15. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nasdem? 
 
16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-05-

04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT (NASDEM) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
17. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP? 
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18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-03-
04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT (PDIP) 

 
 Hadir, Yang Mulia. 

 
19. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Gerindra? 
 
20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152-02-

04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Hadir, Yang Mulia. 

 
21. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Hanura? Ada dua itu Partai 
dan perorangan. Barita Sidabutar, enggak ada dua-duanya? Ya, baik. 
 Termohon, hadir, ya? 

 
22. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA  
 

 Kuasa Termohon hadir, Yang Mulia. 
 
23. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya.  
 
24. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA  
 

 Dan juga sidang pagi ini. 
 

25. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, ya, sudah cukup!  
 
26. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA  
 

 Dari Komisioner, Yang Mulia. Terima kasih. 
 
27. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Bawaslu hadir?  
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28. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Hadir dari Provinsi Jambi, Yang Mulia. 
 
29. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Kemudian Terkait 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak 
ada. Terkait 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Hanura tidak ada, 
ya? Ada? 

 
30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
31. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Oh hadir, ya. 
 Kemudian, Terkait 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak 
ada. Terkait 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Golkar? 

 
32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALBERTUS (GOLKAR) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
33. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Terkait 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB? 
 

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Hadir, Yang Mulia.  
 
35. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Terkati 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nasdem? 
 
36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
37. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Terkait 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nasdem? 
 



5 

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Hadir, Yang Mulia. 
 

39. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, sama, ya. 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga, 
Nasdem hadir, ya?  

 
40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 

(NASDEM) 
 

 Hadir. 
 
41. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Kemudian 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terkait, Golkar. 
 
42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS(GOLKAR) 
 

 Had (...) 
 
43. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Dan PKB? 
 
44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS(GOLKAR) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
 
45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 PKB hadir, Yang Mulia. 
 
46. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, baik. Terkait 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKS? 
 
47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LILIS NURMALASARI (PKS) 
 

 Hadir, Yang Mulia. 
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48. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, terkait 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada. 
Terkait 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga tidak ada. 
 Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai. 

 
49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, Yang Mulia, Ketua, terima kasih. Kita mulai. 
 Untuk proses persidangan ini untuk Termohon sudah tahu, 
mungkin Pihak Terkait dan Pemohon yang belum tahu, perlu saya 
sampaikan. Jadi, nanti akan kita minta jawaban Pihak Termohon dulu 
satu perkara. Kemudian, kita langsung lanjutkan ke Pihak Terkait, dan 
yang terakhir Bawaslu. Begitu satu perkara selesai, begitu terus, ya. 
Dimulai dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu urut-urutannya 
begitu. 
 Sebelum saya mulai, ada satu hal yang harus saya sampaikan. 
Apakah ada keterangan tambahan atau ... apa namanya ... bukti 
tambahan? Kalau ada, segera diserahkan karena memerlukan verifikasi, 
kalau ada bukti tambahan. Nanti akan disahkan sebelum selesainya 
persidangan ini. Ada? Baik dari Pihak Terkait maupun dari Pihak 
Termohon, dan Bawaslu, kalau ada. Kalau tidak ada, syukur 
alhamdulillah jadi enggak perlu. 

 
50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH 
 

 Yang Mulia? 
 
51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya? 
 
52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH 
 

 Untuk Pihak Terkait 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada 
tambahan untuk bukti. 

 
53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan diserahkan sekarang! 
 
 



7 

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH 

 
 Mungkin saya serahkan sebelum selesai sidang ini karena belum 
dileges. 
 

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kalau belum selesai, kita enggak mampu memverifikasi, berarti 
nanti enggak disahkan. 

 
56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH 
 

 Siap, Yang Mulia. 
 

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, enggak masalah begitu. Sudah, ya? Jadi, sebelumnya harus 
pagi ini segera untuk diverifikasi. 

 
58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH 
 

 Siap-siap, Yang Mulia. 
 
59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan! 
 
60. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Izin, Yang Mulia. 
 
61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya dari mana? 
  

62. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
 
63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya? 
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64. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Itu ada satu bukti tambahan. 
 
65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
  

66. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Dan tadi sudah koordinasi dengan staf MK. Kita masih kekurangan 
untuk daftar buktinya, tapi masih kita lengkapi di bawah. 

 
67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
  

68. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Tapi di sini kita bawa satu. 
 
69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Segera, ya. 
 

70. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya. 
 
71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Diserahkan, ya. 
 
72. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Siap, Majelis. 
 
73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. Dari Termohon kalau ada, segera disahkan ... 
diserahkan. Tadi kalau KPU, enggak usah dikena ... kenalkan tadi. Itu 
sudah terkenal di Indonesia.  
 Ya, segera, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mulai.  

Begini, kenapa saya tekankan ini? Karena dalam persidangan 
perkara PHPU, bukti yang berupa surat atau tulisan itu menduduki 
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posisi yang sangat penting dibanding keterangan saksi atau ahli. Kalau 
dibaca undang-undang, dibaca PMK kita, surat, tulisan menduduki 
posisi yang pertama. Ini berbeda dengan perkara pidana.  

Kalau perkara pidana, Anda bisa lihat di KUHAP, bukti, saksi 
adalah posisi yang utama. Sedangkan, bukti, surat, tulisan, petunjuk 
menduduki posisi di bawahnya sehingga pembuktian formal, surat, 
tulisan itu segera dilengkapi untuk bisa mendukung dalil-dalil Saudara, 
gitu ya?  

Nah, sekarang ini semuanya sudah, nanti prosesnya setelah 
sidang ini, Mahkamah akan mengadakan Rapat Permusyawarahan 
Hakim untuk menentukan apakah perkara ini akan diteruskan ke 
pemeriksaan saksi atau bisa di dismissal atau dihentikan 
pemeriksaannya, langsung sudah diputus, gitu.  
 Oleh karena itu, sebelum ini, saya harapkan bukti tertulis untuk 
segera dilengkapi dan diserahkan untuk diverifikasi. Kalau ada perkara-
perkara yang lanjut sampai pemeriksaan saksi, nanti pada waktu 
sebelum pemeriksaan saksi itu juga masih dimungkinkan adanya bukti 
tambahan berupa surat atau tulisan, ya. Bisa dimengerti, ya?  

Jadi, ini posisinya beda dengan perkara pidana yang lebih 
mengandalkan keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan 
menyaksikan sendiri suatu peristiwa. Sedangkan di dalam PHPU, bukti 
saksi itu mendukung bukti surat atau tulisan. Sehingga nanti saksi itu 
Saudara-Saudara bisa menentukan, bukan yang menyaksikan, melihat, 
mendengar, tapi bisa laporan dari … di bawahnya. Misalnya yang 
dihadirkan di sini, tim pemenangannya yang tahu persis peristiwa itu 
karena dia mendapat laporan dari ... misalnya saksinya di TPS, saksinya 
di rekap PPK, saksinya di rekap provinsi atau di kabupaten.  

Jadi, kenapa nanti saksi itu dibatasi? Karena bisa tim pemenangan 
... misalnya di tingkat kabupaten, saksinya cukup 1, ini orang yang 
sangat mengetahui saksi di tingkat rekap kabupaten atau tim 
pemenangannya, itu begitu.  

Jadi, ada sedikit berbeda dengan perkara pidana. Kemudian, ini 
kenapa begitu ada pembatasan saksi? Karena ini sifatnya juga speedy 
trial sehingga mana ... manajemen perkaranya, nanti itu juga berbeda 
dengan perkara pidana. Ya? Baik. Kita mulai.  
 Untuk Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang 
diajukan permohonannya oleh PBB. Saya persilakan sambil saya pandu, 
ini Pak Arqom ini ... Pak Arqom ini borongannya banyak sekali dari hari 
pertama sampai hari terakhir pemeriksaan ini masih Pak Arqom saja. 
Enggak ada pemain pengganti, Pak Arqom?   
 

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
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75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, ini total full berarti ini. Baik, Termohon, silakan!  
 

76. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. (...)  
 

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini berapa dapil dulu? Waalaikumsalam.  
 

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ini 1 dapil.  
 

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Satu dapil? Di dapil mana?  
 

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Di Dapil I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi.  
 

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dapil I Jambi?  
 

82. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. DPR Jambi I Dapil ... ada eksepsi?  
 

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Oh, satu lagi, mohon maaf. Ada (...)  
 

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini yang buat keterangan Pak Arqom sendiri loh, ya?  
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86. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sebentar, saya klarifikasi. Pak Arqom?  
 

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya?  
 

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sebelum Anda lanjutkan, berapa jadi dapilnya?  
 

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jambi Dapil I dan Jabung Timur (...)  
 

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Oh, ya (suara tidak terdengar jelas). 
 

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Tambung ... Tanjung Jabung Timur.  
 

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Jadi, ada 2 dapil, ya?  
 

95. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, Yang Mulia.  
 

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, iya, wong buat sendiri kok.  
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97. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia?  
 

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pak Arqom ini kalau ujian, enggak lulus loh ini. Ada eksepsi?  
 

99. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ada, Yang Mulia.  
 

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan! 
 

101. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik. Berkaitan kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)  
 

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

103. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Secara normatif. Ini karena apa yang disampaikan oleh Pemohon 
ini menurut hemat dari Termohon adalah merupakan pelanggaran 
administratif pemilu sebagaimana Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pem ... Pemilu adalah kewenangan dari 
Bawaslu. 

Kemudian berkaitan dengan eksepsi, obscuur libel atau kabur. 
Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, ternyata di 
dalam Positanya meminta penetapan hasil perhitungan yang benar 
menurut versi Pemohon. Namun, selanjutnya juga dimintakan pula 
adanya PSU atau Pemungutan Suara Ulang, jadi hal ini menurut hemat 
kami adalah bertentangan. 
 

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
  Ya. 
 

105. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Selanjutnya berkaitan (...) 
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106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, Petitumnya bertentangan satu sama lain? 
 

107. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

109. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kemudian, berkaitan dalam pokok permohonan (...) 
 

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

111. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Untuk perolehan suara pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi 
Jambi Dapil I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Di 
dalam halaman 4 kami menyampaikan ada tabel (...) 
 

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

113. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Yakni sebagai berikut, di Kecamatan Pelayangan sampai dengan 
Kota Baru karena (...) 
 

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu Pemohon enggak mampu menyajikan data perolehan suara, 
ya (...) 
 

115. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, Pemohon tidak jelas, tidak menyampaikan dengan detail. Sua 
... apa namanya ... klaimnya (...) 
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116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Perolehan suara. 
 

117. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Oleh karena ini, kami menya ... menyajikan berkaitan dengan 
data-data Termohon (...) 
 

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang ditentukan oleh Termohon? 
 

119. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

121. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Seperti itu. 
 

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, itu termasuk yang dianu ya, yang di tabel b, itu, ya? 
 

123. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, sama, Yang Mulia.  
 

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sama, ya. Terus, kemudian ada tabel c yang merupakan total itu? 
 

125. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya dan kumulasinya. 
 

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dapil ja ... Jambi I? 
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127. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jambi I berjumlah 11.596 suara. 
 

128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, Pemohon juga enggak mampu untuk menya ... apa ... 
menampilkan, menyajikan perolehan suara menurut Pemohon, ya? 
 

129. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Selanjutnya, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten 
Jabung untuk Dapil Jabung Timur I, sama Pemohon tidak menampilkan 
atau menyajikan data menurut klaimnya. Dengan ini Termohon 
menyajikan (...) 
 

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

131. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Di halaman 5 ada tabel juga (...) 
 

132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

133. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Di sini dari Kecamatan Kuala Jambi 358, Kecamatan Dendang, dan 
Kecamatan Muara Sabak Barat. Masing-masing 358 suara. Untuk 
Kecamatan Dendang 1.335 suara. Kecamatan Muara Sabak Barat  138.  

Kemudian, selanjutnya untuk total di Kecamatan Muara Sabak 
Timur jumlahnya adalah 249, sehingga total dari 4 kecamatan tersebut 
2.080 suara. 
 

134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
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135. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Selanjutnya, berkaitan dalil Pemohon karena didalilkan didasarkan 
dengan Situng. Dengan ini, Pemohon … eh, maaf Termohon menolak 
dalil-dalil tersebut karena Situng selalu fluktuatif perolehannya. 
 

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, dinamis. 
 

137. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

139. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Bahwa kemudian berkaitan dengan PSU, tidak ada satu pun 
rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkaitan 
dengan pelaksa ... apa namanya ... rekomendasi tentang PSU.  
 

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

141. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Petitum, Yang Mulia.  
 

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan! 
 

143. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya, 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan 
selanjutnya. 
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144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

145. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
keputusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. 
 

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Di 2 dapil itu pada waktu rekap tidak ada keberatan, tidak ada 
catatan? 
 

147. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Tidak ada keberatan, dan tidak ada (...) 
 

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Protes tidak ada?  
 

149. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Keberatan maupun apa catatan dari (...) 
 

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Catatan yang ditulis dalam form (...)  
 

151. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Form, ya. 
 

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Formulir keberatan ndak ada juga, ya? 
 

153. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dan juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu? 
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155. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Tidak ada. Ya.  
 

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik.  
 

157. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih. Sekarang Pihak Terkaitnya tidak ada. Dari Bawaslu, 
dari Bawaslu Jambi betul? Tidak ada rekomendasi? 
 

159. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Ya, Yang Mulia. Yang terkait kasus terkait pengaduan nomor di 
Kota Jambi, Kecamatan Alam Barajo yang menyangkut permohonan 
dari Partai PBB, kami dapat jelaskan. Pertama, di Kecamatan Alam 
Barajo untuk TPS 18, 12, 16 Kelurahan Beliung … eh, Kenali Besar.  

Kemudian Kelurahan Beliung TPS 9, 10, 19, 26. Kelurahan Bagan 
Pete TPS 34, 8, 21, 22, 25. Kelurahan Rawasari TPS 14, 39. Kemudian, 
Kelurahan Simpang III Sipin, TPS 5, 54. Kenali ... Kenali Asam Bawah, 
TPS 37. Kelurahan TPS Sungai Asam, TPS 10. Kelurahan Pelayangan, 
TPS 3. Ini tidak ada persoalan di Kota Jambi terkait dengan 
permohonan Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

161. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Dari Partai PBB. 
 

162. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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163. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Hanya saja memang persoalan di TPS 6 Alam Barajo, itu dapat 
kami jelaskan bahwa terdapat perbaikan. Perbaikan yang dilakukan di 
tingkat TPS penjumlahan perolehan Partai Gerindra yang awalnya 
berjumlah 29 sudah diperbaiki jadi 49.  
 

164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi sudah diselesaikan, ya? 
 

165. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Sudah diselesaikan intinya dan tidak ada keberatan dari saksi. 
 

166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Semua pihak? 
 

167. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Ya. 
 

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

169. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Kemudian, terkait dengan Tanjung Jabung Timur, langsung, Yang 
Mulia? 
 

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, silakan! 
 

171. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Nah, terkait Tanjung Jabung Timur tidak ada laporan pelanggaran 
yang disampaikan dan memang ada persoalan di TPS, tapi sudah 
diselesaikan, sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan di 
dalam keterangan yang tertulis. 
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172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Cukup, ya? Terima kasih, Pak Asnawi, ya? 
 

173. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Ya. 
 

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Sekarang kita bergeser ke Perkara Nomor 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah 
perkara yang diajukan permohonannya oleh PKB, kemudian Pihak 
Terkaitnya Hanura. Ada tadi, ya, Hanura, ya? Oke.  

Sekarang silakan, Pak Arqom. 
  

175. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Terima kasih, Yang Mulia, untuk dapilnya ini adalah pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Tanjung 
Jabung, Dapilnya Tanjung Jabung Timur III. 
  

176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Tanjung Jabung Timur III? 
  

177. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya. 
  

178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. Cuma 1 dapil? 
  

179. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya, Cuma 1, Yang Mulia. 
  

180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke, he eh. Gimana? Ada eksepsi? 
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181. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ada, sih, Yang Mulia. 
  

182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, eksepsinya gimana? 
  

183. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Berkaitan … berkaitan dengan kedudukan hukum, mirip dengan 
yang tadi, Yang Mulia, kami menganggapnya adalah sebagai 
administratif, sehingga kewenangan menjadi … oleh Bawaslu. 
  

184. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Bukan kewenangan MK,ya? 
  

185. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya. 
  

186. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

187. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Kemudian, berkaitan dengan obscuur libel adalah visi kami. 
  

188. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Obscuur, ya, obscuur. Terus? 
  

189. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Obscuur itu (…) 
  

190. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Obscuur-nya kenapa ini? 
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191. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya, jadi Pemohon dalam permohonannya itu, di poin 41, lembar 
kelima, menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara 
Pemohon, untuk DPRD dan selanjutnya, sebesar 510. Nah, namun, 
Pemohon membuat tabel persandingan TPS 7, Desa Pangkal Duri yang 
artinya tidak match dengan apa yang didalilkan, jadi hanya bertabrakan 
antarposita saja. Menurut hemat  kami.  
  

192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke, jadi tidak konsisten antara (…) 
  

193. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya. 
  

194. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Posita yang satu dengan yang lain? 
  

195. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya, Yang Mulia. 
  

196. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. Terus, kalau dengan anunya, dengan petitumnya, konsisten 
enggak? 
  

197. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Kalau dengan petitum masih (…) 
  

198. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Masih konsisten? 
  

199. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya.  
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200. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Konsisten dengan posita yang mana? Tadi kan ada posita atau 
dalil yang satu dengan yang lain tidak konsisten? 
  

201. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Inggih.  
  

202. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Tapi, kemudian kalau kita lihat di dengan petitumnya, ada 
konsistensi, tapi dengan yang … posita yang mana itu? 
  

203. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya, artinya dengan posita Pemohon itu, Pemohon di dalam 
Petitumnya kan meminta koreksi berkaitan dengan untuk perolehan 
suara Pemohon, Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Dapil Tanjung 
Jabung Timur III. Seperti itu, Yang Mulia. 
 

204. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Konsistennya di situ, cuma yang saya sampaikan tadi, antarposita 
itu ternyata tabel dengan apa yang disampaikan, diuraikan itu ada 
sedikit perbedaan, gitu saja. 
 

206. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Terus, sekarang pokok permohonannya? 
  

207. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Inggih.  Terima kasih. Dalam pokok permohonan, untuk Dapil 
Tanjung III (…) 
 

208. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Mulai halaman 5, itu? 
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209. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, mulai halaman 5, ada persandingan perolehan suara partai 
politik, menurut Termohon dan Pemohon. 
 

210. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
   

211. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Sebagai berikut. Di situ Partai Kebangkitan Bangsa, menurut versi 
Pemohon adalah 1.920 suara, kalau versi Termohon adalah 1.879 
suara, jadi ada selisih 31 suara. 
 

212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 31 suara. 
  

213. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Lebih banyak Pemohon. 
 

214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

215. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Nah, kemudian berkaitan dengan dalil mengenai selisih suara di 
atas, maka berdasarkan Model DA (…) 
  

216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu yang 187, itu, kemudian diuraikan di tabel berikutnya, ya? 
  

217. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, jadi ada 3 kecamatan (…) 
 

218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Perolehan suara di Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu, dan 
Geragai, itu? 
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219. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Inggih. 
 

220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu jumlah 1.879? 
  

221. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, sesuai dengan (…) 
 

222. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, betul. 
   

223. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Itu, Pemohon. 
 

224. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

225. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Eh, Termohon. 
 

226. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

227. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kemudian, berdasarkan Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota, di 
Desa Pangkal Duri, TPS 7, TPS 4, TPS 3, Desa Mendahara Ulu, 
perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut. Ini vide bukti T-
004.Tanjung Jabung Timur.III.PKB. 
  

228. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, he eh.  
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229. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQO 
 

Nah, ini berkaitan TPS untuk TPS 07 Pangkal Duri, Mendahara, … 
Kecamatannya Mendahara, 34 suara. TPS 4, Mencolok, Kecamatan 
Mendahara Ulu, 4 suara. TPS 3, Bukit Tempurung, itu perolehan 
suaranya 2. 
 

230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
  

231. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Begitu, Yang Mulia. 
 

232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kemudian, berkaitan dengan klaim yang lain. 
 

234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

235. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Berkaitan dengan C-1 yang dimiliki oleh Pemohon Hanura … apa 
namanya … saksi Pemohon. 
 

236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 PKB. 
  

237. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, pada tanggal 4 (…) 
 

238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang 109 … 1.920, itu gimana? Ya, kan? Jika merujuk pada C-1 
yang dimiliki oleh Pemohon. 
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239. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 1.920, itu. 
  

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

243. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dalil tersebut di atas Pemohon, tidak menanggapi karena 
Pemohon menggunakan C-1 milik Pemohon. 
 

244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

245. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dengan C-1 milik Pemohon juga, jadi bukan menggunakan, apa 
yang … C-1 yang dipegang dan dimiliki oleh Termohon, jadi berkaitan 
dengan hal tersebut adalah tidak benar, vide Bukti T-003.Tanjung 
Timur.III dan T-004.Tanjung Timur III, Yang Mulia. 
 

246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
  

247. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jadi, kami tidak bisa menanggapi karena versinya beda dengan 
(…) 
 

248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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249. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Apa yang … dengan apa yang kami pegang. 
 

250. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu, untuk Termohon yang di lihat perolehan suara itu yang 
dibuktikan dengan T-003 dan T-004, itu, ya? 
  

251. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, ya. 
 

252. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terus? 
  

253. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Selanjutnya, berkaitan dengan perolehan suara Pemohon untuk 
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Dapil III, sebanyak 510 
suara. 
 

254. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

255. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Yang merugikan Pemohon, maka Termohon menyatakan hal itu 
adalah tidak benar dan sangat keliru. Karena berdasarkan dalil 
Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon pada … adalah 1.920 suara, 
dan Formulir Model DB-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki Termohon 
menunjukkan perolehan suara Pemohon adalah 1.879. 
 

256. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 79. 
  

257. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Maka, seharusnya perolehan suara yang hilang yang ingin di klaim 
adalah 41 bukan 510. 
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258. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukan 500, ya. 
  

259. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jadi, terlalu besar klaimnya. 
 

260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Petitum sekarang! 
  

261. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik, Yang Mulia. 
 Dalam Eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.  

Dalam Pokok Perkara. menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan selanjutnya. Menetapkan 
perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan 
sebagainya, di situ sudah ada tabelnya. 
 

262. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

263. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Untuk tabel ... dapil (...) 
 

264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, suara yang benar adalah 1.879? 
 

265. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Suara yang benar untuk PKB adalah 1.879. 
 

266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

267. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Atau ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. 
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268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Terus, kemudian sekarang ada Pihak Terkait Hanura, ya? 
Saya tanya saja, saya minta klarifikasi. Apa yang disampaikan oleh 
Termohon menurut Pihak Terkait Hanura, betul? 
 

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Betul semua, Yang Mulia. 
 

270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Betul. Kalau catatan Saudara perolehan suara PKB, berapa? 
 

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Kalau di catatan kami, sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki. 
 

272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Suara PKB hanya 1.879. 
 

274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sama ya dengan Termohon? 
 

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Ya. 
 

276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada tambahan yang berbeda dengan apa yang sudah 
disampaikan oleh Termohon? 
 

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Paling perbedaannya, kalau kami nih ada me ... mengajukan bukti 
bahwa yang pertama, PKB mengajukan permohonan tertanggal ... yang 
pertama sudah itu dengan yang kedua itu berbeda, satu dengan yang 
lain bahwa ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam 
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mengajukan permohonan ini. Dan sepertinya Pemohon mengajukan 
hanya berdasarkan bukti Situng yang ada di media, makanya kami juga 
tampilkan bukti bahwa mereka mengajukan permohonan hanya 
berdasarkan situng, tapi dalam perkembangannya, mereka mengubah 
lagi, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Terkait tadi. 
 

278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tapi menurut ... apa ... me ... menurut Pihak Terkait Hanura, 
perubahan permohonan yang dilakukan oleh PKB, itu perubahan yang 
masih dalam tenggang waktu atau di luar tenggang waktu? 
 

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Masih tenggang waktu. 
 

280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nah, masih tenggang waktu, ya? Baik. Sudah. Cukup, ya? 
 

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Cukup, Yang Mulia. 
 

282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Saudara akan 
menambahkan bukti tadi? 
 

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Ya. Ya, Yang Mulia. 
 

284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sudah bisa disampaikan? 
 

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Bisa. 
 

286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, diambil Petugas! Terima kasih, Pihak Terkait. 
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287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAJIS MESSAH (HANURA) 
 

 Sama-sama, Yang Mulia. 
 

288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sekarang perkara yang Nomor Urut 3, Perkara Nomor 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP, silakan! Oh, 
Bawaslu ada catatan, Bawaslu? Maaf, yang tadi perkara yang diajukan 
oleh PKB. 
 

289. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Baik, Yang Mulia. Terkait dengan Perkara Nomor 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa kami akan sampaikan hasil 
pengawasan di TPS yang bermasalah yang dipersoalkan tersebut. 

Pertama bahwa terdapat dalil permohonan adanya pengurangan 
suara sebanyak 31 suara di tingkat pleno Kecamatan Bawaslu Jambi 
melalui hasil pengawasan Bawaslu Tanjab Timur, hasil perolehan suara 
sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan 
di Dapil III, di dalam Formulir DA-1 sesuai dengan Form A dengan 
dengan jumlah permo ... suara Pemohon sebanyak 1.879.  

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon adanya pengurangan 
suara terjadi secara TSM, di Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara 
TPS 4, Desa Mencolok TPS 2, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan 
Mendahara Ulu. 

Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan yang juga 
dihadiri saksi dari Partai PKB atas nama Arsyad, TPS Desa Pangkal Duri 
mengajukan perhitungan suara ulang.  

 
290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

291. BAWASLU: ASNAWI  
 

Setiap TPS di Desa Pangkal Duri karena adanya kesalahan 
perhitungan. Setelah perhitungan ulang, maka perolehan suara PKB 
menjadi 163 di dalam formulil ... Formulir Model DAA-1 sesuai dengan 
Form A pengawasan, tanggal 24 April 29 ... 2019, bukti terlampir. 
 

292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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293. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Kemudian, untuk TPS 04 Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu 
Saksi PDIP mengusulkan pengecekan C-1 hologram kembali, dari hasil 
pengecekan ulang karena memang diakomordir, diketahui bahwa ada 
beberapa partai mengalami perubahan suara karena salah penulisan, 
termasuk suara PKB. Tidak sinkronnya dengan C-1 Salinan yang 
dibagikan suara PKB berjumlah 5 suara, setelah pengecekan C-1 
hologram, jumlah suara PKB 4 suara di dalam C-1 hologram. 
 Hal tersebut sesuai dengan Form A pengawasan yang dimiliki oleh 
Panwas Kecamatan Mendahara Ulu, tanggal 20 April 2019. 
 

294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Perolehan suaranya 4, ya? 
 

295. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya. 
 

296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

297. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Baik, lanjut ke TPS 3 Desa Bukit Tempurung, Kecamatan 
Mendahara Ulu, terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada salin ... 
pada C-1 Salinan. Dimana C-1 Salinan tertulis dengan hu ... angka 
huruf II, Yang Mulia. 
 

298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

299. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Setelah membuka kotak suara bahwa suara PKB 2. 
 

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 2? 
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301. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Jadi, II itu dimaknai 2 yang sebenarnya (...) 
 

302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 2 angka. 
 

303. BAWASLU: ASNAWI  
 

 2 angka. 
 

304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

305. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Berdasarkan C-1 hologram, hal tersebut sesuai dengan Form A 
pengawasan Bawaslu Kecamatan Mendahara Ulu, tanggal 20 April 
2019. 
 

306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

307. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Kemudian bahwa terhadap dalil permohonan tentang 
penambahan suara di han ... suara Partai Hanura di TPS 04 Desa 
Pangkal Duri sejumlah 30 suara bahwa hampir semua partai tidak 
memperoleh suara karena salinan C-1 yang diterima oleh saksi partai 
politik, panwaslu kecamatan, dan TPS tidak semua ditulis perolehan 
suara oleh KPPS. 
 Hasil kesepakatan saksi partai politik, termasuk saksi dari Partai 
Kebangkitan Bangsa, PKB, panwaslu, dan PPK membuka kembali kotak 
untuk melihat C-1. 
 

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Itu sudah dilakukan? 
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309. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya. Sudah dilakukan, Yang Mulia. Pada Plano berhologram setelah 
melihat C-1 holo ... hologram Partai Hanura memperoleh 30 suara di 
TPS 04 Pangkal Duri, dalam C-1 hologram sesuai dengan Form A 
Pengawasan tanggal 24 April 2019, terlampir, Yang Mulia.  

Demikian, Yang Mulia. 
 

310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Jadi, suara yang benar PKB=1.879, ya? 
 

311. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, sama, sama. 
 

312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bukan 1.920, ya? 
 

313. BAWASLU: ASNAWI  
 

 1 … 1.879 menurut versi Bawaslu, Yang Mulia. 
 

314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, bukan 1.920, ya? 
 

315. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Bukan, Yang Mulia. 
 

316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, terima kasih, Bawaslu.  

Sekarang Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
PIP … PDIP. Silakan! 
 

317. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, terima kasih, Yang Mulia, saya lagi. 
 

318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 



36 

319. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ini berkaitan dengan pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jambi. 
Dapilnya 1 saja, Dapil V, Yang Mulia. 
 

320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

321. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Berkaitan dengan apa yang disajikan oleh Pemohon, maka kami 
kemudian menyajikan persandingan perolehan suara partai politik di ja 
(…) 
 

322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada eksepsi, ya? 
 

323. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Di … halaman 3, tapi pesan tersebut untuk (…) 
 

324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke, terus? 
 

325. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, kan berkaitan dengan keberatannya terhadap perolehan Partai 
Perindo, maka di sini Termohon menyajikan perolehan suara untuk 
Termohon 7, kalau versi Pemohon 0. Jadi, selisihnya 7. 
 Kemudian, untuk persandingan perolehan suara partai politik 
Termohon berkaitan dengan TPS 04 … eh, maaf, yang tadi disampaikan 
tadi adalah TPS 53 Kelurahan The Hok, kemudian yang kedua ini untuk 
khusus TPS 4 Kelurahan Pakuan Baru. Partai Perindo versi Termohon 
adalah 23, versi Pemohon 22. Jadi, ada selisih 1. 
 

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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327. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian, semua yang kami sampaikan tadi didasarkan pada 
Bukti T-004.Kota Jambi.V.PDIP dan (…) 
 

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 T … Bukti T-004? 
 

329. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, dan Bukti T-005.Kota Jambi.V. 
 

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 T-005.Kota Jambi.Ya. 
 

331. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian, berkaitan keberatan Pemohon di Kecamatan Paal 
Merah, ini untuk TPS 29 Kelurahan Payo Selincah. Untuk Partai Perindo 
versi Pemohon 0, versi Termohon 1. Jadi, ada selisih 1 suara. 
 

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

333. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Selanjutnya, untuk TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, Perindo 
mendapatkan kalau versi Termohon 2, versi Pemohon adalah 1. Jadi, 
selisihnya 1. 
 Selanjutnya, untuk TPS 29 Kelurahan Paal Merah, versi Termohon 
Partai Perindo mendapatkan 13 suara, versi Pemohon 12 suara. Jadi, 
selisihnya juga 1. Buktinya sama, T-004.V.PDIP dan T-005.Kota 
Jambi.V.PDIP. 
 

334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

335. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian, persandingannya adalah untuk pengisian untuk tingkat 
Kecamatan Jambi dan Kecamatan Paal Merah … ini Kecamatan Jambi 
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Selatan dulu, maaf. Untuk PDIP atau Pemohon, menurut Pemohon 
mendapatkan suara 4.123 suara, namun menurut Termohon adalah 
4.123 suara. 
 Kemudian, masih di Kecamatan Jambi Selatan, Perindo menurut 
versi Pemohon adalah 1.715 suara, kalau versi Termohon adalah 1.723 
suara. 
 Di Kecamatan Paal Merah, PDIP menurut Pemohon mendapatkan 
suara 6.827, versi Termohon 6.827 suara. Kemu … tidak ada … sama. 
Jadi, tidak ada selisih. 
 

336. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada selisih, ya. 
 

337. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian, untuk Partai Perindo versi Pemohon adalah 
mendapatkan suara 1.931, versi Termohon adalah 1.934. Jadi, ada 
perbedaan 11 suara. 
 

338. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

339. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Menunjuk kepada hal tersebut, berkaitan dengan adanya dugaan 
atau penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak 
benar, sebagaimana Bukti T-002.Kota Jambi.V sampai dengan T-
003.Kota Jambi.PDIP.72. 
 Kemudian, selanjutnya kami menyampaikan perolehan suara 
Pemohon dan Termohon untuk keseluruhan Dapil Kota V Jambi (…) 
 

340. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sebentar, Pak. Ada anu dari Yang Mulia Prof Enny, nih. 
 

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Saya ada catatan sebetulnya, Pak Arqom. 
  

342. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
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343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ini kan Pak Arqom mengatakan, “Yang didalilkan Pemohon 11 
suara itu tidak benar.” Ya? 
 

344. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Itu dasarnya bahwa Pemohon kan C-1 dan DA-1? 
 

346. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Kemudian, Termohon mengungkapkan suara-suara yang 
kemudian benar menurut Termohon, ya? Ini dasar untuk 
menyampaikannya pakai apa dokumennya? Karena di sini tidak 
disebutkan sama sekali oleh Termohon. Ini akan menyulitkan juga nanti 
bagi Hakim untuk membuka sekian banyak dokumen dari mulai T-00 
sekian, sekian itu, kalau kemudian tidak dijelaskan sebetulnya sumber 
dokumennya itu apa gitu, lho? 
 

348. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 

349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Kalau yang dari Pemohon kan, itu menyebutkan ini dasarnya C-1 
dan DA-1 yang kemudian disandingkan begitu. Saya kira ini perlu 
didetailkan semua, saya kira untuk yang lainnya kalau Pak Arqom masih 
pegang yang lain, ya! 
 

350. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, nanti. 
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351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Supaya kita lebih mudah melihatnya, tidak sekadar 
menyandingkan bahwa ini angka-angka, tapi dari mana sumber-sumber 
angka tersebut diperoleh?  
 

352. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Oke. 
 

353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

Itu penting sekali, ya. 
 

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, T-002 itu kalau kita merujuk 
kepada dasar alat bukti adalah Form DB1-DPRD kabupaten/kota. 
Kemudian, T-003 adalah Model DA1-DPRD kabupaten/kota Kecamatan 
Jambi Selatan dan Formulir DA-1 kabupaten/kota untuk Kecamatan 
Jambi Selatan. Itu, Yang Mulia. 
 Boleh dilanjutkan, Yang Mulia? 
 

355. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan dilanjutkan.  
 

356.  KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Baik, berkaitan dengan perolehan di keseluruhan Dapil V Kota 
Jambi. Untuk PDIP versi Pemohon adalah 1.950, kalau menurut versi 
Termohon adalah 10 ... maaf, tadi perolehan suara Pemohon PDIP 
menurut Pemohon adalah 10.950 suara. Menurut Termohon adalah 
10.950 suara. Jadi, tidak ada perbedaan. 
 Kemudian, untuk Perindo menurut Pemohon, mendapatkan suara 
3.646 suara. Kalau menurut Termohon adalah 3.657 suara. Didasarkan 
pada C-002, DB1-DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Kota Jambi V. 

 
357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Jadi, ini artinya yang disampaikan Pemohon sama dengan 
Termohon? 

 
359. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, kalau untuk PDIP sama, tapi untuk Perindo saja yang 
klaimnya itu ada perbedaan, Yang Mulia.  

 
360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Jadi, yang PDIP sama? 
 
361. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Kecuali yang 11 suara tadi sudah bisa diklarifikasi dengan DA-1 
nya? 

 
363. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, ini sudah. 
 
364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Begitu, ya? 
 
365. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
366. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nah, sekarang begitu nanti yang selanjutnya, ya, yang 
menjelaskannya, ya, sumber dokumennya, ya. 

 
367. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, Yang Mulia. 
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368. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan! Masih ada? 
 
369. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Berikut adalah berkaitan dengan perolehan kursi. Mohon dianggap 
dibacakan saja, Yang Mulia. 

 
370. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, kalau itu ndak usah anu, silakan! 
 
371. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Petitum. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 987, dan selanjutnya. Menetapkan perolehan suara 
Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jambil Dapil V 
sebagai berikut. Ada tabel PDIP 10.950, Perindo 3.657 suara atau ex 
aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Terkaitnya tidak ada. Bawaslu 
ada catatan? 
  

373. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Baik, Yang Mulia. Akan kami bacakan. Terkait dengan 
permohonan dengan Register Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 bahwa ada pengaduan terhadap beberapa kecamatan.  

Pertama, Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan The Hok, TPS 53, 
dan TPS 4. Kemudian, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Payo 
Selincah, TPS 29. Kelurahan Eka Jaya, TPS 85, dan Paal Merah TPS 29. 
 Oleh karenanya, kami akan sampaikan bahwa berdasarkan hasil 
pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 
Kelurahan Pakuan Baru, jumlah suara Partai Perindo pada C-1 salinan 
C-1 dan C-1 hologram sebanyak 23 suara, dituangkan ke dalam 
Formulir DA-1 kecamatan sampai pada saat penetapan hasil rekapitulasi 
peng ... penghitungan perolehan suara. Saksi PDIP yang hadir tidak 
mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan.  

Kemudian. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TP ... di TPS 53 
Kelurahan The Hok, saksi dari Partai Perindo mengajukan keberatan 
terkait perbedaan selisih antara C-1 Plano yang difoto oleh saksi pada 
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saat ditempel oleh KPPS, selesai penghitungan suara di tingkat TPS 
dengan C-1 Salinan maupun C-1 hologram.  

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan 
merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C-1 Plano. 
Maka, setelah dibuka hasil ... hasilnya, Partai Perindo memperoleh 7 
suara, dengan rincian 6 suara untuk Calon Anggota DPRD Kota Nomor 
Urut 6 atas nama Martogi Tua. Dan satu suara untuk Calon Anggota 
DPRD Kota Nomor Urut 9 atas nama Eko Irawan Ahmad Yani Effendi. 
Sehingga dilakukan perbaikan pada C-1 Salinan dan C-1 Hologram 
sesuai dengan C-1 Plano.  

Kemudian, setelah selesai proses penghitungan perolehan suara 
di Kelurahan The Hok , PPK Jambi Selatan langsung membuat Berita 
Acara TPS 53 Kelurahan The Hok terkait kejadian khusus di TPS 
tersebut.  

Kemudian, PPK meminta saksi yang hadir pada Pleno rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara Kelurahan The Hok untuk 
menandatangani Berita Acara Formulir Model DA2-KPU dari p ... Partai 
PDIP yang menandatangani adalah Arsyad Bastari saksinya.  

Kemudian, untuk Kecamatan Paal Merah yang dipersoalkan TPS 
29, Kelurahan Paal Merah dan TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, 
terdapat selisih jumlah total perolehan suara, panwaslu kecamatan, 
panwaslu kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), panitia 
pemilihan kecamatan (PPK), dan saksi yang hadir di antaranya dari 
Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PAN, 
Demokrat, dan PBB, semua sepakat untuk membuka kotak-kotak suara 
TPS 29 untuk melihat Formulir C-1 Plano. Maka setelah dilihat C-1 Plano 
hasilnya, Partai Perindo mendapatkan 13 suara di TPS 29 Kelurahan 
Paal Merah. Sedangkan, di TPS 29 Kelurahan Payo Selincah 
mendapatkan 1 suara. Kemudian, C-1 Salinan dan C-1 Hologram 
diperbaiki, Yang Mulia, mengikuti C-1 Plano yang sudah dicek. 

 
374. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
375. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Kemudian yang terakhir, terkait dengan TPS 85 Kelurahan Eka 
Jaya ada saksi mengajukan keberatan terkait perbedaan suara Partai 
Hanura ... Partai, antara C-1 Salinan milik saksi, dengan C-1 Hologram 
PPK, dan C-1 milik panwas kecamatan. Panwaslu Kecamatan Paal 
Merah merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C-1 
Plano, setelah dilihat di C-1 Plano suara Partai Perindo memperoleh 2 
suara. 
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 Nah, demikian, Yang Mulia. Untuk buktinya, kami lampirkan di 
dalam keterangan kami. 

 
376. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

377. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Terima kasih.  
 
378. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih. Terima kasih, Pak Asnawi. Ya, ada yang (...) 
 
379. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Yang 2 suara Perindo tuh di halaman berapa keterangan dari 
Bawaslu? 
 

380. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Di halaman ... kami masukkan dalam keterangan, di halaman 32 
sampai dengan ... di halaman 35, Yang Mulia.  
 

381. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Halaman?  
 

382. BAWASLU: ASNAWI  
 
 35. Perindo 1 suara, kemudian diperbaiki di hologram dengan 
Plano ... sesuai dengan Plano Yang Mulia, 2 suara.  
 

383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Cuma 35 ya, Perindo, ya?  
 

384. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Ya.  
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385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, mungkin untuk ke depannya, nanti dari Bawaslu juga sama, 
menyampaikan halaman sekian, buktinya apa? Gitu, ya?  
 

386. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Siap, Yang Mulia.  
 

387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Keterangan itu, ya? Jadi, kita mudah mencarinya.  
 

388. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Kita lanjutkan dengan Perkara Nomor 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini Pemohon, belum hadir? Ini 
Pemohonnya kabur apa gimana ini? Kok belum hadir? Tapi pada 
persidangan yang pertama, pada waktu pemeriksaan permohonan, 
hadir ini Hanura. Pihak Terkaitnya, Golkar.   

Tapi, ya silakan direspons. Pihak Termohon. Silakan! 
 

389. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 Kami Kuasa dari Termohon dalam Perkara Nomor 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Pemohon Hanura untuk 
Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci V, Provinsi Jambi.  

Mengenai hasil perolehan suara, kami sandingkan dalam halaman 
6 (...)  
 

390. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

391. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Jawaban kami, Yang Mulia.  
 

392. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Itu untuk dapil berapa ini, yang dipersoalkan Hanura?  
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393. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Dapil Kabupaten Kerinci V, Yang Mulia.  
 

394. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kerinci V? Hanya 1 dapil?  
 

395. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Satu. Kemudian, setelah kami memperhatikan, mempelajari 
permohonan Pemohon, kami mengi ... mengidentifikasi ada 3 
persoalan.   
 

396. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Agak diajukan. Enggak masuk ke (...)  
 

397. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Ada 3 ... ada 3 dalil Posita yang diajukan oleh Pemohon. Pertama, 
adanya perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di dalam Form C-1, DA-1, dan 
DB-1. Kami me-refer kepada permohonan angka 9 halaman 9, angka 
11 halaman 18, angka 18 halaman 11, dan angka 13 halaman 9.  

Kemudian, Posita yang diajukan juga, adanya pemilih suara ganda 
berjumlah 99 pemilih, vide permohonan angka 10 halaman 10 dan 
sampai 18. Ketiga adalah permasalahan mengenai selisih perolehan 
hasil dan pelanggaran TSM.  

Namun demikian, Yang Mulia, dengan mem ... mendasarkan pada 
risalah persidangan, ada ... dicabut sendiri oleh Pemohon, yaitu 
berkaitan dengan perhitungan suara yang menjadi kewenangan 
Mahkamah. Sudah barang tentu dengan pencabutan ini, kami 
mengajukan eksepsi, Yang Mulia.  
 

398. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

399. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan dari 
Mahkamah Konstitusi. Kemudian, terkait dengan pokok permohonan, 
Yang Mulia. Pertama, permasalahan perbedaan DPT, DPTb, dan DPK 
dalam Form C-1 dan seterusnya.  
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Pada proses tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara tingkat Kabupaten Kerinci, yang dihadiri oleh masing-
masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, Termohon 
telah melakukan perbaikan terhadap perbedaaan data yang selanjutnya 
dituangkan dalam ... ke dalam Formulir Model DB1-DPRD 
Kabupaten/Kota. Kami miri ... kami mengajukan Bukti Surat T-
001.Kerinci.V.Hanura dan seterusnya, dan kami uraikan dalam jawaban 
kami angka 6 halaman 7, Yang Mulia.   
 

400. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kemudian, mengenai penjelasan hasil perbaikan terhadap data 
pemilih juga sudah kami jelaskan dalam jawaban perbaikan kami, 
angka 5 sampai 8 halaman 7.  

Mengenai Posita lain, yaitu adanya pemilih ganda sejumlah 99 
pemilih, telah kami uraikan dalam jawaban kami halaman 9 sampai 11, 
yang pada pri ... pada prinsipnya menjelaskan bahwa terungkap di 
persidangan dalam agenda penulisan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 
2019, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dan ditemukan oleh 
Pemohon hanya terdapat 1 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya 
lebih dari 1 kali. Jadi, hanya 1 pemilih saja.    
 

402. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu 1 pemilih di mana, jawaban Termohon?  
 

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Dalam perkembangannya, ketentuan a quo ditafsirkan tidak dapat 
dilakukan PSU apabila terdapat lebih dari 1 orang yang menggunakan 
hak pilihnya lebih dari 1 kali. Andai pun benar quod non adanya 1 
pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, hal tersebut 
tidak memenuhi persyaratan dilakukan PSU (...)   
 

404. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Untuk di PSU?   
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405. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul. Dan melanggar prinsip kemanfaatan dengan alasan sebagai 
berikut. Tidak diketahui, siapa yang diuntungkan atau dirugikan 
terhadap pengguna hak pilih lebih dari 1 yang dilakukan 1 pemilih.  

Kemudian, berpotensi berkurangnya pengguna  hak pilih yang 
mengakibatkan di ... hak pilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.  

Ketiga, pemilih yang berjumlah 1 orang, tidak akan mengubah 
perolehan suara secara signifikan. Artinya, perolehan suara atau 
perolehan kursi partai politik in casu Pemohon, tidak akan berubah.  

Bahwa berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Pemohon 
terhadap dalil a quo, terdapat 99 pemilih yang secara identitas itu 
identik, dalam artian terdapat lebih dari 1 orang memiliki nama yang 
sama.  

Berdasarkan uraian tersebut, Yang Mulia, kami mohon kiranya 
(...)  
 

406. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

407. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Mahkamah menjatuhkan putusan dalam pokok perkara. Menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya ... maaf, ada kekurangan 
dalam eksepsi kami (...)  
 

408. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kurang dalam ekspsi? Ya. 
 

409. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01 dan 
seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum re … Presiden 
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2009, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 
WIB.  
 Ketiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian 
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, di berapa pun … yang 
benar adalah perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD 
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Kabupaten Kerinci Parpol Hati Nurani Rakyat, perolehan suaranya 
adalah 2.082.  
 

410. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

411. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan didasarkan 
kepada keadilan, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
412. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, terima kasih. Sebentar, ini cek. Kerinci V, ya tadi, ya? 
 

413. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kabupaten Kerinci V, Yang Mulia.  
 

414. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, Kabupaten Kerinci V.  
 

415. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Yang ... yang dikatakan tadi, tidak benar 99 pemilih hanya 1 
pemilih saja (...) 
 

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

417. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Itu di TPS mana itu? 
 

418. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Mengenai hal ini, kami sudah diuraikan dalam (...) 
 

419. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, uraiannya ada di halaman 10. 
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420. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul. 
 

421. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tapi TPS-nya mana itu? 
 

422. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Sebentar, Yang Mulia.  
 

423. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tidak disebutkan di situ TPS mana? 
 

424. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Tidak disebutkan di mana. 
 

425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, kalau di dalilnya kan ada 99 (...) 
 

426. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul. 
 

427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi, Saudara hanya menemukan 1 saja (...) 
 

428. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul. 
 

429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukan 99. Mestinya TPS-nya bisa dianu. Satu karena kalau disebut 
1 itu supaya tidak memenuhi PSU, tapi 1-nya itu di mana? Betul apa 
enggak? 
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430. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kalau diperkenankan, Yang Mulia, Prinsipal kami ingin memberi 
penjelasan berkaitan itu. 
 

431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan! Kalau anu bisa menunjukkan. Memang ada pemilih ganda 
di 1 TPS? 
 

432. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kalau dari sidang yang lalu yang 
disampaikan oleh Pemohon bahwa mereka mendalilkan ada 99 pemilih 
ganda. 
 

433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

434. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Tapi, yang terbukti men ... menggunakan hak pilihnya 2 kali, ada 
1 orang. 
 

435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

436. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Yang menurut mereka, mereka punya alat bukti. Jadi bahwa ada 
pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali itu dalil Pemohon 
kemarin. 
 

437. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

438. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Itu. Terima kasih, Yang Mulia. 
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439. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang ... sekarang menurut Prinsipal, ini diakui ada hanya 1, 
itu, 1-nya di mana? Enggak ... enggak tahu? 
 

440. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami lakukan pencermatan, 
kami belum menemukan (...) 
 

441. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 1 saja ... 1 saja tidak benar? 
 

442. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Ya, kami belum menemukan itu. 
 

443. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Tadi makanya quod non, 1 saja belum tentu benar kan gitu, 
kan? 
 

444. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Ya, he eh. 
 

445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi kalau quod non 1, itu berarti tidak mengubah harus PSU 
karena minimal menurut undang-undang itu harus 2. Kan gitu, kan. 
 

446. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

447. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, ini dalilnya Anda itu menjawab 99 itu enggak mungkin, ya 
kan? Tapi,1 saja kalau itu benar, maka tidak mengubah harus PSU, kan 
gitu kan? Betul, ya? 
 

448. TERMOHON: NUR KHOLIK 
 
 Betul, Yang Mulia, betul. 
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449. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Makanya, terus Anda tidak bisa melihat 1 itu di mana? 
Karena 1 itu seolah-olah ya, kan gitu. Oke, bisa dimengerti. Terima 
kasih. 
 Sekarang Pihak Terkait Partai Golkar, ada? 
 

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Ada, Yang Mulia. 
 

451. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Termohon?   
 

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Setuju, Yang Mulia. Untuk apa yang 99 itu kan memang 
kewenangannya Termohon. Jadi (...) 
 

453. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, he eh. 
 

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Kami tidak menanggapi itu.  
 

455. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Kami ke dalil Termohon, khususnya mengenai 8 TPS yang 
didalilkan oleh Pemohon, yakni TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik (...) 
 

457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Di situ perolehan Pemohon, mengatakan dia memperoleh 28. 
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459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Tetapi, setelah kami konfirmasi ke C-1 Model (...) 
 

461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Anda menggunakan C-1 apa itu? 
 

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 C-1, ya. 
 

463. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, C-1 (...) 
 

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Ada saksi. 
 

465. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, C-1 yang ... yang dipunyai oleh Saksi Partai Golkar? 
 

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Ya. 
 

467. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Nah, di situ ternyata hanya 23. 
 

469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Nah, kemudian (...) 
 

471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Angka ini sama dengan C-1 nya Plano berhologramnya 
Termohon? Betul? 
 

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Kami beri kesempatan periksa. 
 

473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena yang menjadi patokan, kan bukan C-1 nya Pemohon, 
bukan C-1 nya Pihak Terkait, tapi C-1 Plano yang berhologram, kan? 
Situng, ya juga enggak bisa dipakai sebagai ukuran, gitu kan. 
 

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Kami tidak menggunakan Situng, Yang Mulia. Nanti silakan di (...) 
 

475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Lah, ya, Anda menggunakan C-1 yang dipunyai saksi Anda, kan? 
 

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Baik, Yang Mulia.  
 

477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, itu kan bisa saja. Tapi, yang utama, kalau kita mau 
menyandingkan, yang paling valid adalah C-1 Plano yang dipunyai 
berhologram, yang dipunyai oleh Termohon. 
 

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Baik, Yang Mulia. Nanti (...) 
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479. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena bisa saja saksinya Termohon … Pemohon menulisnya 
untuk supaya anu, pelaporannya bagus, dimenangkan. Anda juga bisa 
memenangkan saksinya memenangkan partai Anda.  

Tapi, patokan yang betul itu dipunyai di sana. Itu. Kecuali ada 
coret-coret, kalau ada coret-coret, meragukan. Di sini meragukan, di 
sana meragukan. Di sini juga ada coret-coret meragukan, nah itu 
keyakinan Hakimlah yang menentukan mana yang benar. Lah, daripada 
tidak yakin kita bisa perintahkan PSU, gitu. Itu anunya begitu, ya.  

Jadi, kalau di sana masih bisa dipakai patokan C-1 nya tidak ada 
coret-coret berarti C-1 nya itu Plano berhologram itu yang betul, gitu 
ya? 
 

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

481. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, terus diteruskan! 
 

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Baik. Tentang dalil Pemohon yang berm ... yang didalilkan di 8 
TPS bermasalah, di uraian keterangan Pihak Terkait, kami sandingkan 
ya. Jadi, misalnya yang di halaman 9, Yang Mulia, di TPS 2 itu di 
bawahnya yang kami peroleh menurut C-1 versi kami, kemudian di 
halaman 10 juga di 4 TPS.  

Yang pertama, TPS 1, 2, 3, dan 5, di sana Pemohon mendalilkan 
memperoleh suara 129, tetapi faktanya di C-1 hanya 7, perolehan 
mereka, selanjutnya juga di halaman 11, TPS 3, Pemohon juga 
mendalilkan di 3 TPS itu, memperoleh suara 69, tapi faktanya, di C-1 
hanya 30 suara. Jadi, itu saja. 
  

483. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya, itu kan uraian-uraian (…) 
  

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
   
 Ya. 
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485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Rincian-rincian, tapi untuk globalnya, sudah tadi Anda setuju 
dengan apa disampaikan (…) 
  

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
   
 Ya. 
  

487. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Oleh Termohon, ya? 
  

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
   
 Jadi, ya, perolehan Partai Golkar sejumlah 2.192. 
  

489. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Partai Hanura 2.082, ada selisih 110, Yang Mulia. 
 

491. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
  

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Baik, kami langsung ke Petitum. 
 

493. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Yang pertama, menolok … menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya.  

Yang kedua, menyatakan surat keputusan Termohon, sepanjang 
mengenai perolehan suara partai politik, untuk pengisian Anggota 
DPRD Kabupaten Kerinci, pemilihan Kerinci V adalah sah. 
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Atau apabila, Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

495. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih, jadi saya minta penegasan, untuk Partai Hanura 
bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 2.249, tapi yang 
betul adalah apa yang ditentukan atau diputuskan oleh Termohon 
2.082? 
  

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

497. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Jadi, selisih 6 … 167 itu tidak benar, ya? 
  

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR) 
 
 Tidak benar, Yang Mulia. 
 

499. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Sekarang, Bawaslu. Ada catatan, Bawaslu? 
Saya persilakan. 
  

500. BAWASLU: ASNAWI  
   
 Baik. Terkait dengan Pokok Permohonan Nomor 43, Yang Mulia. 
  

501. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

502. BAWASLU: ASNAWI  
   
 Bahwa di TPS 2 itu berdasarkan pengawasan dari Bawaslu bahwa 
perolehan suara Subur Budiman itu memang 22 suara, itu sesuai 
dengan Keterangan Bawaslu di halaman 13. 
  

503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 



59 

504. BAWASLU: ASNAWI  
   
 Kemudian, selanjutnya masalah DPT, DPTb dan DPK. Itu tidak ada 
laporan yang masuk ke Bawaslu, terkait dengan … apa namanya …. 
persoalan daftar pemilih. 
  

505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

506. BAWASLU: ASNAWI  
   
 Itu kami jelaskan juga. Kemudian juga terkait dengan ada 
beberapa TPS dalam Kecamatan Keliling Danau, di Desa Pancuran Tiga, 
Tanjung Pauh Mudik, Bukit Pulai, Punai Merindu, Sumur Jauh, Linau 
Manai, Kota Tua Tengah, Desa Jujun, Pasar Jujun, Kotabaru, Semerap, 
Pasar Semerap, Serumpun Pauh, Pondok Siguang, dengan rincian TPS 
yang didalilkan oleh Pemohon itu juga tidak ditemukan persoalan 
pengelembungan suara, dan tidak ada juga laporan masuk ke Bawaslu. 
  

507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya, baik. 
  

508. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Kemudian (…) 
  

509. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Cukup, cukup, ya? 
  

510. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Ya, cukup, Yang Mulia. Yang lainnya tidak ada persoalan. 
   

511. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada persoalan, kan? 
 

512. BAWASLU: ASNAWI  
 
 Tidak ada persoalan, Yang Mulia, terima kasih. 
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513. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, terima kasih.  

Berikutnya sekarang Perkara 50-14-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh permohonannya oleh Demokrat, 
ada Pihak Terkait PKB, saya persilahkan untuk Termohon.  
  

514. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
  

515. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Waalaikumsalam. 
  

516. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Kami dari Tim Hukum KPU RI, dalam hal ini akan bertindak untuk 
menjawab permohonan dari Partai Demokrat. Mohon izin, Yang Mulia, 
kami akan bacakan inti sarinya saja, untuk (…) 
  

517. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya, sekarang ini dia mempersoalkan dapilnya, ada berapa dapil? 
  

518. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Ada 2 dapil, Yang Mulia. Yang pertama, Dapil V di Kabupaten 
Tajung ba … Tanjung Jabung Barat. 
  

519. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

520. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Yang kedua, di Dapil IV, Kabupaten Sarolangun. 
  

521. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

522. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Di dalam, Dapil V di (…)  
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523. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ada eksepsi dulu, enggak? 
  

524. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Ada, Yang Mulia. 
  

525. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Eksepsinya apa? 
  

526. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Baik, kami akan sampaikan intisarinya.  

Bahwa menurut kami, permohonan Pemohon ini sudah 
kedaluwarsa karena dalam permohonan awal itu hanya menye … hanya 
ada dalil yang menyatakan pengelembungan suara, sehingga 
mengubah suara dari C-1, Desa Sungai Landak TPS 1 sampai dengan 
TPS 8. 
  

527. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

528. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Kemudian, menuntut agar dilakukannya … menuntut agar 
penggelembungan suara tersebut, dikembalikan. 
  

529. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Ya. 
  

530. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Namun, dalam perbaikannya pada tanggal 31 Mei 2019. 
  

531. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 He eh. Pukul berapa, itu 31 Mei? 
  

532. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Pukul 08.47 WIB. 
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533. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
   
 Pukul 08.47 WIB. 
  

534. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
   
 Untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 
Dapil V, Pemohon mengubah substansi dan pokok permohonan dengan 
perbaikan menjadi lain, serta jumlah TPS yang dipermasalahkan 
menjadi 10 TPS, Yang Mulia, dari sebelumnya cuma 8. 
  

535. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

536. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Kemudian juga, tersebar di Sungai … Desa Sungai Landak, Teluk 
Nilau, Sungai Jering, Margo Rukun, Parit Pudin, Sungai Raya dan 
Kelurahan Senyerang. 
  

537. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

538. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Dalil tersebut, Yang Mulia, menurut kami itu sudah kedaluwarsa 
karena penambahannya dilakukan sudah diluar batas waktu. Demikian, 
untuk eksepsi.  
  

539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Di luar batas waktu itu, artinya tetapi di dalam masa perbaikan, 
tho? 
  

540. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Betul. 
  

541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, oke. 
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542. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Namun, penambahan locusnya, Yang Mulia. 
  

543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

544. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Kemudian, kami masuk ke pokok perkara. 
  

545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

546. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang mendalilkan adanya 
kesalahan penghitungan atas perolehan suara dan rekapitulasi hasil 
perhitungan perolehan suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami 
nyatakan tidak benar, Yang Mulia, kenapa? Karena menurut kami. 
Berdasarkan Bukti T-003. Hasil perolehannya menurut kami adalah 
untuk Demokrat itu sebesar 1.883 suara. Kemudian, untuk PKB itu 
sebesar 5.658 suara.  

Nah, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya 
kesalahan di TPS 1, TPS 3 Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang.  

TPS 6, TP ... TPS 16, TPS 21, Kecamatan Pengabuan.  
TPS 1, TPS 3 Sungai Landak, Kecamatan Senyerang.  
TPS 5, TPS 1, dan TPS 14 Kelurahan Senyerang, Kecamatan se 

... Senyerang. Kami menyatakan tidak benar. Karena apa? Karena 
berdasarkan Bukti kami T-005 dan T-006 dapat diperoleh fakta, 
berdasarkan Bukti DAA-1 itu bahwa Partai Demokrat itu memperoleh 
suara 156, sementara Partai PKB memperoleh suara 125, Yang Mulia. 
 

547. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

548. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendasarkan diri pada bukti 
C-1 adalah tidak benar. Karena kami bantah lagi pada Bukti T-003 itu 
yang benar menurut bukti kami DB-1, jumlah suara Demokrat sekali 
lagi adalah 1.883 dan PKB 500 ... 5.658, Yang Mulia. 
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549. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

550. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Untuk ekse ... untuk Petitumnya. Dalam eksepsi, kami mohon 
untuk menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  

Dalam pokok perkara. Mohon untuk mengabulkan ... mohon 
untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Yang dua, 
menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan 
seterusnya, tanggal 21 Mei 2019. 
 

551. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

552. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Kemudian, menetapkan untuk perolehan suara untuk pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menurut 
Termohon adalah untuk Demokrat jumlah suara 1.883 suara. Untuk 
PKB 500 ... eh, 5.658 suara. 
 

553. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

554. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Demikian untuk yang Tanjung Jabung ... apabila Mahkamah (...) 
 

555. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang yang Kabupaten 
Sarolangun! 
 

556. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Sarolangun, Yang Mulia. 
 

557. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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558. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Baik. Terhadap Sarolangun ini, kami terhadap dalil Pemohon 
angka 1, halaman 11 dengan tegas kami nyatakan tidak benar. Yang 
mana Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa PDIP memperoleh 
suara sebanyak 19.120 suara. 
 

559. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

560. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Padahal, yang benar adalah PDIP memperoleh suara sebesar 
21.990 suara. 
 

561. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 21.990, ya. 
 

562. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Yang Mulia. Sementara untuk Demokrat, menurut Pemohon itu 
mendapat suara 19.060 suara, itu tidak benar. 
 

563. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

564. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Yang benar adalah 14.988. 
 

565. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 14.988. Ya.  
 

566. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Kemudian, terhadap dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan adanya 
sikap Termohon yang menolak untuk melakukan PSU. Hal itu tidak 
benar, kenapa? Karena ada kondisi yang mana, rekom Bawaslu itu 
diterima oleh Termohon di detik-detik terakhir, Yang Mulia. 
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567. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

568. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Sehingga, tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan PSU. 
 

569. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

570. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Karena kami untuk PSU, tentunya harus ada persiapan, seperti 
memanggil ... mengundang pemilih untuk hadir, yaitu dilakukan 
sebelum hari H. 
 

571. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

572. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tapi karena rekomendasi dijatuhkan pada hari terakhir, otomatis 
kami tidak (...)  
 

573. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

574. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Bisa melaksanakan rekomendasi tersebut. 
 

575. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Padahal, PSU kan ada aturanya 10 setelah tertulis, kan? 
 

576. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul.  
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577. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya 
 

578. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 PSU harusnya 10 hari setelah ... batas 10 hari. 
 

579. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

580. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Dengan demikian, Yang Mulia. Untuk Petitum, mohon untuk 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, mohon 
untuk menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya, 
bertanggal 21 Mei 2019. 
 

581. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

582. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun … mohon maaf ada koreksi, 
Yang Mulia. 
 

583. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ini Tanjung Jabung lagi? 
 

584. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. Mohon maaf. 
 

585. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Ya, terus? 
 

586. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Untuk Partai Demokrat sebesar (...)  
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587. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, direnvoi itu, ya? 
 

588. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Direnvoi, Yang Mulia. 
 

589. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, ini menjelaskan masalah Sarolangun, kok nulisnya Tanjung 
Jabung lagi? 
 

590. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

591. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Terus? 
 

592. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Untuk Demokrat jumlah suaranya  14.958 suara. Untuk PDIP 
jumlah suaranya 21.990 suara. 
 

593. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Baik. 
 

594. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Demikian, Yang Mulia. terima kasih. 
 

595. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih. Sekarang Pihak Terkaitnya PKB, ya? 
 

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 

597. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. PKB, silakan! 
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598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Hadir.  
 

599. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, gimana? 
 

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Dalam hal ini, kami (...) 
 

601. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Saudara setuju … setuju dengan anu yang KPU? 
 

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Untuk perhitungan suara kami setuju, Yang Mulia. 
 

603. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Untuk dalam eksepsi. Kami tidak ada eksepsi, Yang Mulia. 
   

605. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada eksepsi, he eh. Terus? 
 

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Berkaitan dengan dalil Pemohon C-1 dan DB-1, merupakan tingkat 
KPU kabupaten. 
 

607. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Penyandingan ini tidak sebanding karena Form DB-1 versi KPU 
tidak memuat kembali perolehan suara di tingkat TPS. 
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609. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Sehingga, sangat aneh jika kemudian Pemohon menggunakan 
data pembanding dengan Form DB-1.  

Kemudian, kami dalilkan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan 
tidak berkesesuaian dengan pet … ketentuan Petitum yang diatur dalam 
PMK Nomor 2 karena Pemohon tidak secara tegas memuat Petitum 
yang meminta ditetapkannya angka yang benar menurut Pemohon. 
Pemohon hanya meminta diadakan penghitungan suara ulang di 10 
TPS. 

 
611. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Kemudian, dalam tabel 1, Yang Mulia, kami menyajikan data C-1 
dengan DAA-1. Menurut kami, suara Pemohon mengalami 
penambahan, jika dibandingkan dengan data versi Pemohon, bukan 
berkurang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. 
 

613. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

Ini kami lampirkan dalam Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15. 
Kemudian, dalam tabel 2 kami menyajikan data bahwasanya perolehan 
suara Pihak Terkait, sesuai dengan hitungan Termohon. Ini kami 
sandingkan dalam Bukti C-1 dan DAA-1. 
   

615. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. 
 

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Buktinya PT-7 sampai dengan PT (…) 
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617. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Perolehan PKB di Kecamatan Pengabuan dan … apa … Senyerang 
itu (…) 
 

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Senyerang. 
 

619. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 5.658 itu? 
 

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Ya, betul, Yang Mulia. 
 

621. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Buktinya PT-1 sampai dengan PT-17, Yang Mulia. 
 

623. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Kemudian, dalam Form C-1 dan DAA-1 yang dijadikan bukti, 
tampak jelas bahwa secara jelas saksi-saksi Pemohon sendiri ikut 
menda … menandatangani formulir-fomulir tersebut dan tidak adanya 
keberatan yang disampaikan secara berjenjang. 
 

625. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Jadi, bukan ... suaranya, bukan sebagaimana disampaikan 
permohonan Pemohon yang hanya 5.646 itu, ya? 
 

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Ya, Yang Mulia. 
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627. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Kemudian, Petitum. Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya, 
sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk 
Keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung 
Barat V Provinsi Jambi. 
 

629. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Demikian, Yang Mulia. 
 

631. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, Anda hanya mempersoalkan di dapilnya, Dapil Tanjung 
Jabung Barat, ya? 
 

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Dan Senyerang. Ya, betul, Yang Mulia. 
 

633. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, kalau Senyerang kan, kecamatannya? 
 

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Kecamatan, Yang Mulia. 
 

635. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Mohon izin, Yang Mulia? 
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637. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Kami jika diperkenankan, Yang Mulia, sebagai Pemohon juga. 
 

639. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Untuk melengkapi bukti susulan yang fisiknya belum ada kemarin, 
Yang Mulia. 
 

641. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Ha? Lah di mana sekarang bukti fisiknya? 
 

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Di bawah, Yang Mulia. Saya ambil dulu, izin. 
 

643. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke, sudah dileges juga, ya? 
 

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Sudah, tinggal diambil, Yang Mulia. 
 

645. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. 
 

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

647. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih. Pihak Bawaslu, ada catatan untuk ini? 
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648. BAWASLU: ASNAWI  
 

  Baik, Yang Mulia. Terkait dengan Permohonan Perkara Nomor 50-
14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dapat kami sampaikan.  

Pertama. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan 
sampai dengan PPK itu tidak ada persoalan, jadi hitungannya sama 
dengan Bawaslu.  

Hanya memang ada persoalan di beberapa TP … di 1 TPS, di 
halaman 28 itu, terkait dengan perolehan suara Suheri dari Partai PKB 
itu ada persoalan nambah 1. Jadi, kami jelaskan di situ ada perubahan 
nama 1, tapi di sini rekapnya kami keliru, Pak Yang Mulia. Ini di 
halaman 29 itu seharusnya 10, sesuai dengan keterangan yang di atas.  

 
649. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
Ya, ya. 
 

650. BAWASLU: ASNAWI  
 
Di rekap di dalam dokumen itu (…) 
 

651. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, sesuai dengan narasinya, ya? 
 

652. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, sesuai dengan narasinya. Ini ada kekeliruan ketik. 
 

653. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang di tab … di tabelnya salah, ya? 
 

654. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Yang tabelnya salah, Yang Mulia. Itu 10 sesuai dengan 
keterangan. 
 

655. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Direnvoi, ya? 10, ya? 
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656. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, siap. Kemudian, selebihnya, Yang Mulia, terkait dengan 
keterangan kami di halaman 15 sampai dengan 29 sudah kami 
sampaikan secara detail, termasuk alat buktinya. 
 

657. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

658. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Itu untuk Tanjung Barat. Kemudian, terkait dengan pokok 
permohonan yang menyangkut Kabupaten Sarolangun. 
 

659. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

660. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Bahwa benar tanggal 26 April 2019 pada saat rekapitulasi itu, ada 
laporan masuk ke panwas kecamatan yang menyatakan bahwa ada 
pemilih lebih-kurang 5 orang yang sebetulnya tidak berhak untuk 
menggunakan hak pilih, masuk menggunakan hak pilih. 
 Nah, dilakukan penelitian oleh pengawas kita, kemudian 
direkomendasikan pada tanggal 27. Memang laporannya, tanggal 26 itu 
pukul 23.00 WIB, Yang Mulia. 
 

661. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

662. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Sehingga detik-detik akhir. Kita juga butuh waktu untuk 
melakukan verifikasi terkait dengan (…) 
 

663. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pelanggaran itu, ya? 
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664. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Kebenarannya. Benar memang ditemukan ada 5 orang yang tidak 
memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS itu, Desa Ranggo TPS 
3. Sehingga, dikeluarkan rekomendasi dan keputusannya Bawaslu … 
keputusan KPU tidak menindaklanjuti itu. Karena menurut keterangan 
dari pengawas kita bahwa waktunya tidak cukup.  

Begitu, Yang Mulia. 
 

665. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Itu 5 pemilih, ya, yang tidak berhak, ya? 
 

666. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, siap, Yang Mulia. Sudah dicek C-7 nya juga, Yang Mulia. 
Daftar hadir memang terbukti bahwa di dalam C-7 DPTb KPU itu hadir 5 
orang yang beralamat Bogor. 
 

667. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang tidak berhak, ya? 
 

668. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya. 
 

669. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu di TPS mana itu? 
 

670. BAWASLU: ASNAWI  
 

 TPS 3, Desa Ranggo, Yang Mulia. 
 

671. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 TPS 3, Desa Ranggo. Tapi, misalnya itu di-PSU yang hanya 5 itu 
bisa berubah enggak angka itu? 
 

672. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Sekarang, kalau (…) 
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673. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kan ada selisih sekitar 100 … 1.000 (…) 
 

674. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Kalau antarpartai, enggak, Yang Mulia. Mungkin internal.  
 

675. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kalau antarpartai enggak, ya? 
 

676. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Enggak. 
 

677. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Karena antara Demokrat dan PDIP, diperoleh 21.990 (…) 
 

678. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, karena memang (…) 
 

679. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

Dan 14.000, ya? Selisihnya jauh, ya? 
 

680. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Ya, Yang Mulia. Sementara TPS itu komposisinya paling banyak 
300, Yang Mulia. 
 

681. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, he eh. 
  

682. BAWASLU: ASNAWI  
 

 Terima kasih. 
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683. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Kita sudah selesai untuk Perkara Nomor 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sekarang Perkara Nomor 91-19-
07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

684. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

685. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sebentar, Pak Arqom. 

 
686. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ini berkaitan 1 Dapil Pangkal Pinang III untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Kota Pangkal Pinang. 

 
687. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
688. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. Eksepsi sebentar, Yang Mulia. 
 
689. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT  
 

 Ya. 
 
690. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kami sampaikan. 
 
691. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
Sebentar! Jangan tergesa-gesa, Pak. Masih pagi ini. 

 
692. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Secara ... secara (...) 
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693. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ini saya baru ambil berkasnya. 
 
694. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
695. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ini Para Hakim dan Pegawainya sudah pada flu semua ini. Karena 
berkas-berkasnya Pak Arqom ternyata mengandung virus ini. 

 
696. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Dari daerah, Yang Mulia. 
 
697. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ha? 
 
698. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Dari daerah kemarin. 
 
699. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Tapi kan yang bawa siapa? Yang bawakan Kuasanya, kan? 
 
700. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kami hanya mengawal, Yang Mulia. 
 
701. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, ngawal. Tapi kan bawa ini. 
 
702. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
703. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kalau enggak diminta, kan, enggak dibawa ke sini. Yang minta 
kan Kuasanya. 
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704. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, hanya turut serta kami, Yang Mulia. 
 
705. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, turut serta. Jadi, turut serta berdosa menyebabkan kita sakit 
itu. 

 
706. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. Mohon maaf, Yang Mulia. 
 
707. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak usah minta maaf. Maaf saya habis lho. Baik Perkara 
Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya, supaya kita joke 
sebentar, supaya enggak tegang. 
 Silakan, Pak Arqom! Eksepsi sekarang. 

 
708. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, terima (...)  
 
709. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu cuma C-1 dapil, ya? 
 
710. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, satu dapil, Yang Mulia. 
 
711. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 
712. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Berkaitan eksepsi karena apa yang disampaikan oleh Pemohon itu 
masih termasuk di dalam pelanggaran administratif. 

 
713. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
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714. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Maka, menurut hemat kami, menunjuk kepada Pasal 461 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah kewenangan dari Bawaslu. 

 
715. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bukan kewenangan, ya. Terus, yang mengenai permohonannya? 
 
716. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Baik. Berkaitan dengan pokok permohonan, mengkait kepada ... 
ini sebenarnya berkaitan dengan hanya dua suara, Yang Mulia. 

 
717. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
718. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Perolehan itu. Kemudian, berkaitan persandingan data, kami 
pertama menyampaikan persandingan data karena yang 
dipermasalahkan adalah berkaitan dengan kesalahan penulisan, maka 
kami menyiapkan persandingan data untuk Kecamatan Taman Sari di 
Dapil Pangkalpinang III, yang dipermasalahkan itu. 

 
719. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kecamatan Taman Sari. 
 
720. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
721. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Desanya Desa Opas Indah. 
 
722. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. Ini mohon maaf, tadi karena harus disebutkan, maka itu 
didasarkan pada T-15, C-1 Plano, T-14, C1-DPRD kabupaten/kota, T-
006 Model DA-KPU, DA1-DPRD, T-007, DAA1-DPRD, dan T-008, DAA-1 
Plano, Yang Mulia.  
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723. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
724. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Itu sudah kami sebutkan. Kemudian di sini di Kecamatan Taman 
Sari ada Desa Opas Indah, di mana di situ ada sebaran TPS. Ini karena 
versinya PBB untuk ... jadi, per TPS kami tidak menyebutkan ... 
menyebutkan ini per desa saja, Yang Mulia. Karena sudah (...) 

 
725. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, per desa. Ini Anda menyandingkan dari berapa desa ini? 
 
726. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ada Desa Opas Indah, Desa Gedung Nasional, Desa Batin Tikal, 
Desa Rawa Bangun, dan Kejaksan. 

 
727. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
728. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya, untuk Desa Opas Indah. Menurut Pemohon, PBB 
mendapatkan 57 suara, sedangkan Nasdem 138 suara. Versi Termohon 
PBB mendapatkan 57 suara dan Nasdem 138 suara.  

 
729. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu yang (...) 
 
730. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Sama, Yang Mulia. 
 
731. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Di persandingan yang di masing-masing desa itu? 
 
732. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. TPS-TPS itu (...) 
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733. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terus sekarang sudah Anda juga menyandingkan kita bicara yang 
sudah masuk ke arah … apa … PKK, coba sekarang. Itu tadi desa-desa 
sudah disandingkan. 

 
734. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
735. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sekarang di (...) 
 
736. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kecamatan (...) 
 
737. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Halaman 17, kecamatan. Ada 2 kecamatan kan di situ? 
 
738. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 
 
739. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang. 
 
740. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Gerunggang. Dengan Gerunggang, Yang Mulia.  
 
741. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nah, ini gimana? Bedanya apa ini?   
 
742. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. Berkaitan dengan ... di halaman 17, Yang Mulia. 
 
743. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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744. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon 
dan Pemohon untuk kab ... Kabupaten Pangkal Pinang. Untuk 
Kecamatan Taman Sari, menurut versi Pemohon PBB mendapatkan 
suara 686, untuk versi Termohon adalah 686, sama. 

 
745. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sama, ya. 
 
746. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Nasdem 1.000 ... untuk versi Pemohon 1.143. 
 
747. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
748. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Versi Termohon 1.406 jadi (...) ada selisih suara. 
 
749. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada selisih 3 ini. 
 
750. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ada selisih suara. Ya. Untuk Gerunggang ... Kecamatan 
Gerunggang, versi Pemohon untuk PBB 1.136. Untuk versi Termohon 
1.135. 

 
751. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Selisih satu suara. 
 
752. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian, untuk Nasdem versi Pemohon. 
 
753. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sama. 
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754. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 676, sama dengan versi Termohon. 
 
755. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
756. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian dijumlahkan di situ untuk Pemohon 1.000 ... 
mendapatkan suara 1.800 ... totalnya 1.822, versi dari Termohon PBB 
mendapatkan 1.821. 

 
757. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
758. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Terkait 1 ... terpaut 1 suara. Untuk Nasdem versi Pemohon 1.819, 
versi Termohon 1.822. 

 
759. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

760. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Selisih 2 suara. Selanjutnya, perbandingan perolehan suara partai 
politik menurut Termohon dan Pemohon pada Dapil Pangkalpinang III. 
Di sini yang kami sebut saja Nomor 5 Partai Nasdem, perolehan suara 
menurut Termohon adalah 1.822, menurut Pemohon 1.822. 

 
761. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terus? 
 

762. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Kemudian untuk Partai Bulan Bintang. 
 
763. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 PBB. 
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764. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

 Ya. 15 itu ada 1.821 versi Pemohon dan 1.822 versi Termohon. 
 
765. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Jadi, ini yang dipersoalkan angkanya itu tipis, ya?  
 

766. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 

Ya.  
 

767. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus? Untuk dalil (…)  
 

768. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik, selanjutnya. Berkaitan dengan ada dalil Pemohon, berkaitan 
adanya kesalah … kesalahan penghitungan suara pada Dapil Kota 
Pangkal Pinang, TPS 2 Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang atau 
sebagai berikut. 

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, 
sebagaimana yang kami tampilkan di dalam tabel tersebut. Di TPS 02, 
sama dengan yang di depan tadi, Yang Mulia, untuk Kecamatan 
Gerunggang, Desa Kacang Pedang, ini untuk Bulan Bintang 
mendapatkan suara kosong, kemudian tab … untuk perorangan, Taufik 
mendapatkan 2 versi Pemohon. Versi Termohon adalah 2. Kemudian, 
yang lainnya sama (…)  
 

769. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

770. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jadi, jumlahnya ada selisih perbedaan 1 suara menurut versi 
Pemohon dengan Termohon.  
 

771. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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772. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Hanya pada Dalil V sampai hala … dengan halaman 7 
permohonan Pemohon, berkaitan adanya kesalahan penghitungan 
perolehan suara di Dapil Pangkal Pinang III, Kecamatan Taman Sari 
dan Kecamatan Gerunggang, meliputi TPS 04 untuk partai … di situ, 
kemudian kami menyan … menyampaikan tabel, halaman 19.  

TPS 04 untuk Partai Nasdem 6 versi Pemohon, untuk Termohon 
adalah 4. Jadi, ada selisih 2 suara. Kemudian, untuk berkaitan 
perorangan, yang berbeda adalah Ridwan Nasrul, menurut Pemohon 
mendapatkan 4 suara, menurut Termohon 1 suara. Kemudian, untuk 
selanjutnya (…)  
 

773. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Halaman 20 itu, ya?  
 

774. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Halaman 20 itu yang berbeda adalah Indrawati. Menurut 
Pemohon 0, menurut Termohon 18.  
 

775. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

776. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kemudian, Jauhardi, Nomor 8, perorangan.  
 

777. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

778. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Versi Pemohon adalah 9, versi Termohon adalah kosong.    
 

779. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kosong?  
 

780. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Sehingga ada … terpaut 3 suara.  
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781. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, 3 suara. Saya minta … sebelumnya saya minta penegasan ini. 
Kembali ke tadi, perolehan suara parpol. Jadi, menurut data yang ada 
yang diajukan Termohon, itu Partai Nasdem memperoleh 1.822?  
 

782. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

783. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Data Anda sama dengan datanya Pemohon, ya? Untuk Partai 
Nasdem, ya?  
 

784. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Pemohon 1.821, Yang Mulia.  
 

785. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, enggak. Ini coba di sini, dilihat! Partai Nasdem, halaman 17 
coba (…)  
 

786. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Oh, ya. Maaf, maaf, ya.  
 

787. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya?  
 

788. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

789. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Partai Nasdem menurut Termohon 1.822, menurut Pemohon 
1.822. Ya, kan?  
 

790. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
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791. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Berarti kan sama. Untuk Partai Nasdem itu enggak ada anu (…)  
 

792. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, harusnya kosong, Yang Mulia itu.  
 

793. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, kan?  
 

794. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

795. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya kan? Ini kan berarti mestinya kosong?  
 

796. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya.  
 

797. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Selisihnya. Terus untuk Partai Bulan Bintang, menurut Pemohon 
1.822, tapi menurut perhitungannya Termohon=1.821, gitu?  
 

798. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, betul.  
 

799. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Berarti sebetulnya dari urutan-urutan ini, Partai Nasdem lebih 1 
suara dibanding Partai Bulan Bintang? Gitu, kan?  
 

800. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

801. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ya (…)  
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802. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Mohon izin? Tadi kami renvoi, Yang Mulia.  
 

803. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, bagaimana? Yang direnvoi, yang 3 itu sebetulnya kosong? 
Jadi, yang dipersoalkan ini sebetulnya hanya 1 suara. Tadi kan Saudara 
mengatakan 2 suara dari data ini. Mana yang betul itu?  

Kalau menghitung duit, angel sih rodo lumayan ya, Mas, ya? Ini 
menghitung angka … angkanya orang lain, angel ini.  
 

804. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Mohon izin sebentar? Akan ditengok sedi … sebentar datanya 
oleh (…)  
 

805. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

806. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Prinsipal, Yang Mulia.  
 

807. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Coba cek kembali atau nanti kita anu … apa … konfirmasi dengan 
Nasdem itu. Pihak Terkaitnya kan Nasdem, nanti kita konfirmasi ke 
sana juga.   
 

808. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik. Bisa dilanjutkan ke Petitum, nanti konfirmasinya setelah 
sedikit ini datanya dibuka, Yang Mulia.  
 

809. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

810. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kalau diizinkan.  
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811. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Sekarang kalau begitu dari Nasdem?  
 

812. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Petitumnya dulu?  
 

813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, malah petitumnya ini berpengaruh kok.  
 

814. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Oh, ya. Yang Mulia, ya? Terima kasih.  
 

815. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini kan berpengaruh di petitum nanti.  
 

816. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
 

817. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, nanti dulu berarti, ya? Belum selesai.  
 Sekarang kita konfirmasi, minta ke Nasdem sebagai Pihak Terkait. 
Gimana, kalau menurut persoalan ini? Kalau yang lain-lain, saya kira 
sama itu, persoalan ini saja. Gimana menurut Nas … Nasdem, pihak … 
sebagai Pihak Terkait?  
 

818. HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
  Terima kasih, Yang Mulia.  
 

819. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Sebelumnya kami ingin me … membacakan eksepsi dulu, Yang 
Mulia?  
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821. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, ya. Enggak, maksud saya sekarang … kita, kalau enggak 
eksepsi nanti gampang.  Ini yang angka ini dulu, saya minta konfirmasi. 
  
 

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Angka yang mana, Yang Mulia?  
 

823. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Perolehan Nasdem (…)  
 

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 1.822 benar, Yang Mulia.  
 

825. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? Yang betul itu dalam (…)  
 

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Perolehan suara kita Partai Nasdem itu 1.822.  
 

827. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em.  
 

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk Terkait … untuk Pemohon (…)  
 

829. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em. 
 

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Itu 1.821.  
 

831. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 1.821?  
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832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 He eh.  
 

833. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. Berarti betul itu kalau anu.  

Nah, sekarang coba kita cek seluruhnya supaya benar, ya! Saya 
cocokkan … Anda punya data seluruh partai perolehan suara di daerah 
itu? 
 

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Punya, Yang Mulia. 
 

835. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, sekarang, yang pertama Nomor 1 kan PKB? 
 

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 PKB 2.003, Yang Mulia. 
 

837. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Gerindra? 
 

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 3.659. 
 

839. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. PDIP? 
 

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 PDIP 3.303. 
 

841. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Golkar? 
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842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Partai Golkar 3.377. 
 

843. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Sekarang yang nomor (...) 
 

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Partai Nasdem 1.822. 
 

845. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, sekarang enggak usah seluruhnya, ini ternyata angkanya 
cocok semua. Perindo? 
 

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Perindo (...) 
 

847. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nomor 9. Nomor 9 itu. Partai Persatuan Indonesia. 
 

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 930.  
 

849. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 PSI (Partai Solidaritas Indonesia)? 
 

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 126. 
 

851. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, ini angkanya sudah cocok semua ini. Terus, terakhir coba 
kita confirm supaya meyakinkan kita semua. PKPI dapat berapa? 
 

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 543.  
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853. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ini angka dari Pihak Termohon sudah anu ... Pihak Nasdem, 
Pihak Terkait. 
 

854. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Termohon, Yang Mulia. 
 

855. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Termohon sekarang, betul? 
 

856. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, jadi kami ulangi, Yang Mulia. 
 

857. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Berkaitan tadi, Partai Nasdem perolehannya menurut Termohon 
adalah 108 ... eh, 1.822. 
 

859. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Menurut Pemohon itu 1.819, jadi memang terpaut 3. 
 

861. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, ini (...) 
 

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jadi, tadi input di Pemohonnya itu yang kami keliru. 
 

863. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang salah. 1.000? 
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864. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 1.819. 
 

865. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 1.819. Ya, terus sekarang yang angka anu, Partai Urut Nomor 19 
... 15 Partai Bulan Bintang? 
 

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kalau Partai Bulan Bintang, tetap, Yang Mulia. Jadi (...) 
 

867. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Tetap, ya? 
 

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jadi, versi pemo ... ya, 1 suara. 
 

869. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 1 du ... 821 terus ini di sini 1.822. 
 

870. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 1.822. Terpaut 1 suara, Yang Mulia. 
 

871. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Jadi kalau begitu kan, ini betul selisihnya 3 betul, ya tho? 
 

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

873. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Sekarang Pihak Terkait. Sudah, ya, Mas, ya, tadi, ya? 
Petitumnya tinggal (...) 
 

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Petitumnya, mohon izin Petitum, Yang Mulia. 
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875. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dianggap dibacakan kalau begitu. Sudah.  
 

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

877. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, terima kasih. Pihak Terkait Nasdem, silakan dilanjutkan! 
 

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

879. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada beda enggak? 
 

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Eksepsi kita anggap tidak jelas, Yang Mulia. 
 

881. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, permohonannya kabur? 
 

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ya. 
 

883. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus? 
 

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Poinnya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur 
dikarenakan pada Petitum yang disampaikan tidak ada objek perkara 
yang disengketakan, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal 
permintaan untuk membatalkan perkara yang ingin dibatalkan. 
 
 
 



98 

885. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, ya. 
 

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk pokok perkara mengenai persandingan perolehan suara, itu 
Partai Nasdem 1.822. 
 

887. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Pemohon 1.819. 
 

889. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Selisih 3 suara. 
 

891. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Partai Bulan Bintang, 1.821 untuk Terkait. 
 

893. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Pemohon 1.822. Selisih 1 suara. 
 

895. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, betul. Itu, ya? 
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896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ya. Untuk (...) 
 

897. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi itu masuk ke Petitumnya. Sekarang (...) 
 

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk ini saja dulu, Yang Mulia.  
 

899. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apa? Masih ada lagi? 
 

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Apa namanya ... dalil permohonan. 
 

901. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Penjelasan bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan 
oleh Pemohon di Kecamatan Gerunggang yang terjadi di TPS 2 
Kelurahan Kacang Pedang sebanyak 1 suara adalah tidak benar dan 
mengada-ada. 
 

903. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Bahwa dalam hasil rapat tersebut di ... tersebut yang 
dilaksanakan pada tanggal 28 April itu telah dilakukan koreksi di TPS 02 
Kelurahan Kacang Pedang mengenai C-1 (...) 
 

905. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Yang berhologram. Yang mana dalam pengoreksian tersebut 
didapati kekeliruan penghitungan perolehan suara partai politik dan 
suara calon. Sehingga terjadi penambahan dan pengurangan perolehan 
suara pada beberapa partai politik. 
 

907. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Bahwa di dalam pengoreksian tersebut, disetujui oleh para saksi 
yang hadir dan paswa ... panwascam, untuk selanjutnya perubahan 
data ini diparaf pada C-1 berhologram, Salinan C-1, dan C-1 Plano. 
Selanjutnya, dituangkan dalam Model DAA1-DPRD Kota. 
 

909. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Model DA1-DPRD Kota serta ditandatangani saksi yang hadir, 
termasuk saksi Pemohon. Bukti P-2 sampai dengan P-9. 
 

911. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Bahwa terjadi penambahan perolehan suara, Pihak Terkait di 
Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara (...) 
 

913. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 3 suara. 
 

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Itu kita bantah juga. Bahwa sesuai dengan Formulir C-1 pada TPS 
04 Kelurahan Gedung Nasional. Perolehan Pihak Terkait adalah sebagai 
berikut. Suara partai perolehan 4 suara, Ridwan Nasrul perolehan 1 
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suara, Indrawati perolehan 18 suara. Jumlah keseluruhan TPS 4 
Gedung Nasional berjumlah 23 suara. 
 

915. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 23.  
 

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Dan ini di dalam bentuk tabel, Yang Mulia, yang tadi dibacakan. 
 

917. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, oke. 
 

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Dan petitum (...) 
 

919. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Petitum (...) 
 

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Pihak Terkait. 

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya (...) 
 

921. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Suara yang benar. 
 

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 
dan seterusnya.  

Nomor 3. Menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum 
Anggota DPR, perolehan suara terkait Partai Nasdem untuk pengisian 
Anggota DPRD dengan tabel sebagai berikut, Yang Mulia. 
 

923. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk dianggap sudah dibacakan. 
 

925. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Untuk Nasdem saja yang dibaca! 
 

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk Nasdem ... Partai Nasdem 1.822. 
 

927. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 22. Untuk PBB? 
 

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Untuk Partai Bulan Bintang 1.821. 
 

929. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Cukup, ya? 
 

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Untuk apabila ada Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. 
  

931. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, otomatis kita tidak usah dibegitukan, sudah adil, kok. Dari 
Bawaslu ada tambahan? 
  

932. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Baik, assalamualaikum wr. wb. 
  

933. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
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934. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Terima kasih, Yang Mulia, untuk PBB sama dengan Termohon, itu 
tidak ada … apa namanya (…) 
  

935. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Perbedaan perolehan suara? 
  

936. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Keberatan dari PBB dan ditandatangani oleh semua saksi pada 
saat rapat pleno. 
  

937. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Tidak ada persoalan (…) 
  

938. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Cuma dari hasil pengawasan Bawaslu, di sini untuk Kecamatan 
Gerunggang, pada saat pleno tingkat kecamatan, itu terdapat 
ketidaksesuaian antara data yang tercantum pada tampilan operator 
PPK dengan C-1 Hologram. 
  

939. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 He em. 
  

940. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Panwaslu kecamatan dan C-1 Hologram saksi, pada tampilan 
operator tertulis 221. 
  

941. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

942. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Dan suara sah 7 … 221 suara sah, dan 7 suara tidak sah. 
  

943. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
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944. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Sedangkan, di dalam C-1 Hologram yang dimiliki oleh Panwaslu 
kecamatan dan saksi, suara sah, itu, ada 213 dan suara tidak sah itu 
ada 7. 
  

945. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

946. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Sehingga, terdapat selisih suara sah dan tidak sah sejumlah 8. 
  

947. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

948. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Kemudian, dilakukan perhitungan ulang untuk jumlah suara sah 
menjadi 220, dengan rincian 2 … dengan rincian suara sah 212 dan 
tidak sah itu 8, ada di halaman 49, di keterangan tertulis Bawaslu.  
 Berdasarkan hasil perhitungan suara ulang juga, untuk TPS 2, 
Kelurahan Kacang Pedang, ditemukan sua … 1 surat suara yang 
tercoblos 2 kali.  
  

949. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

950. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
  
 Pada Caleg Nomor 1, Partai Bulan Bintang, dan 1 tercoblos pada 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. 
  

951. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Terus, akhirnya digimana, itu? 
  

952. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Sehingga surat suara tersebut dinyatakan menjadi tidak sah. 
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953. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, tidak sah. 
  

954. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, itu tabelnya kita ada di halaman 50, Yang Mulia. 
 

955. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, ya.  
  

956. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, saya rasa itu untuk catatan dari Bawaslu ada dua catatan. Jadi 
untuk … apa namanya … keberatan itu tidak ada, dan semuanya 
ditandatangani oleh saksi, terima kasih, Yang Mulia. 
 

957. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, Yang Mulia. Silakan, sekarang kita melanjutkan dengan 
Perkara 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 … Nomor 148-02-
07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, permohonan Partai Gerindra, Pihak Terkaitnya masih 
Nasdem. Oke. 
  

958. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Baik, Yang Mulia, kami Kuasa dari Termohon. 
  

959. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

960. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Pemohonnya adalah Gerindra, Daerah Pemilihannya DPRD Dapil 
Kepulauan Bangka Belitung, Yang Mulia.  
  

961. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
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962. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, dalam pokok permohonan, kami menyandingkan 
perolehan suara Termohon dengan Pemohon, kemudian setelah kami 
mengidentifikasi permohonan atau Posita dari Pemohon, ada 3 hal, 
Yang Mulia. 
 Pertama, adanya perbedaan perolehan suara antara data C-1 
Pemohon dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, di 7 
kabupaten/kota. 
 Kemudian, adanya pelanggaran dalam tahan … dalam proses 
dengan perbedaan data pemilih.  

Ketiga, adanya pelanggaran yang dilaporkan oleh Rony 
Christiawan, ke Bawaslu RI, atas dasar itu kami, mengajukan eksepsi, 
Yang Mulia. 
  

963. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

964. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Berkaitan dengan kewenangan. Pada angka 12 dan 13 halaman 7, 
permohonan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam tahap dan proses 
pemilihan, kemudian persoalan tersebut merupakan kewenangan 
Bawaslu, untuk menyelesaikan. 
 Mengenai hal ini, kami sudah uraikan dalam jawaban kami, 
halaman 2 sampai 5, bagian eksepsi kewenangan Mahkamah. 
  

965. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

966. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, berkaitan dengan pokok permohonan, Yang Mulia. 
Sekali lagi, kami melakukan persandingan dalam bentuk tabel, 
perolehan hasil yang diperoleh oleh Termohon dengan versi Pemohon.  

Dan kemudian, penjelasan tentang hal tersebut berdasarkan Form 
Model DC1-KPU Provinsi Bangka Belitung, jumlah perolehan suara 
Pemohon sebesar atau sebanyak 75.153 suara, telah kami uraikan 
dalam jawaban kami, angka 1 halaman 6, dan didukung dengan Surat 
Bukti T-02 sampai T-03, dan selanjutnya (…) 
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967. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, ya. 
  

968. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, hasil rekap di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan 
sudah kami jelaskan secara rinci dalam tabel (…) 
 

969. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Itu, ada 7 kabupaten berarti, ya? 
  

970. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Betul, betul, Yang Mulia.  
 

971. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, oke.  
 

972. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 

Dan telah dijelaskan dalam halaman … tabel kami halaman … 
tabel 2 dan 3, halaman 6, tabel 9, Yang Mulia.  
  

973. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

974. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, Termohon mengajukan bukti juga surat Model C-1, C-1 
Hologram, di seluruh TPS Bangka Belitung, sejumlah 3.803 untuk 
menyandingkan dengan bukti yang diajukan Pemohon, kami 
mengajukan Bukti Surat T-095, sampai dengan T-141, Kep. Babel … 
Babel dan seterusnya. 
  

975. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Nah, itu … itu yang disandingkan anu, ya? Rekap kecamatan, ya? 
  

976. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Betul, Yang Mulia. 
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977. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. 
  

978. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Dan kami … apa namanya … di narasinya mengenai hal tersebut. 
  

979. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

980. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kami muat dalam jawaban kami, angka 10, halaman 9. 
   

981. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

982. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
telah melaksanakan pemilu dengan partisipasi pemilih yang cukup 
tinggi, yaitu 82,75% 
  

983. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

984. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Hal itu kami ajukan dalam bentuk Bukti Surat T-095 sampai 
dengan T-41. 
 

985. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

986. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Dan narasi atau jawaban atau penjelasan tentang hal tersebut, 
kami uraikan dalam jawaban kami angka 10 sampai 12, halaman 9. 
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987. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Halaman 9, ya. 
  

988. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian, pada rapat pleno tingkat provinsi terdapat 
rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan perbaikan data pemilih dan data 
pengguna hak pilih, pada Form DB-1, sudah dilaksanakan oleh 
Termohon dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada KPU 
kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data 
pemilih dan data pengguna hak pilih pada Form DB-1 di tingkat 
kabupaten/kota, serta menyusun kronologis pembetulan data pemilih 
tersebut sesuai dengan Surat KPU Nomor 788/PL.02 dan seterusnya, 
tertanggal 5 Mei 2019 tentang Penulisan Data Pemilih Pada Formulir 
Rekapitulasi.  

Kami ajukan mengenai … kami ajukan dalam Bukti Surat T-93 dan 
seterusnya. Dan mengenai hal ini, telah kami uraikan dalam jawaban 
kami angka 11 halaman 12. 
 Selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak terdapat 
keluhan maupun sanggahan dari Pihak Pemohon, vide  ja ... telah kami 
uraikan dalam jawaban kami angka 12, halaman 12 sampai 13, dan 
mengajukan Surat Bukti T-08, T-027, T-054, T-061, T-080, dan 
seterusnya. 

 
989. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

990. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 

 Atau berdasarkan hal tersebut, kami me ... memohon kiranya 
Mahkamah menjatuhkan putusan dalam Petitum, dianggap dibacakan, 
Yang Mulia? 
 

991. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

992. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 

 Kemudian juga, perolehan suara juga dianggap dibacakan.  
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993. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Perolehan suara untuk Gerindra? 
 

994. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 

 Dan terakhir bilamana berpendapat lain, kami mohon putusan 
didasarkan keadilan ... berdasarkan keadilan, ex aequo et bono. Terima 
kasih, Yang Mulia. 
 

995. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, perolehan suaranya bukan sebagai Pemohon, tapi menurut 
Termohon 75.153 ya itu, ya? 
 

996. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 

997. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Sekarang Partai Nasdem Pihak Terkait, gimana? Apa yang 
disampaikan oleh Termohon sudah benar? 
 

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Pada dasarnya kami setuju, Yang Mulia.  
 

999. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tapi alas ... alasnya benar, dasarnya benar, di atasnya enggak 
benar gitu, ya? 
 

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Hanya ada sedikit tambahan, Yang Mulia. 
 

1001. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan! Tambahannya. 
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1002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  

Kami membacakan yang penting-penting saja, terutama mulai 
daripada eksepsi. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, khususnya 
kami di sini menguraikan pada poin 5 halaman 4, terkait dengan 
permohonan Pemohon mendalilkan kesalahan hasil perhitungan suara 
yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang 
benar menurut Pemohon.  

Namun, pada Petitum, Pemohon meminta untuk dilakukan 
pemungutan suara ulang atau setidak-tidaknya perhitungan suara ulang 
dan juga minta penetapan. Jadi, di sini kami menganggap bahwa 
gugatan menjadi tidak jelas atau obscuur libel karena dal ... dalam 
Petitumnya itu saling bertentangan antara perhitungan suara ulang 
ataupun pemungutan suara ulang dan/atau penetapan suara yang 
benar menurut Pemohon. 
 

1003. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Dalam pokok permohonan, kami menguraikan bahwa apa yang 
didalilkan oleh Pemohon tidak dap ... Pemohon tidak dapat 
menguraikan di mana saja t ... kehilangan suara di TPS-TPS yang 
dimaksud. Nah, itu ada dalam pada halaman 5 kami.  

Kedua, juga mengenai bahwa adanya dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh Caleg DPR RI dari Partai Nasdem, menurut kami hanya 
sekadar laporan dan sampai saat ini juga belum terbukti.  

Pada Petitum (...) 
 

1005. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Angka 1, 2 itu enggak usah itu! 
 

1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Ya. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan 
menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan 
DPR RI Dapil Bangka Belitung. Di mana Nasdem dengan perolehan 
83.447. Sedangkan Gerindra, 75.153. 
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1007. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC BRANADA SIHOMBING 
(NASDEM) 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1009. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Untuk Bawaslu ada catatan? Silakan. 
 

1010. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ada, Yang Mulia, terima kasih. Untuk Partai Gerindra, selama 
proses rekapitulasi itu tidak ada keberatan dari Partai Gerindra. 
 

1011. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1012. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Dan rekomendasi Bawaslu juga sudah langsung ditindaklanjuti 
oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
 

1013. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu di mana ada rekomendasi dari Bawaslu? 
 

1014. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Untuk pada saat pleno tingkat provinsi, Yang Mulia. 
 

1015. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tingkat provinsi? 
 

1016. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya, Yang Mulia. 
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1017. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Apa rekomendasinya diminta di apa, itu? 
 

1018. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Minta diperbaiki untuk DPT, Yang Mulia. Minta diperbaiki untuk 
DPT-nya.  
 

1019. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Plenonya? Pleno tingkat provinsi? 
 

1020. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya. Pleno tingkat provinsi. 
 

1021. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terus, sudah bisa diselesaikan? 
 

1022. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Langsung ditindaklanjuti oleh KPU. 
 

1023. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Tidak ada (...)  
 

1024. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Catatannya, kami ingin memberikan keterangan terkait laporan 
dugaan pelanggaran pemilu. 
 

1025. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 He eh. 
 

1026. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Yang ada di dalil permohonan Pemohon. 
 

1027. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
  Ya. 
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1028. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima 
surat dari badan ... Bawaslu RI Indonesia, yaitu dengan Nomor 0996/K 
dan seterusnya, perihal Pelimpahan Dugaan Laporan Pelanggaran 
Bawaslu RI menyampaikan bahwa Bawaslu RI telah menerima dan 
melakukan kajian awal laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 
Laporan 18/LP dan seterusnya, atas nama Pelapor Rony Kristiawan dan 
Terlapor atas nama Zuristyo Firmadata, S.E., M.M., Calon Legislatif DPR 
RI Partai Nasdem dengan hasil, sebagai berikut. 
a. Melimpahkan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu 

Kabupaten Bangka melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung.  

b. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan registrasi laporan.  
c. Melakukan pemberitahuan kepada pelapor perihal pelimpahan 

laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka paling lambat 3 hari 
kerja, sejak laporan disampaikan.  

d. Melakukan pembahasan pertama dalam Gakkumdu Kabupaten 
Bangka, paling lama 1x24 jam sejak laporan diregistrasi. 

 Terhadap surat tersebut diatas bahwa seluruh Kabupaten Bangka 
telah melakukan registrasi laporan dengan Nomor 02/LP dan 
seterusnya, pada tanggal 23 Mei 2019. Dan pada hari itu juga Sentra 
Gakkumdu Kabupaten Bangka telah melakukan pembahasan pertama 
yang pada kesimpulannya memberikan rekomendasi yang agar Laporan 
dengan Nomor 02/LP dan seterusnya, dilanjutkan ke proses 
penanganan pengawas pemilu dan penyelidikan. 
 Pada saat proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana 
pemilu selama 14 hari kerja, Sentra Gakkumdu telah menyampaikan 
undangan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Rony Kristiawan dan 
Terlapor atas nama Zuristyo Firmadata, S.E., M.M, Saksi atas nama 
Endang Supriatin, Engkus Kusnadi, Muhammad Hafrizal, dan Rohim. 
Namun pelapor tidak hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi 
setelah diundang secara patut dan layak sebanyak 4 kali. 

Kemudian, Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka tetap 
melanjutkan proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana 
Pemilu Tahun 2019. 
 

1029. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sebentar, Bu. Ini enggak ada di laporan yang ini? 
 

1030. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Di sini, Pak Ketua … eh, Majelis. 
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1031. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ha? 
 

1032. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Yang kami maksud tadi, bukti tambahan yang akan kami 
sampaikan nanti. 
 

1033. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, di bukti tambahan? 
 

1034. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya. 
 

1035. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

1036. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Terkait dengan pelimpahan tadi. 
 

1037. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1038. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Bisa saya lanjutkan, Majelis? 
 

1039. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan! Jadi, itu sebetulnya persoalannya persoalan bukan 
anu, tapi pelanggaran pemilu, ya? 
 

1040. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya. 
 

1041. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
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1042. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke RI. 
 

1043. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1044. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Kemudian, dilimpahkan ke kabupaten melalui Bawaslu provinsi. 
 

1045. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, bukan persoalan-persoalan anu, perolehan suara, ya? 
 

1046. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Bukan. 
 

1047. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Berhubungan dengan penghitungan gitu, bukan? 
 

1048. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya, bukan. Ini tindak pidana money politics … eh, tindak … eh, 
dugaan. 
 

1049. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Intinya bagaimana? Intinya, Bu?  
 

1050. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Kesimpulan (…) 
 

1051. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu masih ada banyak sekali keismpulannya? Tinggal (…) 
 

1052. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Enggak. Jadi, 4 kali pemanggilan tidak hadir. 
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1053. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

He eh. 
 

1054. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

Jadi kasusnya kita tutup, Majelis. 
 

1055. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh. Karena waktunya terus lewat itu? 
 

1056. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya. Karena Pemohon tidak menunjukkan iktikad yang baik. 
 

1057. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, jadi Pemoh (…) 
 

1058. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Tidak hadir pada saat 4 kali. 
 

1059. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pemohonnya setelah melaporkan, baru dipanggil, malah 
Pemohonnya kemudian enggak anu? 
 

1060. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya, pemanggilan 4 kali tidak hadir.  
 

1061. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

1062. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

Jadi, itu yang dipertanyakan kemarin di permohonan. Jadi, kami 
jawab di sini, Pak Majelis. 
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1063. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh. Jadi, Pemohon yang melaporkan sendiri itu malah akhirnya 
setelah dipanggil malah enggak hadir? 
 

1064. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Enggak hadir sama sekali. 
 

1065. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, oke. 
 

1066. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya, saya rasa (…) 
 

1067. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, sudah ditutup, ya? 
 

1068. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Ya, saya rasa itu, Majelis. 
 

1069. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. 
 

1070. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Terima kasih. 
 

1071. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih. Jadi, itu sudah diserahkan ke kita, ya? Bukti 
tambahan anu, keterangan tambahannya? 
  

1072. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 

 Selesai sidang ini langsung, Yang Mulia. 
 

1073. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ya, supaya kita juga tahu.  
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1074. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Baik, kita lanjutkan karena Prof. Arief ada keperluan yang tidak 
bisa diwakilkan oleh siapa pun, ya. 
 Kita lanjutkan sekarang yang ke Perkara Nomor 65-14-
07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Perkara Nomor 65-14-
07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 … Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ini dari Demokrat?  

Silakan, dari Termohon. Berapa dapil yang dipersoalkan di sini? 
 

1075. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa KPU RI dalam Perkara 
Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat. 
Dapil yang dipersoalkan ada 2, Yang Mulia. Yang pertama, Dapil 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
 

1076. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 

1077. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Kemudian yang kedua, Dapil III … Dapil IV Bangka Selatan, Yang 
Mulia. 
 

1078. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, Bangka Selatan. Ya, oke. 
 

1079. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Baik. 
 

1080. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ada eksepsi? 
 

1081. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Eksepsi, ada. Kami mohon untuk bacakan inti sarinya saja. 
 

1082. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, inti sarinya semua, ya! 
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1083. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Baik. Pada prinsipnya, Yang Mulia, menurut kami, permohonan 
Pemohon ini tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan 
dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam Posita mengenai 
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon 
dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 
 

1084. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 

1085. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Serta dalam Petitumnya, tidak meminta untuk membatalkan 
perolehan suara oleh Termohon. Sehingga, oleh karena tidak ada 
uraian demikian, menurut kami ini obscuur libel, Yang Mulia. 
 

1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Masuk ke pokok perkara. 
 

1088. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Silakan, pokok! 
 

1089. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Bahwa untuk Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada 
prinsipnya, Yang Mulia, kami menolak dengan tegas dalil permohonan 
Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon tentang adanya 
selisih terkait pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan terkait selisih 
pencatatan pengguna hak pilih DPK. 

Karena kenapa? Karena selisih pencatatan pada data pemilih dan 
data pengguna hak pilih pada tingkat kabupaten/kota, yang dinyatakan 
tidak dilakukan pembetulan di daerah Kabupaten Bangka Barat, di 
daerah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kota Pangkal 
Pinang, Kabupaten Bangka untuk pemilu Anggota DPR RI, Daerah 
Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar. Karena yang 
benar telah dilakukan pencocokan, Yang Mulia, atas (…) 
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1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ini berapa … berapa kabupaten/kota ini? Ini kan untuk DPR RI, 
ya? 
 

1091. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul. 
 

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, berapa kabupaten/kota ini? 
 

1093. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 5, Yang Mulia. 
 

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 5 kabupaten/kota, ya. Sama semua kasusnya itu? 
 

1095. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Sama semua. 
 

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, silakan! 
 

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Dari masing-masing kabupaten/kota juga jawabannya sama, 
sehingga kami rangkum bahwa hasil … dalil Pemo … dalil Pemohon 
tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sudah dilakukan pembetulan 
terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada 
setiap kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada rapat pleno 
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 
Mei 2019.  

Itu ada Bukti T-007, T-025, T-041, T-055, T-074, dan T-090, ya, 
Yang Mulia. 
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1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ini penjelasan sampai dengan halaman 10, ya? 
 
1099. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 8. 
 
1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Yang (...) 
 
1101. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya, mungkin untuk yang ... yang halaman (...) 
 
1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Hanya sampai dengan halaman 8 saja, ya? 
 
1103. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
1104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Yang terkait dengan persoalan itu, ya? 
 
1105. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul. 
 
1106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1107. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Halaman 8 ada sedikit perubahan. 
 
1108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Apa? 
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1109. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Dalil-dalil Pemohon. 
 
1110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Apa renvoinya halaman 8? 
 
1111. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Mohon maaf, bukan renvoi, Yang Mulia. 
 
1112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Apa maksudnya? 
 
1113. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tapi, maksudnya tanggapan kami. 
 
1114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Oh, tanggapan? 
 
1115. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
1116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1117. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Jadi, tidak benar dalil Pemohon pada halaman 49 sampai dengan 
51. Yang mana di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan 
adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon tentang Perhitungan 
Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara 
di Kabupaten/Kota Bangka. 

 
1118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
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1119. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Yang meliputi TPS 1 sampai dengan TPS 19. 
 
1120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 19, ya? 
 
1121. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. Terhadap dalil tersebut adalah tidak benar karena sesuai 
dengan hasil penghitungan perolehan suara pada Kelurahan Kuto Panji 
yang dihadiri oleh para saksi parpol dan pengawas TPS, tidak ada 
sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun rekomendasi dari 
pengawas TPS terkait hal tersebut. 

 
1122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ini hanya satu kelurahan ini saja, ya? Ini semua TPS ini berapa 
TPS di Kelurahan Kuto Aji, Pak ... Kuto Panji itu? 

 
1123. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Yang dipersala ... dipermasalahkan di sini 19, Yang Mulia. 
 
1124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 19 itu? 
 
1125. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul. 
 
1126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Untuk di Kelurahan Kuto Panji, ya? 
 
1127. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 

1128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Baik.  
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1129. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Bahkan pada tingkat Kecamatan Sungailiat. 
 
1130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1131. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo 
Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip, 
Kecamatan Puding Besar, bahkan pada tingkat kabupaten/kota, tidak 
ada keberatan, Yang Mulia, dari pihak saksi maupun dari Bawaslu, 
berkaitan dengan tuduhan dari Pemohon ini.  

Sehingga dengan demikian, Yang Mulia, dalam Petitumnya. Kami 
mohon terhadap eksepsi ini, eksepsi mohon untuk menerima eksepsi 
Termohon.  

Kemudian, dalam pokok perkara. Mohon untuk menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya, 
tanggal 21 Mei 2019. 

 
1132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, itu satu dapil, ya? Masih ada lagi yang lain untuk dapil itu? 
 
1133. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Sudah cukup, Yang Mulia. 
 
1134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Cukup. 
 
1135. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Dapil berikutnya. 
 
1136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Dapil berikutnya? 
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1137. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Bangka Selatan Dapil IV.  
Bahwa prinsipnya, kami Termohon, menolak dengan tegas dalil 

permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang 
dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi perolehan suara.  

Dalam halaman 52 sampai dengan halaman 55, dalam 
permohonan Pemohon, menjelaskan adanya kesalahan penghitungan 
suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Bangka 
Selatan, yang meliputi Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Payung, 
dan Kecamatan Pulau Besar, semua itu tidak benar. 

 
1138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 3 kecamatan saja, ya? 
 
1139. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 3 kecamatan, Yang Mulia. 
 
1140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. Oke, lanjut. 
 
1141. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Yang benar menurut ... menurut Termohon bahwa hasil perolehan 
dari Caleg Nomor 2 atas nama Pemohon, yaitu Sopli, S.I.P., dari Partai 
Demokrat adalah sebesar 746 suara. Sedangkan untuk Caleg Nomor 1 
atas nama Hendri dari Partai Demokrat sebesar 754 suara. 

 
1142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ketika ada dugaan ini, ada laporan ke Bawaslu, enggak? 
 
1143. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tidak ada, Yang Mulia. 
 
1144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Tidak ada sama sekali? 
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1145. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tidak ada. 
 
1146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Tidak ada keberatan juga di sini? 
 
1147. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tidak ada, Yang Mulia. 
 
1148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, silakan dilanjut! 
 
1149. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Untuk itu, kami langsung ke Petitum. 
 
1150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1151. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Dalam Petitum. Mohon dalam eksepsi. Mohon menerima eksepsi 
Termohon untuk seluruhnya ... seluruhnya. 

Untuk pokok perkara. Mohon untuk menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan dari KPU 
Nomor 987 dan seterusnya, tanggal 21 Mei 2019. Dan menetapkan 
perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Bangka Selatan, yaitu untuk Caleg 
atas nama Hendri. 

 
1152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 754, ya? 
 

1153. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 754. Dan Sopli 746. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 
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1154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya, baik. Kemudian, ada Pihak Terkait di sini dari Nasdem, ya?
  

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Ya. 
 
1156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Nasdem apakah sama dengan (...) 
 
1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. 
 
1158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Yang disampaikan oleh KPU (...) 
 
1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Kepada prinsipnya kami setuju dengan yang disampaikan KPU. 
Tapi kami ada beberapa untuk penegasan.  

Di eksepsi permohonan Pemohon itu tidak jelas, yang mana 
bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan yang terjadi selama pemilihan 
di wilayah Bangka Belitung yang mempermasalahkan selisih pada data 
pengguna hak pilih. 

 
1160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Formulir Model DB-1 di beberapa wilayah Bangka Belitung, bukan 
mempermasalahkan penetapan dan penghitungan suara, sehingga dalil 
yang disampaikan Pemohon tidak jelas dan kabur. 

 
1162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ada perbedaan yang ingin disampaikan di sini? 
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1163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Untuk pokok permohonan, itu dalam hal persandingan rekapitulasi 
hasil perolehan suara berdasarkan DC-1. Terkait, itu mendapatkan 
suara 83.447, Pemohon 58.426 selisih 25.000 ... 021. 

 
1164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 
1165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 

 Untuk permasalahan yang dipermasalahkan dalil Pemohon dalam 
hal C-1 … permasalahan di TPS, itu sam … kami sampaikan, dianggap 
sudah dibacakan, Yang Mulia.   
 

1166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Yang tadi 11 TPS tadi, ya?  
 

1167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ya. Per TPS.  
 

1168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya. Sama itu, ya?  
 

1169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ya.  
 

1170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tidak ada lagi yang lain?  
 

1171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Langsung ke Petitum, Yang Mulia?  
 

1172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, silakan! 
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1173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait.  

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Pemilihan … Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 987 dan seterusnya. Menetapkan hasil penghitungan 
suara pemilihan umum perolehan suara Pemohon untuk pengisian 
Keanggotaan DPR Dapil Bangka Belitung dengan Pihak Terkait 83.447, 
Pihak Pemohon 58.426.  
 

1174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 58.426? Ya.  
 

1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, baik. Terakhir ini Bawaslu. Bawaslu, apa ada catatan-catatan 
terkait dengan yang di 2 dapil itu?  
 

1177. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Suara kita sama nih, Bu, serak-serak ini, Bu.  
 

1179. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, kayaknya (…)  
 

1180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Harus makan rusip kalau gini, Bu, ya?  
 

1181. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 
 



131 

1182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Atau pempek gitu, ya? Atau tekwan kali?  
 

1183. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, oke.  
 

1184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, silakan! 
 

1185. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Untuk Demokrat, proses rekapitulasi itu (…)  
 

1186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Soalnya saya hafal makanan Bangka itu. Silakan, Bu!  
 

1187. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Baik. Saya ulangi! Untuk Partai Demokrat, proses rekapitulasi itu 
semua dapil, itu tidak ada mengajukan keberatan, dan tidak ada 
pelaporan sama sekali ke Bawaslu.  
 

1188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Semuanya, ya?  
 

1189. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, semuanya.  
 

1190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Baik untuk yang … apa namanya … terkait pemilihan DPR maupun 
DPRD, ya?  
 

1191. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, tidak ada.  
 Kemudian, kami mempunyai catatan dari hasil pengawasan kami. 
Yang pertama, itu ada di halaman 8 untuk … bukan di halaman 8, 
untuk TPS 2 Kelurahan Pasir Padi, ada di halaman 15, Yang Mulia.  
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Di situ, Partai Gerindra menanyakan terkait selisih jumlah 
pengguna hak pilih antara DPRD Provinsi, itu ada 10.993 dan DPRD 
Kota itu 10.992.  
 

1192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1193. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Kemudian, dijelaskan oleh Anggota KPU Kota Pangkal Pinang 
bahwa jumlah pengguna hak pilih PPWP hingga DPRD Kabupaten/Kota, 
bisa sama atau bisa tidak sama. 

Kemudian, yang kedua itu (…)  
 

1194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Atas penjelasan itu bagaimana? Kemudian tanggapannya?  
 

1195. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Diterima. Jadi (…)  
 

1196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Diterima saja?  
 

1197. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Jadi, diterima oleh Gerindra, ya. Dan semua permasalahan telah 
diselesaikan dan disetujui, jadi tidak ada pelaporan terkait dengan 
pokok permohonan.  
 

1198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1199. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Kemudian, yang kedua. Catatan kami adalah di TPS 6, Kelurahan 
Semabung Baru, itu ada di halaman 15.  
 

1200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
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1201. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Di sini (…)  
 

1202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Halaman 15 juga, ya?  
 

1203. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Halaman 15 dan 16, Yang Mulia. 
 

1204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1205. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Terjadi perubahan jumlah hak pilih (DPK) dalam C1-KWK yang 
tertulis berjumlah nol dan kemudian dikoreksi menjadi jumlah 1 pemilih 
laki-laki dan 2 pemilih perempuan (…)  
 

1206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Kapan koreksinya itu, Bu?  
 

1207. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Koreksinya terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan 
suara.  
 

1208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Di tingkat?  
 

1209. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Di tingkat kecamatan.  
 

1210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ada koreksi di tingkat anu … PPK, ya?  
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1211. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya. Di tingkat kecamatan.  
 

1212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1213. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Kemu (…)  
 

1214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Yang hadir semua datang itu, Bu?  
 

1215. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Semua, ya.  
 

1216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Saksi ada? 
 

1217. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya. Dan ditanda tangan … di semua saksi menyetujui itu. Sudah 
diinikan. 
 

1218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Semua saksi hadir? 
 

1219. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya. 
 

1220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tanda tangan semua? 
 

1221. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ditandatangani semua, Yang Mulia.  
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1222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tidak ada yang keberatan? 
 

1223. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Tidak ada yang keberatan.  
 

1224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1225. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Kemudian, catatan ketiga, itu di TPS 16, Kelurahan Keramat, itu di 
halaman 18, 19, dan 20, Yang Mulia. Di situ terdapat selisih 6 total 
pengguna hak pilih dalam DPK Model C1-PPWP dan Model C1-DPD yang 
disebabkan oleh terdapat 6 pemilih laki-laki dalam pengguna hak pilih, 
dalam DPK. Itu ada di halaman 19.  
 

1226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1227. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Keterangan tertulis.  
 

1228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1229. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Kemudian, yang terakhir catatan kami, ada perbedaan data 
pengguna DPT di Belitung Timur, ada di halaman 26, Yang Mulia.  
 

1230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.  
 

1231. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 DPT sebanyak 1 orang pada Model DB-1 (…)  
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1232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Di Belitung Timur, ya?  
 

1233. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, Belitung Timur. Sebanyak sa … pengguna hak pilih tetap DPT 
sebanyak 1 orang pada Model DB1-PPWP terhadap DB1-DPR, DB1-DPD, 
DB1-DPRD Provinsi, Baris I.B.1, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 
pada data Kecamatan Manggar, tertulis 21.767 untuk pemilih PPWP. 
Sedangkan, tertulisnya 21.766.   
 

1234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya.   
 

1235. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Nah, jadi terdapat kekeliruan di situ. Kemudian, juga sudah 
diselesaikan.  
 

1236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sudah diperbaiki? 
 

1237. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, sudah diperbaiki.  
 

1238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sudah diperbaiki, ya?  
 

1239. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 He eh. Dan semuanya (…)  
 

1240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sudah tanda tangan semua?  
 

1241. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Siap, sudah semua.  Jadi, tidak ada keberatan.  
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1242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Jadi, tidak ada masalah lagi di situ, ya?  
 

1243. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya. Saya rasa itu, Yang Mulia.  
 

1244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Itu saja?  
 

1245. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Catatan dari kami. Terima kasih.  
 

1246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Berarti tidak ada tambahan bukti untuk yang ini, ya?  
 

1247. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Enggak ada. Sudah lengkap semua, Yang Mulia.  
 

1248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya. Alhamdullilah ini sudah selesai kita, ke Bangka Belitung sudah 
selesai. Kita sekarang akan piknik ke mana lagi ini, Pak? Pindah, ini 
Bangka Belitung sudah selesai, kita ke Riau? Kita sekarang ke Riau.  
 Baik, kita ke Riau sekarang. Orangnya ganti, ya? Oh, ya silakan 
kalau ada yang mau … ada pergantian orang.  
 

1249. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Saya tetap, Yang Mulia.  
 

1250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Oh, tetap?  
 

1251. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Sama.  
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1252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Wah, Anda borongan sekali, ya? Sudah … saya lihat dari kemarin 
borongannya ini. Ya kita tunggu dulu, biar selesai dulu! Pergantian 
pemainnya ini. Dari KPU juga ganti orangnya? Oh, pergantian pemain 
ini ternyata semua.  
 Baik, ya. Sudah siap semua? Kembali lagi. Saya kembalikan saja 
ke Prof. Arief. 
 

1253. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, saya kembali. Terima kasih, Prof. Enny.  

Jadi tadi pekerjaan yang enggak bisa diwakilkan soalnya. Di sini 
juga enggak disediakan pipa untuk langsung ke belakang sana, jadinya 
terpaksa ke belakang.  
 Perkara Nomor 93 ... 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
diajukan oleh Nasdem ada 2 Pihak Terkait, Pihak Golkar, dan PKB. Ada, 
ya? 
 

1254. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 70, Yang Mulia. 
 

1255. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? 
 

1256. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 70. 
 

1257. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dulu. Nomor 193-05-
04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, ini di daftar urutannya. Daftar 
urutannya 193. 
 Baik, silakan! 
 

1258. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  

Kami dari Tim Hukum KPU RI, dalam hal ini sebagai Kuasa dari 
Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan 
menyampaikan jawaban sebagai berikut. Untuk (...) 
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1259. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini dapilnya berapa ini? 
 

1260. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Untuk dapil di Riau ini ada 2, Yang Mulia. 
 

1261. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 2, ya. 
 

1262. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Satu, Dapil III dan V Bengkalis. Dan satunya lagi, Dapil III Siak, 
Yang Mulia.  
 

1263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-05-
04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT (NASDEM)  

 
 Izin, Yang Mulia, dari Pemohon. Untuk Siak III kita sudah cabut 
permohonannya, Yang Mulia.  
 

1264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Dicabut, tanggal 2 Juli 2019, tapi kalau mau memberikan 
tanggapan, silakan! 
 

1265. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ya, memang rencananya kami memang tidak menanggapi hanya 
dapil yang awalnya III, gitu. 
 

1266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Jadi, awalnya ada berapa dapil? Yang me ... anu.  
 

1267. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Dapil III dan V Bengkalis, dan Dapil III Siak. 
 

1268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 III, V Bengkalis, dan III Siak, ya? 
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1269. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Betul.  
 

1270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang yang masih hidup? 
 

1271. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 III dan V Bengkalis, Yang Mulia.  
 

1272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 III dan V Bengkalis. Yang Siak III sudah dianu. 
 

1273. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, oke. 
 

1275. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik. Kami mulai dari eksepsi, yang mulia. 
 

1276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, silakan! 
 

1277. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Kami mohon izin untuk membacakan inti sarinya. Bahwa 
permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Karena Pemohon 
telah menyampaikan selisih perbedaan perolehan suara, yakni telah 
terjadinya pengurangan terhadap hasil yang seharusnya. 

Namun, Pemohon tidak menguraikan terhadap caleg urut ... 
nomor urut berapa yang ... yang hilang suaranya di TPS yang 
dimaksud. Pemohon hanya menjelaskan jumlah angka yang berkurang, 
tanpa didukung dengan data valid yang sesuai dengan Form C-1 yang 
sudah diberikan oleh KPPS. 
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1278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1279. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Kemudian, adanya ketidakjelasan petitum permohonan untuk 
Dapil III, serta Dapil V DPRD Kabupaten Bengkalis, dan tidak adanya 
petitum permohonan untuk Dapil III ... oh, mohon maaf, Siak dicoret.  
 Pada halaman 22, Yang Mulia. 
 

1280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 22, permohonan? 
 

1281. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Permohonan. 
 

1282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1283. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Tidak mencantumkan petitum, Yang Mulia.  
 

1284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1285. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik untuk Dapil III maupun Dapil V.  
 

1286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1287. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Untuk itu, menurut kami, permohonan ini sudah sangat jelas dan 
layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 
 Kemudian, masuk ke pokok permohonan. 
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1288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, menurut anu, eksepsinya di dalam permohonannya (...) 
 

1289. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Tidak ada petitum. 
 

1290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada petitumnya? 
 

1291. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Betul, Yang Mulia. Halaman 22-nya itu tidak ada. 
 

1292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ya. Untuk Dapil III dan Dapil V itu yang dibaca di mana itu? 
 

1293. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Oh, jawaban kami? 
 

1294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1295. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Oh, jawaban kami di halaman (...) 
 

1296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 5? 
 

1297. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 5, Yang Mulia. 
 

1298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, ya. 
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1299. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Saya tanya Pemohon dulu, eh, Termohon.  
 

1300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tapi (...) 
 

1301. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sebentar, Pak, ya. 
 

1302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dia membacanya enggak (...) 
 

1303. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya. Jadi Termohon membacanya di permohonan tanggal berapa 
itu, ya? Kalau 31 Mei, halaman 22 ada itu petitumnya? 22 ... halaman 
22 ada itu, Mas? 
 

1304. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ya, perbaikan tanggal 30 Mei, tapi kok di kami kok tidak ada, ya.  
 

1305. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
  Ya. Terus? Sekarang dalam pokok permohonan? 
 

1306. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
  Baik, Yang Mulia. 
  Dalam pokok permohonan ini. Bahwa Pemohon telah mendalilkan 
adanya kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil 
perhitungan suara di Kabupaten/Kota Bengkalis, untuk Pemilu Anggota 
DPRD Kota Bengkalis, daerah Dapil III dan V, meliputi TPS 17, TPS 21, 
TPS 15, TPS 23, TPS 8, TPS 5, TPS 20, TPS 32, TPS 4, dan TPS 23.  
 Perolehan suara, Yang Mulia, menurut kami yang benar untuk 
Partai Nasdem menurut Termohon yang benar adalah sebesar 8.834 
suara. 
 

1307. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. Termohon juga sama? 
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1308. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Untuk … ya, ini menurut Termohon, Yang Mulia. 
  

1309. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1310. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Menurut Pemohon juga sama. 
  

1311. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oh, sama. 
  

1312. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Kemudian untuk Golkar sebesar (…) 
  

1313. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Nah, ini yang beda Golkar itu. 
  

1314. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Yang beda Golkar, selisih 100 … sebesar 8.944 suara menurut 
Termohon, sementara menurut Pemohon 8.795, selisih 149, Yang 
Mulia. 
  

1315. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, 149. 
  

1316. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1317. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 He eh. Lha, kenapa selisih itu terjadi? Karena penjelasan 
berikutnya, kan gitu kan? 
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1318. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Nah, betul, Yang Mulia. 
  

1319. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, saya baca cepat sekali, kok, saya. 
  

1320. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Ya, penjelasannya mohon (…) 
  

1321. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Dianggap dibacakan? 
  

1322. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Dianggap dibacakan, demikian langsung (…) 
  

1323. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, itu halaman 6 dan seterusnya? 
  

1324. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul, Yang Mulia. 
  

1325. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ada pengurangan kenapa kok, selisih 149? Ada pengurangan. 
  

1326. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Ada pengurangan. 
  

1327. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Di TPS 17=70 suara. 
  

1328. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Betul. 
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1329. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 54 suara, 17 suara, gitu kan? Ini penjelasannya.  
  

1330. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Betul, Yang Mulia. 
  

1331. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. 
  

1332. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Ya, langsung ke Petitum, Yang Mulia? 
  

1333. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1334. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Mohon dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk 
seluruhnya.  

Dalam pokok perkara, mohon menolak pemohonan Pemohon 
untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 987. Mohon ada renvoi. 
  

1335. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1336. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
  
 Yang kalimat tahun itu harusnya V/ (lima romawi, garing) begitu. 
  

1337. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1338. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Dan seterusnya, tahun … tanggal 21 Mei 2019. 
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1339. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

1340. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Demikian, Yang Mulia. 
  

1341. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. 
   

1342. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Terima kasih. 
 

1343. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Sudah cukup? 
   

1344. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Sudah, cukup, Yang Mulia. 
 

1345. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih.  

Untuk yang Siak dicabut, tapi di sini sebetulnya juga direaksi atau 
direspons, enggak apa-apa, ya? Enggak ada masalah.  

Sekarang Pihak Terkait Partai Golkar terlebih dahulu, sama 
dengan apa yang disampaikan oleh Termohon? 
  

1346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Terima kasih, Yang Mulia, pada dasarnya memang sama. 
  

1347. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Perbedaannya atau penambahannya di mana? Silakan. 
  

1348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Penambahan dan perbedaannya itu, kami sudah sandingkan di 
halaman 7, yaitu (…) 
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1349. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Halaman 7. 
  

1350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 TPS 17. 
  

1351. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 TPS 17, tadi yang ada selisih suara 70 itu, kan? 
  

1352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Betul, Yang Mulia. 
  

1353. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya.  
  

1354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Sesuai dengan data yang ada. 
  

1355. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Di Formulir C-1 dengan DA-1 itu … itu sama. 
  

1357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Sama kan? 
  

1358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 90.  
  

1359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, bukan 20 sebagaimana Pemohon, ya? 
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1360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Bukan, 20 sebagaimana yang dimaksud dengan Pemohon, tadi. 
  

1361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, oke. Terus? 
  

1362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Kemudian, di TPS 21. 
  

1363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 TPS 21=94? 
  

1364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Itu 94. 
  

1365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Bukan 40, sebagaimana Pemohon?  
  

1366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Bukan 40. Ya, betul, Yang Mulia. 
  

1367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 Kemudian, di TPS (…) 
  

1369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 15. 
  

1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
  
 15 itu 17. 
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1371. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, betul. 
  

1372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Dan yang terakhir, Yang Mulia, di TPS 23 itu, ada jumlahnya 8 
sesuai dengan Formulir C-1 dan DA-1, Yang Mulia. 
  

1373. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. 
  

1374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Sehingga, perolehan suara yang benar, itu untuk Pihak Terkait 
8.944 suara. 
  

1375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

1376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Sedangkan, Pemohon 8.834 suara. 
  

1377. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

1378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Itu menurut suara yang benar, Yang Mulia. 
  

1379. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Berarti terus langsung Petitumnya. 
  

1380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Petitum. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 
menyatakan surat keputusan Termohon adalah sah, sepanjang Daerah 
Pemilihan III, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 
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1381. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

1382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
  

1383. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Sekarang untuk Pihak Terkait Bengkalis V, 
Kecamatan Bathin Solapan, Kelurahan Simpang itu, yang berkait 
dengan PKB, sekarang. Silakan. 
  

1384. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
  
 Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, dari Pihak 
Termohon belum membacakan untuk Dapil V Bathin Solapan, Yang 
Mulia. 
  

1385. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke, tadi sudah dibaca apa belum tadi? Ha? Bengkalis belum 
dibaca, ya? Bengkalis III, sudah. Bengkalis V? 
  

1386. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
  
 Bengkalis V, belum, Yang Mulia. 
  

1387. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke, sekarang begini ini. Bengkalis V, saya anukan. Menurut Pihak 
Termohon, Bengkalis V disandingkan itu, ya, Nasdem memperoleh 
2.998, PKB 3.033, itu perinciannya mulai di TPS 5, di TPS 20, TPS  32, 
ada selisih 10, 10, kemudian selisih 1. Itu di Bengkalis 5.  

Kemudian, di TPS 4 Kelurahan Boncah Mahang, itu ada selisih 9, 
ya. Ya, kemudian, di TPS 23, ada selisih juga 8, ya.  

Kemudian dengan penjelasan-penjelasan, sebagaimana apa yang 
disebutkan.  

Kemudian, perolehan suara yang benar untuk PKB adalah bukan 
sebagaimana ditentukan oleh Pemohon 2.996, tapi 3.033. Sedangkan, 
Nasdem tetap 2.998 itu punya Nasdem. Anda mengiyakan ini atau ada 
lain? 
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1388. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Pada prinsipnya kami (...) 
 

1389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sama, ya? 
 

1390. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Sama dengan Pihak Terkait, Yang Mulia. 
 

1391. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

1392. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Ada penjelasan sedikit, Yang Mulia. 
 

1393. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Silakan! 
 

1394. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Negara dan undang-undang menjamin hak yang sama terhadap 
semua partai peserta pemilu untuk menempatkan saksinya pada TPS-
TPS. 
 

1395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 He em. 
 

1396. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Dalam hal ini, Pihak Pemohon Nasdem tidak menempatkan saksi 
di TPS-TPS yang didalilkan. 
 

1397. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
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1398. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Menurut eksepsi kami, ini permohonan menjadi tidak jelas. 
 

1399. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 He em. 
 

1400. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Data mana yang digunakan oleh Pemohon, sebagai dasar untuk 
menyanggah ketetapan dari Pihak Termohon.  
 

1401. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1402. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Sesuai dengan aturan, ketika terjadinya keberatan. Seharusnya di 
tingkat TPS, saksi Pemohon mengisi Form C2-KWK. 
 

1403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada keberatan sejak di tingkat TPS? 
 

1404. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Tidak ada Ketua ... eh, tidak ada, Yang Mulia. 
 

1405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak, mestinya menurut undang-undang harus ada keberatan 
di tingkat TPS. Gitukan maksud Anda, kan? 
 

1406. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Benar, Yang Mulia. 
 

1407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Terus? 
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1408. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Karena Pemohon tidak memiliki saksi di TPS yang didalilkan. 
Sehingga, tidak ada pengisian Form C2-KWK di tingkat TPS. 
 

1409. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

1410. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, Pemohon 
mendalilkan atau menyandingkan data C-1 Pemohon dengan data DAA-
1. 
 

1411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1412. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Seharusnya, data C ... C-1 Pemohon disandingkan dahulu dengan 
data C-1 Plano. 
 

1413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1414. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Ya. Karena berjenjang dari di rekap PPK kecamatan, data C-1 
Plano adalah sebagai dasar untuk dituangkan ke dalam DAA-1 Plano. 
 

1415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1416. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Dan kemudian dituangkan kembali ke ... dalam DAA-1 PPK. 
 

1417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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1418. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Pada prosesnya, rekapitulasi suara di tingkat PPK, semua berjalan 
sebagaimana mestinya. Tidak ada sanggahan dari saksi Pemohon.  
 

1419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1420. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

Ini dibuktikan, dengan Bukti kami PT-3, barang bukti kami PT-3, 
itu adalah foto DAA-1. Di sana, dapat dibuktikan ada tanda tangan dari 
saksi Pemohon, Yang Mulia. 
 

1421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Saksi di tingkat TPS tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, dia 
tanda tangan di DAA-1? 
 

1422. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Di DAA-1 saksinya atas nama Pak Pardosi Abening Opernosi, itu 
Pihak Pemohon mengirimkan saksi, Yang Mulia. 
 

1423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Ada saksi, ya? 
 

1424. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Ada saksi. Jadi, semua (...) 
 

1425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu yang di TPS berapa, itu? 
 

1426. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Kalau yang di tingkat kecamatan (...)  
 

1427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kecamatan ... Kecamatan Bathin Solapan, itu? 
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1428. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Kecamatan Bathin Solapan, Yang Mulia. 
 

1429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

1430. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Di proses rekapitulasi suara dan pleno di tingkat Kecamatan 
Bathin Solapan. Ketika terjadi perbedaan C-1 saksi partai, dan C-1 PPS 
yang dibacakan oleh petugas PPS, maka PPK memutuskan membuka 
kotak suara untuk mengambil C-1 Plano atas kesepakatan dari seluruh 
saksi partai. 
 

1431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1432. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Dan setelah C-1 Plano dibuka, didapatkan bahwa suara untuk 
Pihak Terkait sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU, Yang 
Mulia. 
 

1433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1434. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Jadi, untuk itu, kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon 
tidak jelas. Karena kita tidak mengetahui data mana yang menjadi 
dasar untuk melakukan permohonan dalam persandingan 
permohonannya. 
 

1435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1436. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Masuk kepada (...) 
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1437. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pokok permohonan. 
 

1438. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Pokok permohonan, kami ambil beberapa contoh, Yang Mulia.  
 

1439. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Kalau tadi Termohon sudah menguraikan perbedaan 
suaranya. 
 

1440. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 He em. 
 

1441. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada 37, 37 itu terdiri dari di TPS 5 dan seterusnya. 
 

1442. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 TPS 5 dan seterusnya. Oh, ini salah satu yang kita ambil contoh, 
Yang Mulia. Di TPS 20. 
 

1443. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Coba. 
 

1444. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara, 
perolehan suara  bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 20, Desa 
Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 9 suara. 
 

1445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 
1446. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model 
C1-DPRD kabupaten/kota dan rekap PPS Desa versi Pemohon dengan 
Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon.  
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Adapun atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai fakta 
dan data adalah keliru dan tidaklah benar. Bahwa proses yang terjadi 
sebenarnya adalah hasil perhitungan suara pleno kecamatan ... 
Kecamatan Bathin Solapan TPS 20 Desa Simpang Padang sebagai 
berikut. PKB 10 suara (…) 
 

1447. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu … itu bukan desa kayaknya, Simpang Padang itu kelurahan 
itu. 
 

1448. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Di sana desa, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. 
 

1449. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu menurut anu, ada Prinsipal? 
 

1450. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Saya Prinsipal, Yang Mulia. 
 

1451. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu desa atau kelurahan? Yang Kecamatan Bathin Solapan, Desa 
Simpang Padang atau Kelurahan Simpang Padang? 
 

1452. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 

 Kelurahan Simpang Padang. 
 

1453. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kelurahan, ya. Karena itu di kota, ya. Nah, itu dikoreksi. Anda 3 
kali menyebut desa. Karena Termohon itu menyebutnya kelurahan, ya. 
 

1454. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Baik, Yang Mulia. 
 

1455. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. 
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1456. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Jadi, saya teruskan, Yang Mulia? 
 

1457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Silakan! 
 

1458. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Pada hasil rekapitulasi suara:  

 PKB, 10 suara.  
 Gerindra, 4 suara. 
 PDI, 10 suara. 
 Golkar, 43 suara. 

 Nasdem, 10 suara. 
 Garuda, 2 suara. 
 Partai Berkarya, 1 suara. 
 Partai PKS, 98 suara. 
 Partai Perindo, 0. 

 Partai PPP, 4 suara. 
 Partai PSI, 7 suara. 
 Partai PAN, 8 suara. 
 Partai Hanura, 7 suara. 
 Partai Demokrat, 9 suara. 
 Partai PBB, 1 suara. 

 Partai PKPI, 0 suara. 
Total suara sah 204 suara, suara tidak sah 11 suara, dan total 

suara sah dan tidak … suara tidak sah adalah 215 suara. 
 

1459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1460. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Perhitungan suara disaksikan oleh panwascam dan PPK. Dari 
hitungan perolehan suara partai dan caleg, maka jumlah suara sah dan 
tidak sah sesuai dengan C-1 para saksi dan C-1 hologram PPS. Tidak 
ada sanggahan atau keberatan dari saksi, termasuk saksi dari partai 
Pemohon, dalam hal ini Partai Nasdem pada saat pleno. 
 

1461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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1462. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 DAA-1 Plano diterima dan ditandatangani oleh partai … para saksi 
partai, termasuk saksi Nasdem. 
 

1463. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1464. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Tidak ada saksi Partai Nasdem di TPS 20 Desa Simpang Padang. 
Dalam hal ini, dokumen kami lampirkan asli C-1 saksi PKB, PT-7. 
 

1465. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1466. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Print Foto DAA-1 Plano, PT-2. 
 

1467. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1468. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Asli DAA-1, PT-3. Print Foto DAA-1 Plano, PT-4. Asli DA-1, PT-5. 
Kopi Berita Acara rekapitulasi PPK, PT-6, Yang Mulia. 
 

1469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1470. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Dalam pelaksanaan rekapitulasi PPK, Nasdem menempatkan atau 
Pemohon menempatkan saksi dari hari pertama rekapitulasi PPK sampai 
dengan hari ke-9. Di hari terakhir rekapitulasi PPK, Pemohon mengganti 
saksi untuk pleno PPK Kecamatan Bathin Solapan.  

Saksi baru yang dimasukkan oleh Pemohon meminta kepada PPK 
membuka kembali kotak suara yang didalilkan dalam permohonan. 
Dalam hal ini, saksi dari PKB dan … menyanggah permintaan dari saksi 
Pemohon karena kami mendalilkan, saksi baru dari Pihak Pemohon 
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tidak mengikuti dan menjalani histori tahapan demi tahapan yang telah 
dilalui dari awal pleno sampai dengan akhir pleno, sehingga permintaan 
dari saksi Pihak Pemohon ditolak oleh pihak PPK dengan menganjurkan 
mengisi Form keberatan di DA-2. 

 
1471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, itu uraian-uraian mengenai kenapa terjadi selisih suara, ya? 
 

1472. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Ya, benar. 
 

1473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kita sudah sampai tadi pada …  secara global. Ada? Silakan, Prof. 
 

1474. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Sebelum anu, ya. Jadi, gini (…) 
 

1475. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 

 Ya, Yang Mulia. 
 

1476. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Jadi, ini saya terpaksa harus ke Pemohon sebentar, ya. 
 

1477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Termohon. 
 

1478. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Eh, ke Termohon sebentar. Aduh, sampai salah ini. Ke Termohon 
sebentar. Karena memang tadi Termohon belum sempat menguraikan 
yang Bengkalis V, ya. Justru kalau dilihat dari uraian Pemoho … 
Termohon ini, ini kan banyak yang Siak III yang sudah dicabut itu tadi, 
ya. 
 Lah, yang terkait dengan Bengkalis V ini saya kira memang 
penting sekali untuk bisa dijelaskan karena saya lihat halaman terkait 
dengan Bengkalis V ini sangat sedikit sekali. Tidak bisa kita 
mendapatkan satu gambaran yang utuh seperti tadi dijelaskan oleh 
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Pihak Terkait gitu, ya. Di situ kan ada persoalan-persoalan yang terjadi 
menyangkut di Bathin Solapan itu, mengenai selisih-selisih tadi. 
 Ini tanggapan dari Pihak Termohon, seperti apa? Untuk bisa 
menguraikan betul, tidak sebetulnya selisih itu ada atau tidaknya? 
Kemudian, apa yang menjadi dasar untuk mengatakan tidak benarnya 
di situ? Karena kalau Siak III kan, itu kan sudah tidak perlu kita 
perhatikanlah karena sudah dicabut oleh Pemohon sendiri. 
 Bagaimana itu Termohon? 
 

1479. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tidak benar, Yang Mulia. Karena kami sudah mencocokkan 
dengan Form C-1 Hologram, kemudian membuka C-1 Plano. Itu 
menurut keterangan kronologis yang kami terima dari klien … dari 
Prinsipal begitu.  
 

1480. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Uraian Termohon yang terkait dengan Bengkalis V itu ada di mana 
saja ini? 
 

1481. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Itu kami (…) 
 

1482. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Halaman 9 (…) 
 

1483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Coba di … di apa … tunjukkin kepada saya. 
 

1484. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Tadi kami rangkum di halaman 11 sampai halaman 13, Yang 
Mulia. 
 

1485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kalau di tempat saya, 9 sampai 13. 
 

1486. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Oh, ya, 9. 
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1487. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ya. 
 

1488. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 9 sampai 13. 
  

1489. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Hanya itu saja? 
 

1490. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1491. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya, Yang Mulia. 
 

1492. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Anda sudah membandingkan, kan?  
 

1493. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

1494. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Menyandingkan antara par … perolehan Partai Nasdem dan 
perolehan Partai PKB? 
 

1495. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Betul. Tiap-tiap TPS memang sudah kami uraikan (…)  
 

1496. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu disandingkan. 
 

1497. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

 Hanya tadi memang tidak kami bacakan, Yang Mulia. 
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1498. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nah, kemudian uraian-uraiannya Anda menganukan, 
menyandingkan, terus kemudian ... ini yang dipersoalkan itu kan 
perselisihan suara. Nah, sekarang sudah ketemu disandingkan. Lah, 
tapi peristiwa kronologisnya sebetulnya diuraikan oleh Pihak Terkait.  

Kenapa begitu, begitu, begitu? Itu saja, sebetulnya. Tapi, prinsip 
yang Anda kemukakan di Termohon itu sudah juga disetujui. Lah, yang 
anu ... kalau itu nanti bisa dibaca keterangannya. Kenapa terjadi 
demikian? Ya? Tidak usah dibacakan keseluruhan, tapi kemudian 
intinya bahwa pada waktu terjadi rekapitulasi saksinya ada yang hadir, 
ada yang tidak hadir.  

Tapi kemudian, ada yang menandatangani. Lah, Anda 
menyandingkan juga ternyata sandingannya perolehan suaranya, ya, 
seperti yang Termohon itu kan, gitu tho? 
 

1499. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

1500. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Lah, ya, sudah. 
 

1501. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Boleh dilanjut, Yang Mulia?  
 

1502. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, sekarang Petitumnya saja. Silakan, Saudara! 
 

1503. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Mohon izin? 
 

1504. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apa tambahannya? 
 

1505. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Pada tanggal 4 Juli 2019, telah dilakukan pembukaan kotak suara 
untuk Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif 2019 
sesuai dengan undangan dari KPU Kabupaten Bengkalis dan pada 
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pembukaan tersebut, didapatkan keputusan KPU sesuai dengan C-1 
Plano yang dibuka pada tanggal 4 Juli 2019 tersebut, Yang Mulia. 
 

1506. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus, itu kalau sudah dibuka begitu perolehan suaranya yang 
mana sekarang? 
 

1507. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Sesuai dengan keputusan KPU, Yang Mulia.  
 

1508. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Lah ya, jadi peristiwanya itu sudah nanti kita baca sendiri, ya. 
 

1509. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

1510. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi intinya, itu kan seluruh proses sudah berjalan benar. 
 

1511. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

1512. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Akhirnya, menghasilkan perolehan suara yang begini gitu, kan? 
 

1513. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

1514. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ya, sekarang di ... kalau itu di mau dibacakan seluruhnya, 
perkara ini bisa selesai setahun ini.  
 

1515. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Baik, Yang Mulia. 
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1516. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, kalau selesai setahun, berarti pelantikan presiden, DPR, 
semuanya terlambat. Indonesia chaos, makanya ini ada speedy trial 
peradilan cepat yang dipentingkan adalah bukti-buktinya, gitu loh. Ya, 
ini filosofinya begitu. 
 

1517. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Baik, Yang Mulia. Kalau Petitum, Yang Mulia? 
 

1518. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu saya sampaikan kalau saya kuliah di S3 di mana-mana kayak 
begitu. Jadi, mereka supaya tahu. 
 Ya, silakan Petitumnya! 
 

1519. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan, 
sebagaimana di atas. Dengan ini Pihak Terkait memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.  

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, 
menyatakan permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau 
setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan 
Pemohon tidak jelas.  

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya, menyatakan benar Keputusan ... kepu ... KPU Nomor 987, 
dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan 
Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten 
Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Dapil V Kecamatan Bathin 
Solapan sebagai berikut. 
 Partai Kebangkitan Bangsa, 3.033. Partai Nasional Demokrat, 
2.998.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1520. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu intinya, kan? Jadi, yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa kalau 
Pemohon itu memperoleh 2.998, tapi PKB kemudian diturunkan karena 
ada selisih suara, jadi 2.996.  

Sehingga, menurut Pemohon, yang unggul itu Nasdem bukan 
PKB, gitu. Itu intinya begitu. Lah, ini ternyata yang benar menurut pe 
... Termohon dan juga menurut Anda, enggak. Yang benar itu 3.033. 
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1521. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

1522. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Bawaslu ada tanggapan? 
 

1523. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1524. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih. 
  

1525. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Nasdem 
Kabupaten Bengkalis III. Keterangan dari Bawaslu … Panwaslu 
Kecamatan Pinggir untuk TPS 17 dan TPS 21 Desa Pinggir.  

Poin 1 sampai dengan poin 4 keterangannya, Panwaslu 
Kecamatan Pinggir telah melaksanakan pengawasan pada tahapan 
pleno terbuka. Berdasar ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada 
temuan, maupun tidak ada saksi yang mengajukan keberatan ... saksi 
yang mengajukan keberatan dan pada TPS 15, 23 ... 15 TPS 23 Desa 
Tititan Antui, Panwaslu Kecamatan Pinggir telah merekomendasikan 
secara lisan untuk penyelesaian selisih suara.  

Jadi, telah dibenarkan pada saat pemilih kecamatan.  
Bahwa berdasarkan Form Model C-1, Form Model DA1-DPR 

Kabupaten Desa Pinggir dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada 
Partai Golongan Karya untuk perolehan suara sah partai politik dan 
calon pada TPS 17 berjumlah 90 suara. 

 Dan pada TPS 21 berjumlah 94 suara bukti terlampir. 
 
1526. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

1527. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Pada halaman lap ... 186 sampai 188.  
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1528. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1529. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Pada TPS 17 Desa Pinggir. Berdasarkan Formulir Model DAA1-DPR 
kabupaten/kota Caleg Nomor Urut 1 itu Azmi memang berjumlah 29 
suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 02 atas nama Smara 
berjumlah 53 suara Bukti PK-6 … 6.3 halaman 187, Yang Mulia.  

Bahwa berdasarkan Formulir C1-DPR Kabupaten/Kota, TPS 15, 
Desa Titian Antui. Jumlah suara sah Partai Golongan Karya dan caleg 
berjumlah 12 suara. Sedangkan, pada Form Model DAA1-DPRD 
kabupaten/kota pada Partai Golkar untuk total jumlah suara sah Partai 
Golkar dan caleg sebanyak 17. Jadi, ada selisih 2. Halaman 190, 191, 
Yang Mulia.  
 

1530. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1531. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan yang diajukan, 
terdapat perbedaan selisih antara Model C-1 … sudah tadi saya 
jelaskan, 2 suara.  

Bahwa berdasarkan Form Model C-1 dan Form Model DAA-1, Desa 
Titian Antui dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir, pada Partai 
Golongan Karya untuk perolehan suara sah, Partai Golongan Karya dan 
… terus 23 berjumlah 8 suara.  

Kemudian, TPS 8, Desa Tasik Serai Timur, terdapat perbedaan 
suara antara Form Model C-1 dan Form Model DAA-1, yaitu sebanyak 1 
suara. Atas perbedaan selisih surat suara tersebut, maka panwaslu dan 
PPK sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang mulai dari 
presiden, atau … atau semua jenis surat suara.  
 

1532. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.   

 
1533. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 

 
 Penghitungan suara ulang ini juga diterima baik oleh para saksi 
partai yang hadir. Demikian, keterangan untuk tersebut.  

Kemudian, terkait dengan Dapil V, Yang Mulia.  
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1534. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya?  
 

1535. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Berdasarkan hasil perbandingan Model C-1 dengan Model DAA1-
DPR kabupaten/kota, TPS 5, Desa Simpang Padang, terdapat 
perbedaan … tidak terdapat perbedaan suara, yaitu cuma nol suara, 
tidak ada perbedaan. 
 

1536. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1537. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Kemudian, dari hasil penguasaan atas pokok permohonan yang 
didalilkan, setelah dilakukan perbandingan Model C1-DPR 
Kabupaten/Kota dan Model DA-1, juga di TPS 20 tidak terdapat 
perbedaan. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan, yang 
diajukan pada TPS 32, Desa Simpang Padang, tidak terdapat perbedaan 
antara Model C1-DPR dan Model DAA-1.   
 

1538. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1539. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Di kecamatan.  
 Dari hasil pengawasan pokok permohonan yang diajukan pada 
TPS 4, Desa Boncah Mahang, terdapat selisih suara antara Model C1-
DPR kabupaten/kota dan Model DA-1 sebanyak 9 suara, halaman 199, 
200. Perubahan jumlah suara yang dimuat ke dalam Form Model DAA-1 
kabupaten/kota, diperoleh dari hasil pencocokan dan penghitungan 
surat suara, sehingga terdapat selisih 9 suara.  
 

1540. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Tadinya tertulis 7, tapi ternyata 16 itu, ya?  
 

1541. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Siap.  
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1542. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

1543. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Dan selanjutnya, kemudian dari … dari hasil peng … atas 
perubahan yang terjadi pada perolehan suara Partai Kebangkitan 
Bangsa di TPS 4, Desa Boncah Mahang, terdapat 9 penambahan surat 
suara, ditulis ke dalam Form DAA-1. Ada … sudah terjadi perubahan.  
 

1544. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  

1545. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan yang diajukan, 
tidak terdapat selisih suara antara Model C-1 dan Model DA-1 
Kabupaten/Kota di TPS 23, Desa Sebangar tersebut.  
 

1546. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1547. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 5, TPS 20, 32, Desa 
Simpang Padang tersebut tidak ada penambahan suara pada Form 
Model DA-1. Jadi, tidak ada perubahan untuk PKB.  

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan telah mengeluarkan 
surat rekomendasi tertulis Nomor 18 dan seterusnya, tertanggal 3 Mei 
2019 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Bathin 
Solapan, di halaman 203.  

Bahwa dalam rekomendasi a quo, agar PPK Kecamatan Bathin 
Solapan menindaklanjuti dan mengakomodir atas keberatan saksi Partai 
Nasdem sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Model DA. Jadi, 
ada keberatan (…)  
 

1548. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada keberatan, tapi sudah terselesaikan?  
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1549. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Terselesai … belum. Jadi, rekomendasi itu dari panwascam kami 
(…)  
 

1550. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1551. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Ke PPK.  
 

1552. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh.  
 

1553. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Tidak dilaksanakan oleh PPK.  
 

1554. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1555. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Kami bacakan (…)  
 

1556. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan, silakan! Gimana itu?  
 

1557. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Bahwa pada saat rapat pleno, tingkat rekapitulasi di tingkat 
Kabupaten Bengkalis … ah, ini di … di Bengkalis ada rekomendasi kita 
juga. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan rekomendasi 
tertulis yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis, dengan Surat 
252 dan seterusnya, terkait dengan rekomendasi kepada KPU untuk 
tetap mengakomodir seluruh keberatan saksi.  

Jadi, ada keberatan saksi di PPK yang tidak lain … tidak (…)  
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1558. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sampai kabupaten?  
 

1559. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Sampai kabupaten.  
 

1560. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1561. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Masih tetap kita mengeluarkan rekomendasi secara tertulis, Yang 
Mulia. 
 

1562. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1563. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan telah mengeluarkan 
surat rekomedasi tertulis, seperti yang tadi (…)   
 

1564. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu tadi sudah.  
 

1565. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Ya. Lanjut. Kemu (…)  
 

1566. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, terus … terus di tingkat kabupaten, gimana?  
 

1567. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Kabupaten juga tidak di … tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.  
 

1568. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ditindaklanjuti?  
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1569. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Tidak ditindaklanjuti, ya. 
 

1570. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Lah, terus kemudian diperoleh angka 3.033 untuk PKB itu, 
gimana?  
 

1571. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Bawaslu kabupaten … di PKB? 
 

1572. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
Ya. 
 

1573. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
Sesuai dengan hasil pleno di kecamatan, lalu di DAA ... DAA-1, 

kemudian DAA, DA, lalu di DB. 
 

1574. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tapi kan terus kemudian akhirnya penentuan suara perolehan 

suara Nasdem 2.998, PKB 3.033, akhirnya disetujui oleh semua pihak, 
kan, di situ akhirnya? 

  
1575. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 

 
 Tidak ada keber ... ada keberatan di kecamatan, Yang Mulia. 
 

1576. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Keberatan. Keberatannya berupa apa? 
 

1577. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Keberatannya tidak diberikan kesempatan untuk menghitung atau 

membuka kotak suara ... kotak suara. Karena kan begini, Yang Mulia, 
saya jelaskan bahwa kalau terjadi perbedaan antara C-1 yang dipegang 
oleh seluruh saksi partai, maka yang menjadi peluang kita adalah seperti 
Yang Mulia jelaskan tadi adalah C-1 Plano.  
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1578. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 C-1 Plano. 
 

1579. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 C-1 Plano. 
 

1580. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang hologram, ya. 
 

1581. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Nah, ketika masih ada keraguan dengan C-1 Plano, ini kan ada 

keraguan ini.  
 

1582. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1583. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Maka dimohon kami dari Bawaslu itu merekomendasikan untuk 

menghitung surat suara. 
 

1584. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1585. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Di TPS yang bersangkutan.  
 

1586. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1587. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Mana yang benar C-1 atau C-1 Plano yang dipegang oleh KPU 

atau oleh saksi partai. 
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1588. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1589. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Nah, itu. Itu yang kita rekomendasikan di Kecamatan Bathin 

Solapan ini.  
 

1590. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1591. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Tetapi tidak dilakukan oleh PPK-nya dan itu berlanjut ke 

kabupaten. 
 

1592. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tingkat kabupaten. 
 

1593. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Masih tetap tidak dilakukan juga. 
 

1594. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1595. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Gitu, Yang Mulia. 
 

1596. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus? Terus, gimana kalo (...) 
 

1597. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Jadi hasil (...) 
 

1598. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus tidak dilakukan? 
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1599. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Berapa tadi? 
 

1600. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, hasil ini gimana 
 

1601. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Hasil ini adalah merupakan ... secara berjenjang pleno di 

kecamatan, lalu ke Kabupaten Bengkalis, tanpa (...) 
 

1602. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi masih ada keberatan? 
 

1603. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Ya, masih ada keberatan, ya. 
 

1604. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi untuk yang lain-lain enggak ada keberatan? 
 

1605. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Enggak ada. Kalau saksi di ... enggak ada yang lain, keberatan 

enggak ada. 
 

1606. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi keberatan hanya dari Pihak Nasdem? 
 

1607. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Ada juga PDIP, PDIP ada juga, Pak, ada keberatan. 
 

1608. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus untuk itu, Bawaslu tingkat kabupaten gimana sikapnya? 
 

1609. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Merekomendasikan untuk menghitung ulang sebenarnya. 
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1610. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, enggak dilaksanakan? 
 

1611. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA 
 
 Tapi tidak dilaksanakan. 
 

1612. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, ya, betul KPU itu Prinsipalnya gimana itu? 
 

1613. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1614. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1615. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Rekomendasi di Kecamatan Pinggir ini kepada PPK itu (...) 
 

1616. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kecamatan Bathin Solapan, ya, ini? 
 

1617. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Bathin Solapan itu diterima oleh PPK setelah berakhirnya rapat 

pleno di tingkat (...) 
 

1618. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tingkat kecamatan? 
 

1619. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kecamatan.  
 

1620. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus diteruskan ke kabupaten? 
 



178 

1621. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kemudian, diteruskan kepada kawan-kawan di Kabupaten 

Bengkalis untuk ditindaklanjuti. 
 

1622. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1623. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kawan-kawan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dan 

keterangan mereka, itu dari sekitar 7 atau 8 TPS yang diminta buka 
kotak itu, dilaksanakan 4 kotak surat suara. 

 
1624. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sebagai sampel dibuka? 
 

1625. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Diambil 4 karena yang 3 itu sudah dilaksanakan pembukaan kotak 

di tingkat kecamatan. 
 

1626. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tingkat kecamatan. 
 

1627. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Itu keterangan dari KPUD Kabupaten Bengkalis. 
 

1628. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, seluruh yang diminta sebetulnya sudah dilakukan di (...) 
 

1629. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Di ... di kecamatan. 
 

1630. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Cek ulang di tingkat kecamatan? 
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1631. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya. 
 

1632. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 3 di kecamatan. 
 

1633. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya, kemudian 4 lagi di kabupaten. 
 

1634. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang 4 di kabupaten.  
 

1635. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya. Menurut keterangan dari KPU Bengkalis. 
 

1636. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 KPU Bengkalis. Ini ya jadi kok ada perbedaan? Jadi, menurut 

Bawaslunya belum dilaksanakan. Gimana itu? 
 

1637. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Di jawaban tertulis keterangan dari Ketua KPU Bengkalis juga 

disampaikan dalam alat bukti kita. 
 

1638. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada alat bukti, ya? 
 

1639. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ada. 
 

1640. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bahwa itu sudah di ... anu, ya? 
 

1641. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Sudah disampaikan. 
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1642. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Buka kotak suara, kemudian dihitung kembali, itu kan ada Berita 

Acaranya, kan? 
 

1643. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Dari Ketua PPK Bathin Solapan dan dari Ketua KPU Bengkalis, kita 

masukkan dalam daftar alat bukti. 
 

1644. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Jadi begini, untuk supaya lebih jelas. Yang dipersoalkan itu 

berapa TPS untuk dibuka kembali? Ini ada TPS 5, TPS 20, TPS 32, 
kemudian TPS 23, TPS 4, ini yang dipersoalkan hanya 4? Nah, tadi 
katanya 7, yang 3 sudah diselesaikan di tingkat PPK? Yang 4 baru 
diselesaikan di tingkat kabupaten? 

 
1645. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 

 
 Kabupaten Bengkalis, ya. 
 

1646. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, kan? Gitu, kan? Lah, ini menurut Pihak Pemohon yang 4 ini 

belum, gitu. Di dalam permohonannya kan gitu berarti. Nah, sekarang 
menurut keterangannya Bawaslu belum. Nah, tapi ada bukti yang 
sekarang, yang penting buktinya.  

 
1647. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 

 
 Keterangan tertulis dari Ketua KPU Bengkalis. 
 

1648. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Kalau begitu sebetulnya tujuh-tujuhnya ini sudah dibuka dan 

dihitung kembali, gitu ya?  
 

1649. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya, Yang Mulia. 
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1650. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, cukup berarti. Ini harus ... anu ... ini buka buktinya. Karena 

ada perbedaan ini, Bawaslunya kok bisa bilang belum itu. Pada waktu 
rekap di tingkat keca ... kabupaten, apa enggak lihat kalau itu sudah 
dibuka dan dihitung kembali? Hadir, enggak? Tolong di ... anu ... dijawab 
dari Prinsipal KPU. Pada waktu dibuka kembali, rekap di tingkat 
kabupaten yang hadir siapa saja? 

 
1651. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 

 
 Bawaslu Bengkalis hadir. 
 

1652. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Hadir, ya? 
 

1653. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Hadir. 
 

1654. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, itu Bawaslu Bengkalis gimana? Ada yang jawab? 
 

1655. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Jadi saya tambahkan, Yang Mulia.  
 

1656. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1657. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Terkait dengan permohonan Pemohon di Dapil V Bathin Solapan 

ini, panwas kecamatan kita sudah merekomendasikan agar diakomodir 
keberatan dari saksi partai yang hadir waktu itu. 

 
1658. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu kan diakomodir sudah. Menurut KPU ini sudah? 
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1659. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Belum … belum, Yang Mulia. 
 

1660. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ha?  
  

1661. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Dari hasil laporan dari Panwascam kita dan Bawaslu Bengkalis itu 

belum semua. 
  

1662. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Lho, lah, ya. 
  

1663. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Gugatan yang di (…) 
  

1664. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Tadikan sudah dijelaskan 3 dibuka di PPK? 
  

1665. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ya. 
 

1666. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 4 belum? 
  

1667. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ya. 
 

1668. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pada waktu rekap di tingkat kabupaten yang 4, baru dibuka, gitu 

kan? 
  

1669. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Enggak. 
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1670. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Lho? 
  

1671. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Bukan begitu, Yang Mulia. 
 

1672. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Gimana? tadi kan penjelasannya KPU begitu. 
  

1673. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Sampai di kabupaten itu belum di selesaikan. Nah, waktu itu 

kebetulan di kecamatan lain, yaitu di Pinggir … Kecamatan Pinggir, masih 
di … di dapil yang berbeda itu masih terdapat penghitungan suara yang 
cukup lama, sehingga KPU kabupaten Bengkalis waktu itu, menskors 
rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk menunggu dulu yang di 
Pinggir … Kecamatan Pinggir. 

 
1674. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Selesai, Pinggir selesai dulu? 
  

1675. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Di … sambil menunggu. Nah, ini … ini masih tergantung persoalan 

keberatan dari saksi Nasdem waktu itu, sehingga kemudian setelah 
Kecamatan Pinggir selesai (…) 

 
1676. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Selesai (…) 
  

1677. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Dilanjutkan lah pleno di kabupaten, itu sudah tenggah malam, 

Yang Mulia. Sudah tengah malam, sehingga tidak ada kesempatan bagi 
saksi dan Bawaslu untuk berbicara karena palu waktu itu langsung di 
ketuk dan untuk … karena kotak suara itu yang dari …  dari Kecamatan 
Pinggir itu sudah ditunggu, kami sudah menuggu di provinsi waktu itu, 
Mandau, sori, untuk Kecamatan Mandau, yang tadi ditunggu. 
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1678. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
  

1679. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Sehingga saya juga dalam … dalam kesempatan itu sudah 

berkomunikasi terus dengan Bawaslu kabupaten kita, agar segera itu 
diselesaikan yang menurut Bawaslu kabupaten kita, itu belum klir 
persoalan di kecamatan (…) 

 
1680. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, baik, keterangannya sudah lengkap. Sekarang gini saja, ada 

bukti tertulis kalau itu belum diselesaikan yang punya Bawaslu? 
  

1681. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ada, Yang Mulia. 
 

1682. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada? 
  

1683. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Rekomendasi dari Bawaslu kita. 
 

1684. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak … ya. Tapi belum diselesaikan 4 itu ada buktinya, ya?  
  

1685. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ya. 
 

1686. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi kalau yang 3 di tingkat PPK, sudah? 
  

1687. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Ya, sudah, sudah. 
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1688. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Sudah ada, ya? 
  

1689. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Keterangan dari Bawaslu kita. 
  

1690. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 3 yang di PPK sudah diselesaikan? 
  

1691. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Ya. 
  

1692. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Jadi yang ada persoalan kan 7? 
  

1693. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Ya. 
  

1694. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Yang 3 diselesaikan di PPK, yang 4 naik ke tingkat kabupaten? 
  

1695. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Ya. 
  

1696. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Yang 4 itu belum, ya? 
  

1697. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Belum. 
  

1698. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ada buktinya? 
 
  



186 

1699. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Ya. 
  

1700. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Nah, sebaliknya KPU mengatakan sudah dilakukan juga, ada 

buktinya, ya? 
   

1701. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
  
 Saya ingin memperjelas kembali, Pak, Majelis. 
  

1702. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya.  
 

1703. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
  
 Kalau yang 4 TPS ini, di Bathin Solapan …. Bathin Solapan, 4 TPS, 

kalau keterangan dari Ketua KPU Bengkalis secara tertulis yang dibuat di 
situ, kita akan konfrontasi kembali karena memastikan betul, yang 4 TPS 
ini, apakah saya harus mengkonfirmasi kembali, apakah ini dilaksanakan 
di buka kotak atau tidak. Karena saya agak … mohon maaf, agak ragu 
juga, gitu, lho. 

  
1704. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Oke, berarti belum ada buktinya dan itu belum … masih ragu-

ragu? 
  

1705. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
  
 Di keterangan tertulis sudah disampaikan. 
  

1706. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Tapi ada buktinya? 
  

1707. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
  
 Keterangan tertulis dari Ketua KPU Bengkalis. 
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1708. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ada keterangan tertulis kalau yang 4 itu juga? 
  

1709. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
  
 Yang menggambarkan persoalan di Bathin Solapan. 
  

1710. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Mohon izin, Yang Mulia. 
  

1711. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Siapa ini? 
  

1712. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Pihak Terkait, Yang Mulia. 
  

1713. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Anu … kita masih persoalkan ini, Pihak Terkait apa yang mau 

disampaikan? 
  

1714. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Berhubungan dengan pembukaan kotak suara, Yang Mulia. 
  

1715. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Yang 4 itu? 
  

1716. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Ya, Yang Mulia. 
  

1717. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Gimana, kalau menurut Pihak Terkait, gimana? 
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1718. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Kami menyampaikan bukti PT-6. 
  

1719. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, coba bukti PT-6. 
  

1720. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Itu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

di Tingkat Kecamatan Bathin Solapan, Yang Mulia. 
  

1721. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

1722. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Dalam catatan kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh 

saksi. 
  

1723. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Pihak Demokrat … eh, sori (…) 
  

1724. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Pihak Nasdem. 
  

1725. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Pihak Nasdem. Ya, Nasdem gimana? 
  

1726. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Keberatan saksi dari Partai Nasdem, yang menyampaikan selisih 

perolehan suara Partai PKB, berdasarkan rekap yang mereka pegang, 
setelah diputuskan oleh PPK buka DDA-1 Plano.  
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Namun, saksi Partai Nasdem membatalkan keinginannya, data 
dari seluruh saksi yang hadir sama dengan yang dibacakan oleh pihak 
PPK, berdasarkan data DA1-KPU Desa Simpang Padang. 

  
1727. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Jadi saksi Nasdem akhirnya, tidak perlu dibuka, gitu? 
  

1728. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Ya, benar, Yang Mulia. 
  

1729. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Di 7 itu … di 4 atau di 3? Atau setelah 4 itu selesai, dibuka? 

1730. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

  
 Jadi sebenarnya, Yang Mulia, pada prosesnya ketika terjadi 

perbedaan antara data C-1 para saksi dan C1-PPK, KPU atau PPK 
membuka kotak suara untuk menyandingkan dengan C-1 Plano. 

  
1731. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu buka di (…) 
  

1732. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Pembukaan kotak suara ini atas persetujuan semua saksi dan ini 

sudah dilakukan, Yang Mulia, ini sudah dilakukan sebenarnya. 
  

1733. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, dilakukannya itu ada 7 yang dipersoalkan (…) 
  

1734. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Benar, Yang Mulia. 
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1735. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang sudah dilakukan itu tujuh-tujuhnya atau baru 3? Yang di 

tingkat PPK? 
  

1736. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Sudah dilakukan semuanya, Yang Mulia. 
  

1737. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Di tingkat PPK? 
  

1738. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Di tingkat PPK, cuma permasalahannya Pihak Pemohon, tidak 

percaya atau meragukan C-1 Plano itu, Yang Mulia. 
 

1739. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
  

1740. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Jadi, pihak PPK … pihak Pemohon, meminta untuk penghitungan 

suara secara manual, dalam hal ini menurut kami PPK telah melakukan 
(...) 

 
1741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Enggak, ini, ini, sebentar. Ada 3 perbedaan ya berarti, ya? 
 

1742. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 

 
 Ya, benar. 
 

1743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Di sini tadi, 7 tadi, tujuh-tujuhnya sudah buka di tingkat 

kecamatan. KPU … sebentar KPU, dia itu mengatakan 3 di kecamatan, 4 
di tingkat kabupaten. Kemudian, dari Bawaslu itu 3 di kecamatan, yang 4 
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belum. Lah, ini 3 ini beda semua, gitu lho. Ini kan harus diklirkan yang 3 
beda ... yang berbeda-beda ini. 

 
1744. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-05-04/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Ya, Yang Mulia. Jadi (…) 
 

1745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Kita kembali ke penyelenggaranya terlebih dulu nih. 
 

1746. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi (...) 
 

1747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Yang benar itu seperti apa kejadiannya dari KPU ... dari Prinsipal? 
 

1748. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Jadi, keterangan dari KPU Bengkalis ... KPU Kabupaten Bengkalis 

bahwa yang 7 (...) 
 

1749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Bapak sebagai apa, Pak, sekarang? 
 

1750. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 KPU Provinsi, Bu. 
 

1751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 KPU Provinsi di Bengkalis ada, enggak? 
 

1752. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Belum datang. 
 

1753. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Yang kabupaten? 
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1754. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Belum datang. 
 

1755. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada. 
 

1756. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Belum ada? 
 

1757. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 

 Ya. Jadi, kami nanti akan mengajukan Ketua Bengkalis juga sebagai 
saksi nanti. Jadi, yang 7 TPS ini berdasarkan keterangan dari KPU 
Bengkalis, itu sudah dilakukan perhitungan ulang di TPS di kecamatan, 
bukan hanya 3, hanya 7. 

 
1758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Tadi Bapak mengatakan (...)  
 

1759. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya. 
 

1760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
Berbeda dengan yang sekarang ini. 
 

1761. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya, tadi saya baru dapat informasi  
 

1762. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya, kan? 
 

1763. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
Dari orangnya (…) 
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1764. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Jadi, 3 dan 4 itu berbeda. Sekarang Bapak mengatakan tujuh-

tujuhnya sudah di (...) 
 

1765. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Sudah dilakukan hitung ulang di kecamatan. 
 

1766. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
Kecamatan. Bapak dipengaruhi oleh siapa ini? 
 

1767. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Enggak. 
 

1768. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Atau benar-benar datanya dari sana? 
 

1769. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Bukan, dari informasi data yang kami dapatkan. Dari keterangan 

tertulis juga, mungkin bisa dibacakan keterangan tertulis dari (...)  
 

1770. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, ini saya bawa keterangan tertulis. Saya bacakan di poin ke-3, 

ya? “Saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap DA1-PPK 
Kabupaten Solapan, terlampir di DB-2. Karena diduga adanya 
penghilangan dan penggelembungan suara yang terjadi di TPS, TPS 5, 
TPS 12, TPS 20, TPS 32, dan TPS 39. Jadi, hanya 5 TPS. Desa Simpang 
Sibadan ... Simpang Padang. TPS 4, Desa Boncah Mahang dan TPS  4 
Desa Sebangar, jadi bukan itu ya, tindakan yang dilakukan oleh KPUD 
Bengkalis meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Bawaslu 
Kabupaten Bengkalis melakukan rekomendasi secara lisan.” 
Rekomendasinya lisan, ya, betul? Oke. “Untuk dilakukan pembetulan 
data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang Model DAA-1.” Jadi, 
bukan pembukaan kotak, tapi pengecekan dan atau rekapitulasi ulang. 
Kalau rekapitulasi ulang itu bias membuka, bisa juga tidak membuka. 
Betul, ya, Pak KPU, ya? Terus kemudian, selan ... “Menyikapi 
rekomendasi tersebut ternyata KPU Bengkalis selanjutnya melakukan 
pembukaan.” Jadi, sudah dilakukan pembukaan kotak suara untuk 
mengambil dokumen DAA-1 Plano, guna pencocokan data. “Setelah 
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dilakukan pencocokan, ternyata hasil data DAA-1 yang dimiliki oleh PPK 
dan paswaca ...  paswa ... Panwascam Bathin Solapan serta dari 
beberapa saksi parpol peserta rapat pleno cocok. Selanjutnya, pimpinan 
sidang rapat pleno meminta persetujuan kepada seluruh peserta pleno 
untuk pengesahan hasil rekapitulasi PPK Bathin Solapan dan seluruh 
peserta menyetujui untuk disahkan.” 

 Jadi, sudah selesai kalau ada … dari keterangan ini, gitu. Jadi, tadi 
yang disampaikan Pak Ketua KPU Provinsi juga sama dengan apa yang 
disampaikan di sini. Tapi, pihak Bawaslu Bengkalis masih mengatakan 
ada yang belum dibuka. Lah, ini yang masalahnya juga untuk jumlahnya 
beda. Tadi, 7, 3 sudah, 4 belum. Tapi ternyata, di sini hanya ... kalau 7 
itu, yang 2 itu bukan di Desa Simpang Padang, tapi Desa Boncah 
Mahang dan Desa Sebangar, gitu.  

Desa Boncah Pahang ... Mahang itu terletak di kecamatan apa? 
Bathin Solapan, juga? Oke. Terus kemudian, ini yang desa satunya Desa 
Sebangar, itu juga Bathin Solapan. Jadi, betul 7. Tapi yang dipersoalkan, 
kan untuk yang 5 di Desa Simpang Padang dan itu ternyata menurut 
keterangan ini, sudah dilakukan semua.  

Nah, ini nanti kita cek, kalau ini diteruskan maka bisa dengan 
menghadirkan saksi, tapi kalau ini masalah ... ada masalah yang tidak 
diteruskan, maka kita berpegang pada keterangan tertulis ini. Sekarang 
makanya bukti Berita Acara pembukaan ini, di rekap ini kan sudah ada 
punya ... punya ke ... anu ... punyanya ... anu ... Termohon ada kan, 
berarti? Lah, sekarang kalau yang mengatakan tidak, apakah ada bukti 
tidak? Itu. Dari Bawaslu. Nah, Pihak Terkait mengatakan sudah semua, 
gitu. Tapi, di dalam permohonannya Pemohon mengatakan itu belum 
dilakukan pencocokkan, ya.  

Nah, bisa saja begini nanti, kalau itu terus, kita memanggil saksi 
untuk membuktikan, tapi kalau ini sudah diputus, MK bisa saja bersi … 
bersikap begini, MK yakin dengan yang mana? MK bisa ragu-ragu 
dengan keterangannya Bawas … apa … Termohon dan Pihak Terkait, 
dan kita percaya dengan Bawaslu dan percaya dengan Permohonan atau 
sebaliknya bisa saja. Tapi kalau itu, nanti putusannya gimana, itu 
terserah nanti MK keyakinannya di mana. Ya, begitu, ya?  

Baik. Kalau begitu, sekarang dilengkapi. Saya minta tadi 
Termohon untuk melengkapi keterangan pada angka 3 ini dilengkapi 
dengan ada Berita Acaranya, tidak? Mestinya ada Berita Acaranya. 
Karena apa? Dari kata-kata yang terakhir, “Seluruh peserta menyetujui 
untuk disahkan.” Itu berarti ada rapat pleno pengesahan, ada … anunya, 
ya. 

Nah, sekarang kalau Bawaslu apakah ada bukti bahwa itu belum 
dilakukan?  
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1771. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Izin (…) 
 

1772. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukti pengesahan di situ berarti ada tanda tangan seluruh peserta 

pleno yang hadir, gitu, ya? Baik. Kalau begitu, sudah selesai untuk (…) 
 

1773. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

1774. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dari mana ini? 
 

1775. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Dari Bawaslu. 
 

1776. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, dari Bawaslu gimana? 
 

1777. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Karena kita juga hari ini menyertakan Bawaslu Bengkalis ada di 

(…) 
 

1778. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, mana Bawaslu Bengkalis? 
 

1779. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Kita bisa minta izin untuk dihadirkan. 
 

1780. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, oke, silakan! 
 

1781. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ya, ya. 
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1782. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bawaslu Bengkalis … anu, sambil duduk saja, miknya yang 

dibawa. Tolong, Petugas! 
 

1783. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Masih di luar, Yang Mulia. 
 

1784. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, Bawaslu Bengkalis. Ini Bawaslu Bengkalis malah jalan-jalan di 

Monas kayaknya. 
 

1785. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ada di luar, Yang Mulia. Karena enggak bisa masuk. 
 

1786. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, bukan jalan-jalan di Monas, ya? 
 

1787. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Enggak. 
 

1788. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Mumpung dari Bengkalis sampai Jakarta, malah jalan-jalan 

ke Monas. Sudah izin Pak Abhan belum itu? 
 

1789. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Baik. Sambil menunggu yang dari Monas ke sini, ya.  
Begini KPU, Pak KPU begini, ini kan bukti itu penting sekali, ya, 

bukti surat atau tulisan karena itu sangat menentukan sekali, bukti surat 
dan tulisan. Kalau dari KPU ini, saya baca buktinya itu justru yang ada 
hanyalah dari T-1 kemudian sampai T-16, ini hanya bicara soal DB-1, 
DB-2, kemudian DA-1, DAA-1, tidak ada kemudian bicara tentang terkait 
yang kita persoalkan sekarang ini, ya, menyangkut Berita Acaranya dan 
tanda tangan saksi atau segala macam yang bisa membuktikan betul 
mengenai peristiwa 7 kotak suara itu.  

Nah, ini bagaimana ini? Apakah sudah ada bukti tambahan lagi 
yang bisa mendukung itu? 
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1790. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
Di alat bukti yang kami ajukan T-01 sampai dengan T-16 ini sudah 

termasuk Berita Acara di Kecamatan Bathin Solapan dan di … Berita 
Acara di tingkat KPU Kabupaten Bangkalis, termasuk juga Format Model 
DA-2 dan DB-2 nya. 

 
1791. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Buktinya bukti T berapa itu? Pemohon … eh, Termohon, ada? Ini 

yang menyusun kayak begini kan pengacaranya ini, advokatnya, 
menyusunnya. Di bukti berapa? Ini pukul 11.00 WIB jadinya sudah lapar 
saya, hanya karena Bathin Solapan. 

 
1792. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 

 
 Ada di DB-1, Bukti T-002. 
 

1793. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 T-002. 
 

1794. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Bengkalis V, Nasdem.  
 

1795. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1796. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Itu DB-1 
 

1797. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

1798. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kemudian, T-004. 
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1799. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1800. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Bengkalis V.  
 

1801. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1802. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kemudian, T-007, DA-1 Kecamatan Bathin Solapan. 
 

1803. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1804. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kemudian (…) 
 

1805. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 002, 004, 007, terus? 
 

1806. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Kemudian, untuk yang di Bathin Solapan hanya itu saja, Yang 

Mulia. 
 

1807. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. 
 

1808. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ditambah dengan T-016, Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten 

Bengkalis tadi. 
 

1809. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang ini tadi yang dibacakan? 
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1810. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya. 
 

1811. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini kan T-16, ya? 
 

1812. TERMOHON: FIRDAUS OEMAR 
 
 Ya. 
 

1813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. KPU Bengkalis sudah datang? Bawaslu, sori, Bawaslu datang, 

ya? Gimana Monasnya? 
 

1814. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
Siap. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1815. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, ini persoalan mengenai ada keberatan dari Pihak Pemohon, 

Partai Nasdem mengenai mau mencocokkan antara C-1 dengan DAA-1, 
ya. Karena ada protes mengenai ketidakcocokkan penghitungan 
suaranya meminta untuk dibuka kotak suara. Khususnya yang berkenaan 
dengan 7 TPS, baik di desa ... apa tadi? ... dokumennya mana tadi? 

 
1816. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 

 
 Simpang Padang dan Boncah Mahang. 
 

1817. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena saya tidak pernah ke Bengkalis jadi saya tidak hafal itu. 
 Ya, di Desa Simpang Padang. 
 

1818. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Simpang Padang. 
 

1819. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? Padang? Oh sori, Simpang Padang. 
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1820. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Dan Boncah Mahang. 
 

1821. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Boncah Mahang dan Desa Sebanggar. Untuk yang di Desa 

Simpang Padang ada 5 TPS. Boncah Mahang 1 TPS, dan Desa Sebanggar 
1 TPS. Ini gimana ini? 

 
1822. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 

 
 Siap, terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan saya Hary 

Rubianto Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang mengikuti proses 
rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Kecamatan Bathin Solapan dari 
pagi sampai malam. 

 
1823. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

1824. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Jadi, saya ceritakan. Ada keberatan dari saksi. 
 

1825. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang … sebentar-sebentar, supaya kronologis waktunya juga 

bisa kita rekam. Begini, Pleno dimulai jam berapa ditingkat kabupaten? 
Hari apa? Tanggal berapa? Harus tepat seluruhnya ini. 

 
1826. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 

 
 Tanggalnya ... kalau tidak salah tanggal 4 ... tanggal 4. 
 

1827. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 4? 
 

1828. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tanggal 4 Desember. Bukan 4 Juni ... Juni, Yang Mulia. 
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1829. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tahunnya? 
 

1830. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tahun 2019, maaf. 
 

1831. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah itu, harus tepat. Ini makanya saya tadi bilang 4 Desember. 

Jadi, 4 Juni? 
 

1832. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 

 2019. 
 

1833. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 2019. Pukul berapa sampai pukul berapa? 
 

1834. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Saya hadir dari 4 Mei. 
 

1835. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? 4 Mei, ya? 4 Mei, 4 Juni? 
 

1836. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 4 Mei ... 4 Mei. 
 

1837. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 4 Mei, ya. 
 

1838. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Yang Mulia, saya hadir (...) 
 

1839. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Masih ... masih teringat monas sih, ya. 
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1840. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Saya hadir mulai dari pagi. 
 

1841. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pagi jam berapa? 
 

1842. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Pagi, ya, saya kira mungkin di atas pukul 10.00 WIB, Yang Mulia. 
 

1843. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1844. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Sebab itu dimulai dulu dari kecamatan yang lain. 
 

1845. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, Anda baru masuk sekitar pukul 10.00 WIB? 
 

1846. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
Ya. 
 

1847. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
Oke, terus? 
 

1848. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Nah, masuk bahasan ketika di Bathin Solapan  
 

1849. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1850. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Kecamatan Bathin Solapan. Kami menghadirkan panwas 

kecamatan saat itu. 
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1851. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1852. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ketika rapat Pleno. Ya, kami meminta hasil pengawasan dan hasil 

pengawasan mereka ketika melakukan proses pengawasan di (...) 
 

1853. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tingkat PPK? 
 

1854. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Di PPK. Memang ada keberatan dari parpol. 
 

1855. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1856. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Terkait dengan proses rekapitulasi. 
 

1857. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1858. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Yang dimana tidak diakomodirnya keterang ... keberatan ... 

keberatan dari beberapa (...)  
 

1859. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Keberatan-keberatan. 
 

1860. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Partai politik kalau tak … saya ingat itu dua, Nasdem dan PDIP. 
 

1861. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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1862. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Pada proses pembacaan hasil di Kecamatan Bathin Solapan, PPK 

langsung membacakan hasil tidak lebih dahulu membacakan keberatan. 
 

1863. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

1864. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Keberatan itu dibacakan ketika sudah akhir dan tidak ada tindak 

lanjut. 
 

1865. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 

1866. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
  
Memang ada keberatan dari terutama Partai Nasdem untuk 

melakukan penghitungan ulang. 
  

1867. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1868. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Penghitungan ulang di 7 ... di (...) 
 

1869. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, kalau penghitungan ulang itukan membuka kotak. 
 

1870. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. 
 

1871. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kartu anu ... surat suaranya dibaca satu-satu. 

 
1872. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 

 
 Ya, Yang Mulia, dihitung ulang lagi. 
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1873. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

1874. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Kemudian dari keberatan ini KPU saat itu mengambil jalan tengah 

dengan mencocokkan DAA-1. 
 

1875. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1876. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
  
 Ya, DAA-1. Memang tidak ada selisih. 
 

1877. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1878. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Di DAA-1. 
 

1879. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1880. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tapi, kawan-kawan dari partai politik tersebut malah tetap 

melakukan keberatan. 
 

1881. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tetap melakukan keberatan.  
 

1882. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Mereka ingin minta ingin dibuka. 
 

1883. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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1884. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Karena waktu di Pleno kecamatan hanya dua yang dibuka, Yang 

Mulia. 
 

1885. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. 
 

1886. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Yaitu TPS 12 dan TPS 39. 
 

1887. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 TPS 12 dan TPS 39. 
 

1888. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Dan TPS 39. Itu hadir langsung itu panwascamnya memberikan 

keterangan. 
 

1889. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini yang dibuka? 
 

1890. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Yang sudah dibuka di Pleno PPK. 
 

1891. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 PPK. 
 

1892. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. 
 

1893. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apakah ini sampel dibuka dua saja cukup, kalau dua itu ternyata 

sama berarti yang lain  tidak perlu gitu, gimana itu? 
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1894. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Itu ... itu ... itu mungkin persepsi dari kawan-kawan KPU atau 

PPK.  
 

1895. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1896. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tapi mereka ngotot ingin membuka. 
 

1897. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Semuanya? 
 

1898. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 7, ya. 
  

1899. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 7. 
 

1900. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tapi diakomodir cuma dua. 
  

1901. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1902. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Dalam perjalanannya setelah dicocokkan DA-1 kawan-kawan 

partai juga masih ingin tetap menghitung ulang. Kami 
merekomendasikan kembali secara lisan kepada KPU untuk 
mengakomodir keberatan kawan-kawan parpol dan keberatan 
panwascam saat di Pleno tingkat desa … kecamatan. 

 
1903. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
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1904. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Kemudian pada saat itu KPU pertama mengatakan dia tidak mau 

membuka suara, ya. Jadi, dalam satu hari itu ada tiga perubahan sikap 
oleh kawan-kawan KPU. Pertama, mereka tidak mau membuka suara ... 
menghitung ... menghitung. 

 
1905. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

1906. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. Dan meminta saksi ... saksi membuat DA-2 form keberatan. 
 

1907. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1908. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. Tiba-tiba sidang itu di ... sudah disahkan oleh KPU. Dia 

membuka lagi ketika sudah dibuka skors, mereka membuka lagi 
kesempatan untuk menghitung, berubah pemikiran KPU dari awal tidak 
ingin menghitung tiba-tiba berikutnya ingin menghitung lagi  

  
1909. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
Tapi hanya 2? 
 

1910. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
Ndak, 5 … 5, yang dimaksud tadi.  
 

1911. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, 5? 
 

1912. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 5. Sudah hampir mau dijemput, tapi kemudian dibatalkan lagi oleh 

KPU Kabupaten Bengkalis. Ada 3 (…)  
 
 
 



209 

1913. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Jadi, enggak jadi?  
 

1914. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Tidak jadi.  
 

1915. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang 5 tidak jadi? 
 

1916. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Alasan saya … mereka sempat ingin berkonsultasi dengan 

Bawaslu. Bawaslu mengatakan kami tidak lagi bertanggung jawab 
karena kami sudah merekomendasikan kepada kawan-kawan KPU untuk 
mengakomodir, tapi tidak … tidak diakomodir oleh kawan-kawan dari 
KPU. Sehingga sampai malam, malam itu saya ingat sampai pukul 22.00 
WIB, hampir pukul 23.00 WIB juga, KPU terakhir memutuskan bahwa di-
pending.  

 
1917. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu di tingkat PPK, ya?  
 

1918. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Di tingkat kabupaten.  
 

1919. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, sudah kabupaten?  
 

1920. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 He eh.  
 

1921. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
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1922. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Yang terjadi. Dan memang terjadi perubahan sikap oleh kawan-

kawan KPU dari pertama ingin menghitung ulang, tiba-tiba tidak dan 
menghitung lagi. Kemudian, akhirnya tidak jadi.  

 
1923. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu yang bisa dianukan?  
 

1924. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya, bisa.   
 

1925. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Ya … ya, silakan!  
 

1926. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Begini, ini datang lagi yang baru jadi berubah lagi pendapatnya 

nanti.  
 

1927. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Maaf, maaf, Yang Mulia. Yang sedikit tambahan. Memang saya … 

saya ingat memang 1 di TPS yang saya ingat, yang dilakukan 
penghitungan ulang di tingkat kecamatan itu dan memang ada laporan 
kemarin terkait dugaan tindak pidana, sehingga saya … kami memanggil 
1 TPS, yaitu TPS 39, ketuanya … Ketua KPPS-nya terkait dengan selisih 
itu, ya. Memang terjadi selisih, Yang Mulia. Awalnya, PKB itu di TPS 39, 
suaranya 32 … 32 suara. Tetapi ada kesalahan tulis oleh KPPS. Jadi, gini 
saya analogikan Pak, Majelis. Seandainya KPPS itu mengartikan misalnya 
PKB 1, seharusnya PKB 1 untuk Caleg Nomor Urut 1, tapi dibuat 2 nilai 
oleh penulis, yaitu KPPS.  

 
1928. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Di partai, ya? Di calon, ya?  
 

1929. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya.  
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1930. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

1931. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. Setelah itu, dilakukan perbaikan dan kami juga memanggil 

Ketua KPPS-nya, dilakukan klarifikasi, sudah dilakukan perbaikan. Jadi, 
32 itu berubah menjadi 16.  

 
1932. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke.  
 

1933. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Ya. Dan 16 itu dituangkan di DA-1 itu tetap 16.  
 

1934. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

1935. BAWASLU: HARY RUBIANTO (BENGKALIS) 
 
 Nah, itu salah satu contoh yang saya … saya … saya ingat, 

Majelis.  
 

1936. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Ya, jadi begini, ya. Saya minta untuk perhatian. Kalau saksi 

datang ke sini disumpah untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada 
forum, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, juga tanggung 
jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, ini risikonya juga 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kalau saksi, 
tapi kalau Bawaslu ke sini atau KPU ke sini memberi keterangan, itu 
sumpah pada waktu jabatannya itu melekat, ya. Karena pada waktu 
dijadikan Bawaslu, dijadikan KPU, sebelum memangku jabatannya sudah 
disumpah. Jadi, tidak perlu lagi disumpah di sini. Jadi, keterangan yang 
disampaikan oleh Bawaslu atau KPU itu juga berlaku, terikat oleh 
sumpah yang dilakukan oleh mereka pada waktu mengangkat 
jabatannya. Tapi kalau nanti sampai kita pemeriksaan saksi, karena saksi 
ini tidak melakukan jabatan apa-apa misalnya, ya, dia datang ke sini kita 
sumpah, ya. Itu risiko negara hukum Indonesia itu begitu itu, tanggung 
jawabnya.  
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Jadi, tolong temen-temen Bawaslu, ini versinya macam-macam, 
yang betul yang mana? Itu nanti kita yang menilai, ya. Gitu, ya? Jadi ini 
memang sudah keterangannya semuanya sudah kita dengar, nanti kita 
yakin dengan keterangan yang mana, dengan bukti tertulisnya. Makanya 
bukti tambahan masih terbuka lebar sampai ke kita sebelum mengakhiri 
persidangan, ya?  

Baik, kalau begitu untuk perkara ini, kita sudah selesai. Untuk 
Perkara (…)    

 
1937. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Yang Mulia?   
 

1938. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Mana ini? Silakan!  
 

1939. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ada (…)  
 

1940. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kalau advokat, pengacara juga terikat sumpah pada waktu 

mengangkat jabatannya sebagai advokat, sebagai pengacara. Tapi kalau 
itu di negara liberal, ada … tidak ada sumpah, ya enggak terikat. 
Tanggung jawabnya, ya tanggung jawab dunia saja. Tapi kalau kita itu 
bernegara hukum, negara hukum Pancasila. Kita itu sebelum 
mengemban amanah, itu disumpah menurut agama dan keyakinan kita 
masing-masing.  

Saya menulis makalah negara hukum Indonesia adalah negara 
hukum yang berketuhanan. Sama kita juga ini disumpah. Jadi, kita 
menjalankan ini juga bertanggung jawab. Kalau saya bertiga ini kepada 
Allah SWT. Pak Palguna kepada Sang Hyang Widhiwasa. Jadi, itu yang 
anu … beda dengan negara hukum Amerika, itu negara hukum yang 
sekuler. Ya? Bertanggung jawab kepada siapa, kita enggak tahu. Atau 
negara entah berantah bertanggung jawab pada iblis juga boleh, gitu. 
Tapi kalau kita bertanggung jawab kepada Allah SWT, bagi yang muslim, 
termasuk para advokat.  

Jadi, sebetulnya dalam menjalankan profesi hukum, itu tanggung 
jawabnya berat sekali. Makanya jangan berbohong, ya? Jangan 
mengatakan A, ya A, B, ya B, itu yang betul. Itu kita pesan begitu, ya. 

Baik. Apa tadi? silakan! 
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1941. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik, Yang Mulia. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan, Yang 

Mulia. 
 

1942. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1943. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ini kaitan dengan kejujuran. Ini ada renvoi, Yang Mulia.  
 

1944. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

1945. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Halaman 10 itu tertulis ... tertulis 10 pada tabel yang pertama, di 

situ seharusnya 9, Yang Mulia. 
 

1946. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

1947. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Tabel kodenya 21132. 
 

1948. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ulangi-ulangi, biar jelas! 
 

1949. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ada renvoi (...) 
 

1950. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Halaman? 
 

1951. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Halaman 10. 
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1952. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 10. 
 

1953. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Pada tabel yang pertama dengan kode Tabel 21132.  
 

1954. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1955. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Dalam tabel tersebut ada selisih dengan angka 10. 
 

1956. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu sebetulnya 9? 
 

1957. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Itu ... 9 seharusnya. 
 

1958. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena kan menurut Termohon 10, menurut Pemohon 1? 
 

1959. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Betul. 
 

1960. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, kalau saya sudah saya renvoi sendiri karena ini memang 

begitu. 
 

1961. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik. Yang ... yang kedua, Yang Mulia. 
 

1962. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 



215 

1963. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Berkaitan dengan kejelasan untuk tambahan alat bukti. 
 

1964. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1965. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Ini berkaitan dengan apakah nanti lanjut perkara apa ndak, itu 

kepastiannya kapan terakhir kira-kira kita bisa ajukan tambahan alat 
bukti? 

 
1966. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, kalau yang dalam persidangan sekarang sebelum sidang 

ditutup dan sebelum disahkan. 
 

1967. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Kalau yang tidak sidang sekarang? 
 

1968. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kalau yang tidak sekarang kalau perkara yang itu diteruskan, ya, 

baru tambahan buktinya kemudian. 
 

1969. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Setelah putusan (...) 
 

1970. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dismissal. 
 

1971. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Dismissal? 
 

1972. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
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1973. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Baik. 
 

1974. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1975. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 
 Demikian, terima kasih, Yang Mulia. 
 

1976. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Ada lagi? 
 

1977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Izin, Yang Mulia. 
 

1978. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Mana ini? 
 

1979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Dari meja terkait. 
 

1980. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

1981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Ya, dalam hal ini saya bertindak sebagai Pemohon Perkara 152-

02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.  
 

1982. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pemohon apa apa? 
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1983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Pemohon juga, Yang Mulia. Ada 2 perkara juga. 
 

1984. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Perkara mana? 
 

1985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini izin kalau 

diperkenankan, Yang Mulia. Kemarin kan ada alat bukti yang tidak ada 
fisiknya, kami untuk menyerahkan kalau bisa diperkenankan. 

 
1986. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu waktu jadi Pihak Terkait? 
 

1987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Jadi Pemohon, Yang Mulia.  
 

1988. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, ya sekarang Anda di situ duduk di situ enggak bisa kok bicara 

Pemohon, ya. 
 

1989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 1 tim juga, Yang Mulia. 
 

1990. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? 
 

1991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 1 tim. 
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1992. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya tapi enggak bisa, kan 1 pintu.  
 

1993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Oh, baik.  
 

1994. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pindah dulu sana dong! Sekarang di sana kok kepentingan 

Pemohon yang disampaikan enggak bisa kan. Ya, itu sudah lewat itu, ya! 
 

1995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Pindah dulu, Yang Mulia? 
 

1996. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya enggak bisa. Lah, posisinya di situ kok berbicara perkara lain, 

gimana itu. Saya nanti pindah ke sana jadi juru panggil. Aneh-aneh saja. 
Ya, moga-moga perkara Anda itu terus, sehingga nanti buktinya bisa 
ditambahkan.  Enggak bisa pindah Anda, hari ini persidangannya Perkara 
193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kalau Anda mau pindah situ, ya, 
sidang sendiri di situ sendiri. 

 
1997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 
 
 Izin, Yang Mulia. Ini melengkapi karena kemarin fisiknya tidak 

ada. 
 

1998. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, kan itu sudah disahkan tanpa bukti fisik. 
 

1999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Ya, betul, Yang Mulia. 
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2000. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi daftar ada. Lah, sekarang berarti karena enggak ada bukti 

fisiknya pada waktu pengesahan diverifikasi enggak ada, sehingga 
daftarnya juga sudah dicoret, gitu.  

 
2001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 
 
 Tidak diterima, Yang Mulia? 
 

2002. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, enggak bisa.  
 

2003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

2004. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Nanti kalau kita berubah-ubah enggak konsisten nanti 

semuanya juga protes, ya? 
 

2005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

2006. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Anda diakomodir nanti yang lain juga begitu minta diakomodir, 

kan kacau. Ini ada hukum acaranya, ada ketentuannya, ada prosesnya 
harus bagaimana harus kita ikuti bersama, ya? 

 
2007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
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2008. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukan, saya lho saya ini karena kalau saya ketemu nanti di luar 

nanti, ”Pak, saya mau menyerahkan.” Ya saya terima, tapi bukan sebagai 
Hakim, ya. 

 
2009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 
 
 Siap, Yang Mulia.  
 

2010. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sebagai pribadi. 
 

2011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN WINATA (PKB) 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

2012. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, lucu-lucu jadinya tuh. Ya, enggak apa-apa. Ya, daripada lapar 

belum makan ada yang lucu malah kita jadi kenyang ini.   
 Baik, Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah 

selesai.  
 

2013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. 
 

2014. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, mana? 
 

2015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Yang 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar 

tadi. 
 

2016. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
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2017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Berdasarkan kejujuran tadi yang dimaksud itu saya juga mau 

merenvoi di Tabel 2 tertulis ada 20, seharusnya itu 29. 
 

2018. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Itu yang 20 mestinya 29? 
 

2019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 29. Jadi total di bawah tetap 90, Yang Mulia. 
 

2020. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik, baik. 
 

2021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Terima kasih. 
 

2022. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, kalau ini masih boleh. 
 

2023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

2024. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, kan? Yang sebelahnya enggak boleh, mohon maaf. Ini Pak 

Ketua komentarnya sambil bisik saya “Itu ada-ada saja.” Ya, kita kan 
begini ini jadi bersaudara, ya. Tapi dalam rangka menjalankan 
kewenangan tidak boleh ada intervensi. Tapi kita bersaudara ini semua, 
ya kan. Tadi di halaman berapa tadi? Yang 20 menjadi ... tadi diulangi!  

 
2025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang di halaman (...) 
 

2026. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Meskipun sudah tercatat dalam rekaman tapi ini supaya anu.  
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2027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Di halaman 7, Yang Mulia.  
 

2028. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Halaman 7 (...) 
 

2029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Ya. 
 

2030. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tertulis? 
 

2031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Al-Azmi tertulis di C-1 nya itu 20. 
 

2032. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 20. 
 

2033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Seharusnya 29. 
 

2034. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 29. 
 

2035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Sesuai dengan DA-1. 
 

2036. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
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2038. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Ya, sekali lagi ini kita terima. 
 

2039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 
 
 Terima kasih. 
 

2040. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena masih dalam proses. Sedangkan yang sebelahnya tidak 

diterima, sambil bergurau, ya, Mas, ya? Ya, sesama orang Indonesia itu 
harus begini. Baik, sekarang perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. 

  
2041. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

  
 Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. 
  

2042. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Waalaikumsalam wr. wb. 
  

2043. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ikut yang tadi, Yang Mulia, yang Perkara 91-19-07/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, kami di halaman 8, ini yang Pemohon PBB, Bangka 
Belitung, Pangkal Pinang, tadi ada kesalahan saja, berkaitan penyebutan 
Desa dan Kelurahan, harusnya Desa Opas Indah itu adalah Kelurahan 
karena dibawah Kota Pangkal Pinang. 

  
2044. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Ya. 
  

2045. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Halaman 9, ditabel itu, Yang Mulia. 
  

2046. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
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2047. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Desa Gedung Nasional, itu harusnya Kelurahan Gedung Nasional. 

Kemudian kelurahan … Desa Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun. 
  

2048. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

2049. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Itu saja, Yang Mulia. 
  

2050. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya, ganti kelurahan semua, ya? Yang berkaitan dengan itu, ya, 

nama itu, ya?   
  

2051. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Ya, terima kasih, ya, ya. 
  

2052. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Maaf, kita harus berlatih cermat itu karena desa dan kelurahan itu 

juga beda kan, kalau desa itu berarti dipedesaan kalau kelurahan itu 
bagian, kayak desa, begitu, tapi diperkotaan, itu undang-undang tentang 
pemerintah desa atau daerah itu begitu, itu. Baik, silakan.  

  
2053. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

  
 Ya, terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara 70-03-04/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, ini, ada 4 Dapil, Yang Mulia. 
  

2054. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

2055. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Dapil Indragiri Hilir IV, Dapil Siak IV, Dapil Bengkalis IV, dan Dapil 

Bengkalis V. 
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2056. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

2057. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Baik, untuk … mohon izin untuk menyampaikan dalam Eksepsi 

terlebih dahulu. 
  

2058. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Silakan. 
  

2059. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Menuju kepada permohonan Pemohon bahwa karena didasarkan 

pada peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran administratif 
pemili, maka menujuk kepada Pasal 460 juncto pasal (…) 

  
2060. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Bukan kewenangan, ya? 
  

2061. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 461, undang-undang … ayat (1), Undang-Undang Pemilu adalah 

kewenangan dari Bawaslu. 
  

2062. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
  

2063. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
  
 Kemudian, berkaitan dengan Eksepsi Pemohon (…) 
 

2064. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Permohonannya (…) 
  

2065. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Jelas, kabur obscuur libel adalah dalil Pemohon ternyata tidak 

menyebutkan jumlah. 
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2066. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2067. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Mau … maupun … jumlah suara maupun tingkat atau sebaran TPS 

di kelurahan dan tingkat kecamatan, apa yang didalilkan. Namun, di sisi 
lain Pemohon menyampaikan adanya dalil tentang pengurangan dan 
penambahan, jadi menurut hemat kami, permohonan demikian adalah 
tidak konsisten dan kabur, Yang Mulia. 

 
2068. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2069. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Lanjut, dalam pokok perkara (…) 
 

2070. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang Pokok pemohonan. 
 

2071. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ha? 
 

2072. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, pokok permohonan. 
  

2073. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Berkaitan dengan (…) 
 

2074. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Indragiri Hilir dulu. 
 

2075. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Indragiri Hilir ini, Dapil IV, kami menyampaikan persandingan 

data. 
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2076. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2077. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Nah, di dalam pemohonan Pemohon, itu termuat angka-angka 

seperti itu untuk parpol PKB adalah 4.852, Gerindra 2.051, PDIP 2.702, 
Golkar 8.496, itu. 

 
2078. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2079. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Klaim dari Pemohon. Nah, setelah kita cek data di Termohon 

berdasarkan T-001, ini untuk Model … Model … Model DB1-DPRD. 
  

2080. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sebentar, ya, itu kok anu, ya, kok, angkanya sama antara yang 

ditentukan Termohon dan Pemohon.  
 

2081. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, ya. 
 

2082. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Betul? 
 

2083. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dipermohonan memang begitu angkanya. 
 

2084. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak, yang Termohonnya? 
 

2085. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, memang Termohon juga setelah kita cek juga sama. 
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2086. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oh, sama? 
 

2087. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Makanya itu, Yang Mulia. 
 

2088. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  

2089. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Karena sama itu, maka (…) 
 

2090. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada selisih dong berarti, kan? 
  

2091. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
Ya.  Kemudian … karena di dalam uraiannya Pemohon itu kan 

menyampaikan bahwa ada pemilih yang tidak berhak bagi TPS 1, dan 2, 
desa (…) 

 
2092. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke (…) 
 

2093. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dan selanjutnya itu, hanya itu yang disampaikan tapi ternyata 

angka perolehan suaranya adalah sama, data di antara Pemohon dan 
Termohon. 

 
2094. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sama … Termohon, ya, oke. 
 

2095. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Boleh berlanjut ke (…) 
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2096. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Siak? 
 

2097. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dapil IV, Siak. 
 

2098. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, silakan. 
 

2099. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik, berkaitan permohonan Pemohon, kami juga menyandingkan 

perolehan suara. 
 

2100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em. 
 

2101. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Di sini didasarkan pada T-001 Siak IV, berupa Model DB1-DPRD. 
 

2102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2103. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Baik, di sini ada … bahwa jujur dalam data yang disampaikan 

oleh Termohon, eh, maaf Pemohon. Terjadi perbedaan penulisan angka 
dalam tabel persandingan suara versi Pemohon dalam Posita huruf A 
halaman 8, dokumen permohonan Pemohon. Dalam tabel Pemohon 
menuliskan angka perolehan suara Pemohon adalah 4.392, sedangkan 
pada Posita huruf A, halaman 8, dokumen permohonan Pemohon, 
Pemohon menuliskan perolehan suara Pemohon adalah 4.932 suara. 

 
2104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 4.392? sama ini dengan … antara Termohon dan Pihak Terkait, … 

eh, antara Pemohon dan Termohon. 
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2105. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ini kami hanya ingin menyajikan … menunjukkan bahwa Pemohon 

juga tidak konsisten, Yang Mulia. 
 

2106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

2107. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Bahwa awalnya menyebut 4.392 kemudian huruf A halaman 8, itu 

menyebut 4.932. 
 

2108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2109. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Nah, kemudian ini kan kami berkaitan dengan versinya ya ini, 

yang datanya, Yang Mulia. 
 

2110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2111. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kami menyampaikan bahwa untuk Partai PDIP, kami 

mencantumkan yang 4.392 suara versi ... maaf ... 4.392 versi Pemohon, 
juga versi Termohon sama (...)  

  
2112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sama 4.392 (...) 
 

2113. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Karena tidak di renvoi, jadi kami mengambil salah satu dari dalil 

Pemohon saja.  
 

2114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus? 
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2115. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Baik, karena tidak ada perbedaan dan persandingan data (...) 
 

2116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Maka sebetulnya tidak ada masalah (...) 
 

2117. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

2118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2119. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Apa yang disampaikan juga adanya dugaan pemilih tidak sah di ... 

seperti itu, Yang Mulia. 
 

2120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tidak berhak untuk memilih di TPS-TPS yang disebut, yakni TPS 

10 Desa Kandis, TPS 5 Desa Kandis Kota, TPS 12 Desa Kandis Kota (...) 
 

2122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2123. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Sedemikian dalil tersebut tidak berdasar dan tidak benar, Yang 

Mulia. 
 

2124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, sekarang Bengkalis IV. 
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2125. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Bengkalis IV persandingan data lagi, ini didasarkan pada T-001 

Bengkalis IV. 
 

2126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 T-001?  
 

2127. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, Bengkalis IV.  
 

2128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2129. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dan selanjutnya (...) 
 

2130. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus? 
 

2131. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ini bentuknya adalah Model DB1-DPRD. Bahwa tidak ada 

perbedaan juga, Yang Mulia, antara perolehan suara partai politik, antara 
versi Pemohon dan Termohon (...) 

 
2132. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tidak ada perbedaan, ya. 
 

2133. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Mirip dengan yang ... eh ... tadi. Pada pokoknya seperti itu. 

Kemudian Dapil Bengkalis V (...) 
 

2134. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Silahkan persandingan. 
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2135. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Berkat ... berkaitan dengan persandingan perolehan data, di sini 

ada 4 partai yang ... maaf ... di ke-4 partai itu. Bahwa tidak ada 
perbedaan perolehan suara partai politik antara Termohon dan 
Pemohon, jadi ini sama. Dalil-dalil Pemohon selebihnya yang direkam 
oleh Pemohon sebagaimana permohonan a quo, khususnya di wilayah 
Kabupaten Bengkalis Dapil V, merupakan segenap dalil yang tidak 
berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan berkaitan dengan 
uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu 
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan ... 
dengan administrasi pelaksanaan pemilu dan selanjutnya. 

 Jadi tadi hampir mirip karena hanya menyebutkan adanya dugaan 
adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS. Seperti 
itu, Yang Mulia. 

 
2136. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 Ya, silakan! 
 

2137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Jadi begini pak Arqom, kalau yang di Bengkalis V ini kan tadi kita 

sudah panjang tadi, ya. Di sini juga dipersoalkan lagi oleh Pemohon, di 
TPS 12, kemudian ada lagi TPS ... termasuk TPS 39, dan beberapa TPS 
lainnya. Ini apa yang kemudian diberikan tanggapan oleh Termohon soal 
ini? Ini muncul lagi nih kasusnya di sini.  

 
2138. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Sebentar ... itu di permohonan (...) 
 

2139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Di permohonan ini ada jelas sekali dari mulai halaman 31 sampai 

kemudian halaman ... panjang ini. Tapi jawaban dari Termohon pendek 
sekali. Ini kan harus klir semua ini, ya?  

 
2140. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Saya ... eh ... anu ... Pak Arqom ini.  
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2141. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

2142. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, penjelasan Saudara ini konsisten dengan penjelasan pada 

waktu kita bicara dengan Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019.  

 
2143. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

2144. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, kan? 
 

2145. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. 
 

2146. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Saudara di sini juga menyampaikan bahwa perolehan Partai 

Kebangkitan Bangsa, ya, seperti yang ditulis di sini juga, 3.033. Gitu 
kan?  

 
2147. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, benar, Yang Mulia.  
 

2148. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi Saudara mengatakan sebetulnya jawaban Saudara mengenai 

Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu sudah selesai 
persoalannya. Ya kan? 

 
2149. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, jadi (...) 
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2150. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sehingga juga dikatakan di sini, perolehan suara pada waktu di 

Perkara 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Anda juga menyampaikan 
tabel yang berhubungan dengan ... sama dengan pada waktu Perkara 
70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa persoalan itu sudah selesai, 
PKB memperoleh 3.033, kemudian Nasdem 2.998, tapi karena 
permohonan ini berkaitan dengan PDIP, PDIP perolehan suaranya 6.860, 
gitu kan? Ya, kan? 

 
2151. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

2152. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, saya kok menangkapnya gitu?  
 

2153. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, jadi ... satu, berkaitan. Kedua, ya, memang karena apa yang 

disampaikan oleh Pemohon ini angkanya sama dengan yang (...) 
 

2154. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Punya ... anu ... kan? Pemohon punya ... sama dengan 

Termohon. Gitu. 
 

2155. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, karena sama jadi ... karena tidak ada perbedaan, menurut 

hemat kami. Kemudian yang ... beberapa hal-hal yang disampaikan itu 
masuk ke administratif pemilu. 

 
2156. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya (...) 
 

2157. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Kalau perselisihan hasilnya tidak ada, Yang Mulia. 
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2158. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tapi juga Saudara itu konsisten dengan apa yang disampaikan 

pada Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 
 

2159. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

2160. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, silakan prof! 
 

2161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Begini, Pak Arqom.  
 Kalau data ini memang ya ... dia sumbernya kan DB-1, ya kan DB-

1 nya di cocokkan, ya, sama dua-duanya, karena sumbernya sama.  
 

2162. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, ya. 
 

2163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Kan tapi persoalannya ketika kemudian di dalam dalil-dalil 

berikutnya ini menyebutkan ada problem menyangkut hampir yang sama 
dengan Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu 
penggelembungan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran di sini. Lah 
ini yang Anda tidak kemukakan di dalam penjelasan, Anda cuma 
memindahkan DB-1 nya yang punya Termohon yang kemudian 
dicocokkan dengan DB-1 Pemohon yang sama. Pasti sama sumbernya 
juga sama, hanya problemnya ada yang sekian banyak dalil ini loh. Yang 
belum dijawab.  

 
2164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
Begini, dalil dari Pemohon itu kan mempersoalkan ada pemilih 

ganda, gitu, ya? Tadi kan Saudara menyampaikan. Ya, kan? 
 

2165. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, benar, Yang Mulia. 
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2166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bahwa ada persoalan-persoalan yang dirumuskan. Nah, 

persoalan-persoalan yang dirumuskan itu, itu gimana? Tapi, kalau dalam 
perolehan suara, Anda sudah menyantumkan konsisten dengan Perkara 
Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tapi Anda belum 
merespons dalil-dalil yang disampaikan oleh … sebentar, yang 
dipersoalkan oleh Pemohon, yang berkenaan dengan ini. Itu yang 
dipersoalkan Prof Enny. Ini PDIP mempersoalkan di halaman 
permohonan sejak permohonan itu … ya, persandingan-persandingan 
yang angkanya sama, tapi sebetulnya itu berbeda, ada persoalan. 
Terdapat surat suara yang tercoblos pada ini, kemudian itu banyak dalil 
sebetulnya yang disampaikan oleh Termohon.  

 
2167. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, Majelis Yang Mulia, kami tadi sudah menyampaikan bahwa ini 

berkaitan dengan administratif pelanggaran pemilu. 
 

2168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. 
 

2169. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Terutama kami sudah (…) 
 

2170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, jadi Anda global? 
 

2171. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Sudah menyampaikan bahwa kami memang menyangkal dalil itu. 
 

2172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, oke. Jadi, mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh 

Pemohon, panjang lebar itu adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang 
berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu, gitu? 

 
2173. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Ya, Yang Mulia. 
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2174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, yang memengaruhi suara perolehan hasil. Tapi, menurut 

Anda, itu mestinya sudah selesai atau diajukan kepada Bawaslu. 
 

2175. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Bawaslu, ya. 
 

2176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukan ke MK, gitu kan di … di mana … di eksepsinya begitu, kan? 
 

2177. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya. Kemudian karena klaimnya tadi angkanya sama, jadi, ya (…) 
 

2178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, sebetulnya tidak ada masalah. Gitu menurut Anda? 
 

2179. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, gitu, Yang Mulia. 
 

2180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, Prof, ada lagi? Ya, ya. Cukup, terima kasih.  
Jadi, Petitumnya, ya, suara yang benar bagi PDI, ya, segitu itu, 

ya, kan berarti? 
 

2181. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Dilanjutkan? Apa sudah selesai? 
 

2182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, Petitumnya itu toh berarti? 
 

2183. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Ya, cukup, Yang Mulia. Ini sudah tercantum di halaman 9 dan 10. 

Terima kasih, Yang Mulia. 
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2184. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang Pihak Terkait PKS. 
 

2185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
Baik, secara umum pandangan jawaban dari KPU kami sepakat 

bahwa itu termasuk dalam rangkaian pelanggaran administrasi. 
 

2186. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Dan itu sudah diproses, dan ditindaklanjuti di tingkat kecamatan, 

dan sudah diselesaikan. 
 

2188. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Namun di eksepsi tetap kami ingin sampaikan. Mohon izin, Yang 

Mulia? 
 

2190. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Dalam eksepsi kami, kami sampaikan bahwa yang pertama 

permohonan Pemohon ini tidak memenuhi syarat, dimana ketentuan di 
dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dan Perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, di sini pada faktanya dari keseluruhan permohonan Pemohon itu 
tidak satupun dalil keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang 
berpengaruh terhadap penentuan terpilihnya Pemohon. Melainkan dalil-
dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang diduga secara masif, 
sedangkan unsur terstruktur dan sistematisnya tidak dijelaskan 
Pemohon. 
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 Dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran masif juga tidak 
memiliki alat ukur pengaruh terhadap perolehan suara, bahkan dalam 
Petitum Pemohon pun tidak sebagaimana yang disyaratkan dalam 
Peraturan Mahkamah Konstitusi. 

 
2192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Selanjutnya, obscuur libel. 
 

2194. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

2195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Di sini, kita dapat temui dalam berbagai dalil yang disampaikan 

oleh Pemohon pada poin 4, halaman 21 itu menyatakan salah satunya 
Pemohon mendalilkan adanya peristiwa pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 
22.09 WIB untuk DPRD Provinsi Dapil V terjadi kesalahan penjumlahan, 
sehingga antara C-1 Salinan saksi dan seterusnya, ini bukanlah bagian 
yang tepat untuk dimasukkan ke dalam permohonan Dapil Bengkalis IV 
karena Dapil Bengkalis IV ini tujuannya untuk keanggotaan DPRD 
Kabupaten Bengkalis, bukan provinsi. 

 Bahwa berdasarkan hal itu, kami mengatakan bahwa permohonan 
Pemohon ini ambigu dan tidak sesuai dengan apa yang kemudian 
dimaksudkan hingga kemudian kabur. 

 
2196. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Selanjutnya, dalam pokok perkara.  
Dalam pokok permohonan, kami melihat memang di sini terdapat 

beberapa permasalahan administrasi tersebut. Sekali lagi, mungkin ingin 
saya jelaskan bahwa peristiwa administrasi tersebut itu memang terjadi 
di lapangan dan memang saksi kita itu menjelaskan bahwa terdapat 
kesalahan-kesalahan pada saat tally yang kemudian ini dikhawatirkan 
bagi Pemohon itu terjadi penggelembungan.  



241 

Namun, setelah kemudian Pihak Pemohon dan beberapa partai 
lain yang kemudian … karena merasa C-1 yang dipegang oleh saksi dan 
C-1  hologram atau plano itu kemudian berbeda. Maka kemudian dicek 
kembali, membuka, hingga membuka semua kotak suara. Ini juga nanti 
mohon dijelaskan kepada Bawaslu, ya. Karena rekomendasinya terakhir 
itu adalah membuka seluruh kotak suara dan kemudian menghitung 
ulang. Maka, Bengkalis IV ini pada masalah pemilu di Riau, ini paling 
akhir selesainya dikarenakan harus dihitung ulang dari seluruh TPS di 
yang ada di Mandau, Bengkalis IV. Di sini dan sudah diselesaikan di 
tingkat PPK dan hasilnya sudah disepakati oleh seluruh peserta pemilu 
melalui saksi-saksinya, maka sejatinya permasalahan itu sudah selesai. 

 
2198. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Maka, dengan ini 

kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Terkait (…) 
 

2200. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Termohon.  
  

2201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Termohon, ya, mohon maaf, Termohon. Karena memang perihal 

tersebut bukanlah ranah daripada MK karena itu ranah daripada 
Bawaslu.  

 
2202. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Sekarang (…) 
 

2203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
  Izin, Yang Mulia. Membacakan (…) 
 

2204. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Petitumnya, ya.  
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2205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Petitumnya. 
 

2206. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Kalau Terkait dengan Terkait, berarti Anda sendiri kait-mengkait 

itu.    
 

2207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Saling terkait, baik. 
Pada Petitumnya, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana 

tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi 
untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.  

Dalam eksepsi, Menerima eksepsi Pihak Terkait. Dan dalam pokok 
perkara, menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat 
diterima dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 
dan seterusnya telah benar. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan 
Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis 
Daerah Pemilihan Bengkalis IV yang benar adalah sebagai berikut.  

 
2208. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Partai Keadilan Sejahtera. 
 

2210. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Perolehan suara berdasarkan DB-1=22.331. 
 

2212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang nomor 8 itu, ya? 
  

2213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Nomor 8 dan (…) 
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2214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
Dan sekarang Pemohonnya (…) 
 

2215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 PDIP 8.242.  
 

2216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke.  
 

2217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan seadil-adilnya. 
 

2218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Ex aequo et bono.  
 

2220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMARIADI (PKS) 
 
 Terima kasih.  
 

2222. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik, terima kasih.  
Bawaslu, ada persoalan yang akan disampaikan keterangannya? 
 

2223. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Izin, Yang Mulia.  
 

2224. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Begitulah, bertugas, jangan jalan-jalan di Monas. 
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2225. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Siap, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon, ini pada 

Dapil IV Kabupaten Siak. 
 

2226. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2227. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Ini yang dimohonkan oleh … keterangan Bawaslu terkait hal ini, 

hanyalah pada proses penanganan pelanggaran. 
 

2228. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2229. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Karena yang dimohonkan juga tidak mengenai selisih suara.  
 

2230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

2231. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Sama seperti yang disampaikan oleh Termohon tadi.  
 

2232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2233. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Nah, terhadap proses ini (…) 
 

2234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi Pak … Ke Pak Wahyu, ya?  
 

2235. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Ya, ya, Yang Mulia.  
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2236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ya, sudah kenal saya berarti sekarang.  
 

2237. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

2238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2239. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Nah, terhadap proses adanya pemilih yang tidak memiliki kartu 

identitas KTP elektronik Siak yang memilih di Siak. 
 

2240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2241. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Kemudian ter … ada juga dugaan 5 pemilih yang luar Siak 

memilih, ini semuanya sudah dilakukan proses, ada putusan Bawaslu, 
dimana memang tidak bisa direkomendasikan untuk dilakukan PSU 
karena laporan itu sendiri, ini setelah pleno kabupaten selesai.  

 
2242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Selesai. 
 

2243. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Sehingga limitasi waktu sebagaimana diatur di Pasal 373 (…) 
 

2244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sudah terlewati.  
 

2245. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Undang-Undang itu sudah terlewati. Ada 3 yang disampaikan oleh 

Pemohon, semuanya sama, Yang Mulia. 
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Ada 1 lagi bahwa pada TPS 10 dan TPS 12, ada pemilih yang 
memilih … apa … 2 kali. Nah, proses ini sudah ada proses pidananya dan 
sudah ada putusan pengadilan. Tapi, secara administrasi, kita juga tidak 
bisa merekomendasikan PSU karena pemilih tersebut namanya sama-
sama terdaftar di kedua TPS.  

 
2246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 DPT. 
 

2247. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Ya, ya, sebagai DPT. 
 

2248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2249. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Karena mereka terdaftar, maka tidak bisa di … Bawaslu 

berpendapat bahwa ini tidak bisa direkomendasikan untuk Pemungutan 
Suara Ulang. Karena (…) 

 
2250. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Secara pidana, melanggar undang-undang, kan, itu? 
 

2251. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Sudah vonis pengadilan negeri, Yang Mulia.  
 

2252. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sudah ada vonis pengadilan Negeri? 
 

2253. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Sudah, Yang Mulia.  
 

2254. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dijadikan bukti juga itu? Di situ? Di bukti (…) 
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2255. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Oh, ya dijadikan bukti, Yang Mulia. 
 

2256. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Ada lagi?  
 

2257. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Kemudian, pada Bengkalis pada Indragiri Hilir, pada Dapil IV 

Indragiri Hilir, proses pengawasan terhadap seluruh proses pungut 
hitung di Kecamatan Teluk Balengkong itu, Bawaslu tidak menerima 
laporan, juga tidak ada temuan pada saat proses di tingkat kecamatan. 
Nah, pada saat proses di kabupaten, baru kemudian ada laporan masuk 
ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Ada dugaan pidana bahwa ada 
yang menggunakan hak pilih orang lain yang memilih di Kecamatan 
Teluk Balengkong pada Indragiri Hilir IV.  

 
2258. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2259. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Nah, ini juga sudah dilakukan prosedur penangan pelanggaran 

oleh Bawaslu. Teluk Belengkong itu daerah yang sangat terisolir di 
Indragiri Hilir dan Bawaslu … tim penindakan dari Bawaslu bersama 
Gakkumdu ini 7 hari berada di sana untuk mencari pihak yang diduga 
bisa diminta keterangan dan hanya 1 orang yang bisa dimintai 
keterangan, sehingga batas waktu yang diberikan undang-undang juga 
terlewati. 

 
2260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Terlewati?  
 

2261. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Terlewati, sehingga dugaan pelanggaran pidana ini tidak 

terpenuhi untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini yang terjadi di (…)  
 

2262. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Indragiri?  
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2263. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Indragiri Hilir. 
 

2264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2265. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Memang sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, adanya tanda 

tangan yang mirip, ini memang diduga juga demikian oleh Bawaslu. Akan 
tetapi, kita tidak bisa … selama 7 hari berada di sana, pihak-pihak yang 
diduga akan kita minta keterangannya, ini sudah tidak berada di sana, di 
kecamatan tersebut … di desa tersebut. Itu mengenai di Indragiri Hilir 
IV. 

 Kemudian, mengenai di Bengkalis IV, kebetulan semuanya 
dapilnya IV ini. Mengenai di Bengkalis IV, di Kecamatan Mandau itu 
memang ini prosedur rekap tingkat kecamatan yang paling lama di 
Provinsi Riau. Ada 502 TPS di sana, kemudian ini sebenarnya di 502 TPS 
ini semuanya sudah dilakukan proses penghitungan ulang sebagian 
besar. Jadi, semuanya buka kotak, tapi tidak semuanya hitung ulang. 

 
2266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2267. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Sekitar 150 sampai 170 itu hitung ulang.  
 

2268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2269. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Yang lainnya, melihat pada kecocokan antara C-1 Plano (…)  
 

2270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dengan? 
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2271. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Dengan DA-1.  
 

2272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2273. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Nah, ketika sudah … awalnya ini hitung ulang, tapi karena ini 

memakan waktu panjang, akhirnya ada kesepakatan untuk cukup lihat 
ini, kalau tidak ada keberatan, ya pakai hasil pencocokan T … C-1 Plano 
dengan DA-1.  

 
2274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Kalau itu angkanya cocok, enggak usah dihitung ulang?  
 

2275. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Enggak usah dihitung ulang. 
 

2276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2277. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Awalnya, semua dihitung ulang. Jadi, sehingga di Kecamatan 

Mandau, 502 TPS itu sebenarnya sudah dilakukan buka kotak.  
 

2278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2279. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
 
 Demikian, Yang Mulia.  
 

2280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Cukup, ya? Terima kasih, Pak Wahyu.  
 Sekarang Perkara Gerindra. Silakan, Termohon! 
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2281. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 Kami Kuasa dari Termohon dalam Perkara Nomor 152-02-

04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon Gerindra, Daerah 
Pemilihannya DPR Dapil Riau I, DPR Riau … DPR RI Dapil Riau II, DPRD 
Provinsi Dapil Riau II.  

 
2282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2283. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kemudian, kami melanjukan eksepsi, Yang Mulia?  
 

2284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2285. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Itu berkaitan dengan sudah adanya diterbitkannya Putusan 

Bawaslu Nomor 07/LP/PL dan seterusnya, yang kami uraikan dalam 
halaman 13, Yang Mulia.  

 
2286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2287. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Mengenai amar putusannya.  
 

2288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2289. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Oleh karenanya, kami menyitir pada Putusan MK Nomor 01 Tahun 

2019.   
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2290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2291. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Yang pada dasarnya, … apa … antara lain, MK 

mempertimbangkan. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi 
wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah 
diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, 
Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan oleh 
tadi dimaksud.   

 
2292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

2293. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Jadi, sudah ada putusannya.  
 Kemudian, termasuk juga Posita Pemohon berkaitan dengan DPR 

RI Dapil Riau II, DPRD Prov … DPRD Provinsi Dapil Riau II, itu menurut 
hemat kami dikualifikasikan sebagai pelanggaran, tata cara, prosedur, 
dan mekanisme rekapitulasi yang merupakan kategori pelanggaran 
administratif. Itu mengenai kewenangan Mahkamah.  

Kemudian, tentang Legal Standing, Yang Mulia. Ini kalau kita 
cermati permohonan-permohonan ini ada berkaitan dengan sengketa 
antara calon yang di satu parpol. Sedangkan, yang mengajukan adalah 
(suara tidak terdengar jelas). Sehingga menurut hemat kami, Pemohon 
tidak punya Legal Standing untuk mengajukan permohonan. Mengenai 
hal ini, sudah kami uraikan dalam jawaban kami, halaman 57 … 5 sampai 
7 bagian eksepsi tentang Legal Standing.  

  
2294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Ini (…)  
 

2295. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kemudian, tentang tenggang waktu, Yang Mulia.  
 

2296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini mestinya perkara internal, menurut Pemohon?  
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2297. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul.  
 

2298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Menurut Termohon, ya?  
 

2299. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul.  
 

2300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2301. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Tenggang waktu. Dalam permohonan awal hanya terdapat 

persoalan DPR RI Dapil II dan DPRD Provinsi Dapil II. Kemudian, dalam 
perbaikan menambah 1 dapil, yaitu DPR RI. Mengenai hal ini, kami 
sudah uraikan dalam jawaban kami halaman 78 bagian eksepsi tentang 
tenggang waktu.  

Mengenai pokok jawaban atau pokok permohonan dalam DPR RI 
Dapil Riau I, kami menampilkan tabel yang dapat dilihat dalam tabel 2, 
angka 1 … angka 1, 3 halaman 8, 12. Sehingga karenanya, permohonan 
Pemohon untuk dilakukan PSU tidak memenuhi syarat pemungutan 
suara ulang dan mengenai hal ini sudah kami uraikan dalam jawaban 
kami angka 45, halaman 11 dan 12. Sudah kami tadi sampaikan bahwa 
tadi sudah ada putusan Bawaslu.  

 
2302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2303. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Mengenai hal ini. Dimuat dalam halaman 13 sampai 14. Dan 

kemudian, kami sudah ajukan sebagai Bukti Surat T-017/Riau dan 
seterusnya. 

Kemudian, DPR RI Dapil Riau II. Kami menampilkan tabel, nama 
calon anggota dan seterusnya (…)  
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2304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2305. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kemudian terhadap pu … terhadap dugaan pengurangan dan 

penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon, diperiksa setelah 
selesai tahapan rekapitulasi penghitungan tingkat provinsi dan oleh 
karenanya tidak dapat di re ... register oleh Bawaslu Provinsi. Oleh 
karenanya menurut Termohon, persoalan yang permasalahannya 
Pemohon a quo patutlah dianggap sebagai bentuk sengketa pelanggaran 
administratif yang bersifat kualatif dan belum pernah diajukan keberatan 
ataupun diperiksa dalam selama proses penyelenggaraan pemilu 
berjalan. Dan kami muat dalam perbaikan jawaban, angka 1.4 halaman 
14 dan 15.  

Kemudian berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Riau II, terha ... 
terhadap dugaan pengurangan dan penggelembungan suara yang 
dimaksud oleh Pemohon, beri ... periksa setelah selesai tahapan 
rekapitulasi. Di dalam seperti yang sudah kami sampaikan tadi dan telah 
kami tuangkan dalam bentuk uraian narasi perbaikan jawaban kami, 
angka 1.4 halaman 15. 

 Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, kami mohon kiranya 
Mahkamah ber ... mengaju ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok 
perkara untuk poin 1 dan 2 kami tidak bacakan. Kemudian poin ... angka 
3, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR 
dan DPRD daerah pemilihan ... Daerah Pemilihan Provinsi Riau yang 
benar adalah perolehan suara Pemohon untuk Dapil I. Miftah Nuh Sabri 
perolehan suaranya 55.984, Muhammad Rahul 60.625. Kemudian Dapil 
Riau II, atas nama M. Said Bakhri, S.Sos ... S.H., M.H., perolehan 
suaranya 25.024. Kemudian perolehan suara Pemohon Calon Anggota 
DPR Provinsi untuk pengisian anggota DPR Provinsi Dapil Riau II Adriyan 
jumlahnya 4.709. Namun bila Majelis berpendapat lain, kami mohon 
putusan berdasarkan keadilan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. 
Demikian, Yang Mulia.   

 
2306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Terima kasih, Pak Absar. 
 Ini sekarang Bawaslu, langsung. Silakan, Bawaslu. Ada catatan? 
 

2307. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Baik, Yang Mulia.  
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2308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.   
 

2309. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Ini terkait dengan permohonan dari Pemohon untuk 152 Gerindra. 

Tadi yang menyebutkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari 
salah satu peserta pemilu, yaitu dari Gerindra dan PAN, saya lupa nama 
pelapornya. 

 
2310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

2311. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Yang pada intinya adalah mempersoalkan dugaan pelanggaran 

administrasi di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 98 ... 96 TPS.  
 

2312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2313. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
Yang pada intinya minta untuk di ... dilakukan penghitungan ulang 

karena diduga terdapat beberapa pelanggaran di sana. Dan laporan ini 
sudah kita tindak lanjuti dengan proses penanganan pelanggaran 
administrasi acara cepat. Dan dari 96 TPS yang dilaporkan, kemudian 
dalam persidangan kita sudah memverifikasi dan menghadirkan langsung 
KPU Kabupaten Rokan Hulu, kemudian PPK sebanyak yang disebutkan di 
dalam laporan, juga termasuk PPS. Kemudian, kita juga menghadirkan 
panswascam dan pengawas desa/kelurahan. Dari hasil 96 TPS yang 
dilaporkan, kemudian setelah kita verifikasi dan kita mendengarkan 
kesaksian … apa ... keterangan dari panwas kecamatan yang hadir pada 
saat melakukan pengawasan di tingkat rekapitulasi kecamatan, maka  
terdapat 24 kotak suara yang menurut keyakinan kita, ini yang perlu 
dibuka kotak suara untuk memeriksa, apakah terdapat pelanggaran pada 
saat penulisan.  

Nah kemudian dari hasilnya, kita me ... memerintahkan untuk 
membuktikan dengan membuka kotak suara untuk mencocokan C-1 plan 
... C-1 yang dimiliki oleh pelapor dengan C-1 Plano. Maka kemudian, kita 
buka sela ... sebanyak 24 kotak dan hasilnya ternyata tidak terdapat (...)  
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2314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Perbedaan.  
 

2315. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Perbedaan. Jadi, hasilnya semua sudah kita saksikan 24 kotak itu, 

di situ ada pelapor, di situ ada KPU, di situ juga kita Bawaslu Kabupaten 
Rokan Hulu sebagai yang menyaksikan. Dan itu yang dapat kami 
jelaskan, Yang Mulia.  

 
2316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. 
 

2317. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
Terima kasih.  
 

2318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi, setelah dicek, kemudian 24 kotak dibuka ternyata sama, ya? 
 

2319. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Sama. 
 

2320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Yang lain enggak ada, ya? Laporan yang lain, enggak ada? 
 

2321. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan di pokok 

permohonan yang intinya adalah yang menyebutkan ... karena ini adalah 
perselisihan internal di Gerindra, yang menyebutkan bahwa calon ... 
calon atas nama Rahul dengan di ... di ... disebutkan bahwa tidak pernah 
kampanye, tetapi (...)  

 
2322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Kok, dapat suara banyak. 
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2323. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Tetapi dapat suara banyak. 
 

2324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

2325. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Nah, dapat kami jelaskan bahwa hasil pengawasan kita, tercatat 

kampanye Muhammad Rahul itu 11 kali dan pelapor atau Pemohon 
sendiri 9 kali. 

 
2326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Ya. 
 

2327. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
  
 Yang kita … yang tercatat dalam pengawasan kita. 
 

2328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Itu enggak ada signifikansinya memang, ya? 
 Ya, kalau kayak orang yang sudah terkenal enggak usah 

kampanye, ya. Krisdayanti aja suaranya tertinggi di sana, di Malang, itu. 
Kampanyenya hanya nyanyi 1, 2 lagu terus selfie-selfie, dapat suara 
banyak. Itu PDIP di Malang kalau tidak salah.  

 Karena yang saya monitor itu caleg-caleg yang cantik soalnya. 
Enggak, ini jokes saja, ya. Terima kasih. Soalnya sudah siang kalau 
enggak ada jokes-nya nanti semakin lapar nanti. Ada-ada saja. 

 Baik, terima kasih Bawaslu. Sekarang yang terakhir, Perkara 
Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Hanura tidak hadir, tapi 
permohonan ada. Sekarang, silakan, Pak Absar. 

 
2329. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

  
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 
 Kami me … Kuasa dari Termohon dalam Perkara Nomor 34-13-

04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Hanura. 
Kami mengajukan eksepsi, Yang Mulia. 

 Pertama tentang Legal Standing. Menurut catatan kami dalam … 
bahwa pada persidangan pendahuluan itu, Pemohon tidak mendapatkan 
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persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal. Itu sudah kami 
tuangkan dalam halaman 25 bagian eksepsi Kewenangan Mahkamah. 

 Kemudian terkait dengan syarat formalitas, Yang Mulia. Bahwa 
permohonan pertama itu hanya berisikan identitas semata, Yang Mulia. 
Oleh karenanya, menurut hemat kami, melanggar ketentuan Pasal 9 PMK 
Nomor 2 Tahun 2018 juncto Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2018, yang 
menurut hemat kami merupakan yang sifatnya imperatif yang 
semestinya dipenuhi dalam suatu bentuk permohonan dan permohonan 
Pemohon hanya terbatas pada identitas semata. Itu bagian eksepsi, 
Yang Mulia.  

 
2330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Ya. 
 

2331. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian berkaitan dengan pokok permohonan. Pokok 

permohonan pada dasarnya, kami sudah menguraikan tentang 
ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon yang konon merasa suaranya 
dikurangi karena dasar-dasar perhitungan … dasar apa … apa namanya 
… perhitungan kami didasarkan pada dokumen yang legal yang kami 
ajukan dalam … dalam bentuk mulai T-1 sampai dengan T-046 yang 
pada dasarnya pada tahap rekap itu tidak terdapat adanya keberatan-
keberatan.  

 Oleh karenanya berdasarkan kami yang uraikan … mengenai hal 
tersebut, sudah kami uraikan secara rinci, Yang Mulia, dalam Jawaban 
kami, dimulai halaman 7 sampai halaman (…) 

 
2332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 7 sampai 15, ya? 
 

2333. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Betul, Yang Mulia.  
 Sampai halaman 17, maaf … sampai halaman (…) 
 

2334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 17? 
 

2335. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 17, Yang Mulia. 



258 

2336. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
 

2337. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Oleh karenanya atas dasar itu, kami mohon kiranya Mahkamah 

berkenan untuk menjatuhkan putusan. Menerima eksepsi kami, menolak 
permohonan Pemohon seluruhnya, dan menetapkan (…) 

 
2338. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

  
 Suara yang benar? 
 

2339. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Sesuai dengan Petitum kami. 
 

2340. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Ya. 
 

2341. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Kemudian perolehan suara dari Partai Amanat adalah Parpol 

Hanura 20 suara, PAN 656, demikian. 
 

2342. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. 
 

2343. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan 

didasarkan pada keadilan, ex aequo et bono. 
 

2344. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Baik, terima kasih. 
 

2345. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
  
 Terima kasih. Yang Mulia. 
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2346. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Bawaslu ada catatan untuk ini? 
 

2347. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
  
 Izin, Yang Mulia.  
Bawaslu hanya merespons poin 5 soal penggunaan ijasah palsu. 
Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak … bahkan juga 

Bawaslu provinsi tidak pernah menerima laporan dan juga tidak 
mendapati temuan soal ini. 

 
2348. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

   
 Oke. 
 

2349. BAWASLU: GEMA WAHYU ADINATA 
  
 Kemudian, dalil Pemohon tentang adanya kampanye di rumah 

ibadah, juga demikian, tidak ada laporan dan juga tidak ada temuan soal 
ini. Demikian, Yang Mulia. 

 
2350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. 
 Jadi, kan itu ada dalil-dalil yang kadang-kadang memang enggak 

relevan kayak tadi itu, apa … belum tentu enggak kampanye, kok 
suaranya sedikit atau banyak. Itu kan enggak … tentu enggak bisa 
dijadikan ukuran itu. Kalau memang sudah terkenal, sudah diketahui, 
kan bisa saja, ya. 

 Ini, begini. Saya mau klarifikasi. Sudah selesai seluruhnya, tapi 
mau klarifikasi ke Pemohon Perkara Gerindra tadi yang Perkara Nomor 
152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.  

Jadi, ini saya baca, ya. Ada Surat Kuasa dari Pak Prabowo dan Pak 
Ahmad Muzani, Ketua Umum dan Pak Sekjen Gerindra. Di sini 
memberikan persetujuan untuk beracara, mengajukan permohonan ke 
MK atas nama Miftah Nur Sabri Dapil I Riau untuk DPR. M. Said Bakhri, 
S.Sos., S.H., M.H. untuk DPR RI untuk Dapil Riau II, dan Adriyan Dapil 
Riau II, DPRD Provinsi. Itu. 

 Terus kemudian, di sini Surat Kuasa ini ternyata hanya untuk 
Miftah Nur Sabri, ya? Sehingga Pak Adriyan ini kan mestinya jadi Pihak 
Terkait, tapi enggak jadi Pihak Terkait. Enggak ada, enggak hadir. Yang 
jadi masalah, sebetulnya ini kenapa ini ada dua Surat Kuasa yang 
menambahkan yang sebetulnya sudah ada? Surat kuasa yang pertama 
itu diberikan kepada Pak Mudnastir Mustaman, ada hadir di sini? Enggak 
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hadir? Ada? Kemudian, Ibu Nurhayati, Wiwin Winata, Edi Basri, Maulana 
Bungaran, Pak Andi Syafrani, Pak Rivaldi, dan Pak Muk ... Muh. Taufik 
Riyadi. Ini ada tambahan surat kuasa lagi yang tanggalnya diterima di 
Mahkamah 12 Juli, baru tadi, yang baru, ditambahkan lagi Pak Andi 
Syafrani dan Pak Wiwin, ini artinya apa ini? Sudah sebetulnya, sudah 
tercantum di sini kok ditambahkan lagi ini?  

 
2351. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 

(GERINDRA)  
  
 Terima kasih, Majelis. Kemungkinan ada miss, Majelis (...) 
 

2352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. 
 

2353. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Itu kita beranggapan mungkin pada saat di kuasa kedua kita 

beranggapan Pak Andi Syafrani belum termasuk.  
 

2354. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. 
 

2355. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Gitu, seperti itu, Majelis.  
 

2356. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sudah masuk Pak Andi itu? 
 

2357. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Ternyata sudah termasuk, jadi kita buatkan kuasa baru  
 

2358. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, Bu Wiwin juga sudah masuk.  
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2359. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Ya. Begitu, Majelis.  
 

2360. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Berarti yang dua orang ini karena dua Surat Kuasa honornya bisa 

double ini. 
 

2361. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Mudah-mudahan seperti itu, Majelis, nanti.  
 

2362. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Jadi cukup yang dipakai satu ini saja. Ini sudah bisa, kan? 
 

2363. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO 
(GERINDRA) 

 
 Betul, Majelis. Ya, terima kasih. 
 

2364. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah ini, begini-begini  nih. Sama keduanya, ya. Ada tanda tangan 

Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra semuanya. Ini Pak Andi ini mau 
dapat double sama Bu Wiwin ini. Baik, sudah saya klarifikasi, ya. 

 
2365. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

 
 Yang Mulia, dari Termohon, Yang Mulia?  
 

2366. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Termohon, ya, silakan. 
 

2367. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Berkaitan dengan perkara yang tadi disebutkan, 152, Yang Mulia. 
 

2368. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh? 
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2369. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Yang kami ingin ketahui, kapan Surat Kuasa itu diberikan, Yang 

Mulia?  
 

2370. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Surat Kuasa diterima di Mahkamah pada (...) 
 

2371. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 12, tadi? 
 

2372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tanggal 12 Juli itu yang ... anu ... yang baru. 
 

2373. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul. 
 

2374. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kalau yang lama diterima tanggal 31 Mei.  
 

2375. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Mengenai pemberian kuasanya, Yang Mulia, yang terakhir? 
 

2376. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. Ya. 
 

2377. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kan itu diterima oleh MK. 
 

2378. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Gimana, apa? 
 

2379. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kan itu diterima oleh MK. Yang kami ingin tanyakan itu kapan 

pemberian kuasa itu diberikan? 



263 

2380. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, pemberian kuasanya tanggalnya per 23 Mei. 
 

2381. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Baik. 
 

2382. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya?  
 

2383. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Ya. 
 

2384. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 23 Mei. Jadi Jakarta, 23 Mei 2019, ya? Oke, terima kasih.  
 Waktu saya kembalikan, Pak Ketua, terima kasih.  
 

2385. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
Ya, terakhir pengesahan alat bukti, ya? Tolong perhatikan. 

Perkara Nomor  97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk PDB. Bukti 
Termohon, ya. 

1. Bukti untuk Dapil Jambi I, Bukti T-001-Jambi PBB 97-19-05 
sampai dengan Bukti T-008 Jambi PBB 97-19-05. Kemudian untuk Dapil 
Tanjung Jabung Timur I, Bukti T-001 Tanjung Jabung Timur I, PBB 97-
19-05 sampai dengan Bukti T-006 Tanjung Jabung Timur I, PBB 97-19-
05, benar? 

 
2386. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2387. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah.  
 
 
 
 Kemudian, untuk Bawaslu Kota Jambi. Bukti PK-10.1 sampai 

dengan Bukti PK-10.0.46. Kemudian, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
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Bukti PK-10.71 sampai dengan Bukti PK-10.7.15, benar? Bawaslu, benar 
enggak ini?  

 
2388. BAWASLU: ASNAWI 

 
 Sampai 10.7.20, Yang Mulia. 
 

2389. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Yang mana? Yang Jabung Timur?  
 

2390. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Tanjung Jabung Timur. 
 

2391. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Tanjung Jabung Timur saya ulangi, ya? Bukti PK-10.71 sampai 

dengan Bukti PK-10.7.15? 
 

2392. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Kalau di sini 10.7.20, Yang Mulia. 
 

2393. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Sebentar, ya, di cek dulu.  
 

2394. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Oh, maaf, Yang Mulia. Yang Tanjung Timur untuk Partai PBB, 

Yang Mulia. PBB, kalau PBB benar, Yang Mulia. 10 (...) 
 

2395. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Oh, ah, makanya tadi (...) 
 

2396. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Ya, maaf. 
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2397. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Sejak awal saya tolong konsen semua ya. Ini memang bukti ini 

harus disebut ... apa ... karena ini banyak, jadi mohon sekali lagi untuk 
diperhatikan. Jadi, benar, ya? Ya. 

 
2398. BAWASLU: ASNAWI 

 
 Benar. 
 

2399. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah.  
 
 
 
Kemudian Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 

PKB. Bukti Termohon T-1 ... T-001-TanjungJabungTimurIII-PKB-26-01-
05 sampai dengan Bukti T-006TanjungJabungTimurIII-PKB-26-01-05. 
Benar? 

 
2400. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2401. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Kemudian, Bukti Pihak Terkait ... Bukti PT-1 sampai dengan Bukti 

PT-13. Dengan catatan bukti fisik PT-4 dan PT-6 tidak sesuai dengan 
daftar bukti. Jadi nanti bisa disesuaikan setelah sidang. Benar, Pihak 
Terkait? 

 
2402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: H. HAJIS MESSAH (HANURA) 

 
 Siap, Yang Mulia.  
 

2403. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
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 Kemudian Bawaslu, Bukti PK-10.7-1 sampai dengan Bukti PK-
10.7-20.  

 
2404. BAWASLU: ASNAWI 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2405. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Tapi ada catatan bahwa PK-10.7-20 itu sama dengan PK-10.7-

11. Jadi benar, ya? 
 

2406. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2407. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Perkara Nomor 72 untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-6. 

Benar? 
 

2408. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2409. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah. 
 
 
 
 Bawaslu, PK-10.10-1 sampai dengan PK-10.10-13. Benar? 
 

2410. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Ya. Benar, Yang Mulia.  
 

2411. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah. 
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 Lalu Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti 
Termohon T-1 sampai dengan T-7. Benar? Termohon? 

 Ya. dinyatakan sah! 
 
 
 Pihak Terkait, PTPG-1 sampai dengan 25. Benar? 
 

2412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALBERTUS (GOLKAR) 
 
 Betul, betul Yang Mulia.  
 

2413. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Bawaslu, PK-10.1-2 sampai dengan PK-10.1-33. Benar? Bawaslu? 
 

2414. BAWASLU: ASNAWI 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2415. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah! 
 
 
 
 Selanjutnya Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

Termohon, untuk Tanjung Jabung Barat V. T-1 sampai dengan T-7 
Sarulangon IV T-1 sampai dengan T-9. Benar? Termohon? 

 
2416. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2417. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Pihak Terkait PT-10105 sampai dengan PT-170105, benar? 
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2418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIWIN WINATA (PKB) 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2419. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Bawaslu, PK-10.61 sampai dengan PK-10.35 dengan catatan PK-

10.611 sampai dengan PK-10.614 tidak lengkap. Jadi, nanti bisa 
dilengkapi setelah sidang ditutup. Benar? 

 
2420. BAWASLU: ASNAWI 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2421. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah. 
 
 
 
 Perkara Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bukti 

Termohon, T-001 Kota Pangkal Pinang III PBB 91-19-07 sampai dengan 
T-016 Kota Pangkal Pinang III PBB 91-19-07. Termohon, benar? 

 
2422. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Sangat benar sekali, Yang Mulia.  
 

2423. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Wah, luar biasa. Dinyatakan sah. 
 
 
 
 Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-15? 
 

2424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Benar, Yang Mulia.  
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2425. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Bawaslu, PK-11.01 sampai dengan PK-11.751. Jadi, saya enggak 

sebut semua, ya. Saya sebut yang pertama dan terakhir karena tidak ada 
catatan. Benar, Bawaslu? 

 
2426. BAWASLU: DEWI RUSMALA 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2427. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. dinyatakan sah. 
 
 
 
 Kemudian Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk 

Termohon. Buktinya T-001.KepBabel-Gerindra-148-02-07 sampai dengan 
T-114 Kep.Babel-Gerindra-148-02-07, dengan catatan T-009-Kep.Babel-
Gerindra-148-02-07 sampai dengan T-015-Kep.Babel-Gerindra-148-02-
07, buktinya tidak ada ini, berarti ada di daftar bukti. Bagaimana? 

 
2428. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

 
 Kami ... data-data kami sudah dimasukkan ke (...) 
 

2429. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Oh (...) 
 

2430. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Memang dipusatkan di KPU, Yang Mulia. 
 

2431. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Oh begitu. 
 

2432. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Tapi nanti kami cek lagi. 
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2433. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Jadi ini memang ... catatannya memang benar ini, ya? 
 

2434. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Betul, nanti kami cek lagi.  
 

2435. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, baik. Ya.  
 Dinyatakan sah dengan catatan. 
 
    
  
 Pihak Terkait, PT-01 sampai dengan PT-08. Benar? Pihak Terkait 

148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 
 

2436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Sampai PT-14. 
 

2437. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Benar, enggak? Pihak Terkait, 148-02-07/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019. 
 

2438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ada kesalahan, Yang Mulia. 
 

2439. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Kesalahan apa? Kesalahan di sini apa di situ?  
 

2440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Maaf, Yang Mulia. Karena ini di sini apa susunan copy-nya yang 

ketinggalan, yang kita pegang ini ada sampai 6, di belakangnya PT-14. 
 

2441. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Di sini ini, PT-01 sampai dengan PT-08. 
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2442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Iya, benar, Yang Mulia. Tertukar di belakang, Yang Mulia. 
 

2443. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, jadi antara bukti fisik dengan daftar bukti ini memang 

demikian. 
 

2444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Ya. 
 

2445. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 PT-1 sampai PT-08, benar, ya? 
 

2446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDI (NASDEM) 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2447. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
 
  
 Kemudian Bawaslu, PK-11-01 sampai dengan PK-11-03 dan 

seterusnya, sampai dengan PK-11 ... jadi saya sebut terakhirnya ... 748 
sampai dengan PK-11-751. Benar, ya, Bawaslu? Tidak ada catatan, kan? 

 
2448. BAWASLU: DEWI RUSMALA 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2449. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
  
  
 Selanjutnya Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 

Termohon untuk Dapil Kepulauan Bangka Belitung DPR RI T-001-
Kep.Babel-Demokrat-65-14-07 sampai dengan T-090-Kep.Babel-
Demokrat-65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Untuk Dapil Bangka 
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SelatanIV-T-001-BangkaSelatan-IV-Demokrat-65-14-07/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 sampai dengan T-019-Bangka-SelatanIV-Demokrat-65-
14-07. Benar? 

  
2450. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

2451. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah.  
  
 
 
 
  Pihak Terkait PT-01 sampai dengan PT-21, benar? 
Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, benar? 
Dinyatakan sah. 
 
 
 
 
Bawaslu PK-11-01 dan seterusnya sampai dengan terakhir PK-11-

7-51 tidak ada catatan, benar? 
 

2452. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ada ini, Yang Mulia, penambahan alat bukti tadi, untuk PK-11-1-

06, sudah kita sampaikan hari ini. 
 

2453. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Oh, itu untuk Gerindra. 
 

2454. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Ya, Gerindra, Yang Mulia. 
 

2455. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ini yang dibacakan ini kan Demokrat. 
 
 
 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 



273 

2456. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Oh, itu ya. Oh, ya. 
 

2457. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Nah, enggak konsen ini. 
 

2458. BAWASLU: DEWI RUSMALA 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2459. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Baru jam 12.20 udah lapar ini, Mbaknya. Saya juga sudah 

lapar juga sih. 
 Baik, ya, dinyatakan sah.  
 
  
 
Ya, selanjutnya, Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

Termohon buktinya untuk Dapil Bengkalis III dan Bengkalis V, T-001-
BengkalisIII-Nasdem-193-05-04 sampai dengan bukti T-016-
BengkalisIII-BengkalisV-Nasdem-193-05-04, benar?  

 
2460. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2461. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
    
 
 Kemudian Bawaslu, untuk Kabupaten Bengkalis, PK-637 sampai 

dengan PK-6325. Benar, Bawaslu?    
 

2462. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Benar. 
 

2463. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
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 Selanjutnya, Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, bukti Pihak Terkait. Nah, Terkait sekarang. Dapil 
Bengkalis III, PT Golkar bukti PT-PG 1 sampai dengan bukti PT-TG 11. 
Benar? 

 
2464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BRODUS (GOLKAR) 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2465. KETUA: ANWAR USMAN 
 
  Ya, dinyatakan sah. 
 
 
  
 Kemudian Dapil Bengkalis V, Pihak Terkaitnya PKB, Surya 

Budiman. PT-1 sampai dengan PT-33, benar?    
 

2466. PIHAK TERKAIT: SURYA BUDIMAN (PKB) 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2467. KETUA: ANWAR USMAN  
 

Ya, dinyatakan sah, walaupun ini sudah lewat waktu. Tapi … tapi 
tetap disahkan, ya.  

 
 
 
 Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti Termohon 

untuk Kabupaten Indragiri Hilir Dapil IV, T-001 Indragili … 
IndragiriHilirIV-PDIP-70-03-04 sampai dengan bukti T-009 Indragiri … 
IndragiriHilirIV-PDIP-70-03-04. Untuk Kabupaten Siak Dapil IV, T-001-
SiakIV-PDIP-70-03-04 sampai dengan T-015-SiakIV-PDIP-70-03-04. 
Kabupaten Bengkalis Dapil IV, T-001-BengkalisIV-PDIP-70-03-04 sampai 
dengan T-005-BengkalisIV-PDIP-70-03-04. Untuk Kabupaten Bengkalis 
Dapil V, T-001-BengkalisV-PDIP-70-03-04 sampai dengan T-003 
BengkalisV-PDIP-70-03-04, benar?  

 
2468. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM 

 
 Benar, Yang Mulia.  
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2469. KETUA: ANWAR USMAN  
 
Dinyatakan sah. 
 
 
 
 Kemudian, bukti Pihak Terkait PKS, PT-A sampai dengan PT-D. 

Kemudian, PT-1 sampai dengan PT-26. Benar, PKS? 
 

2470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LILIS NURMALASARI (PKS) 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2471. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
 
 
 Bawaslu, Dapil Kabupaten Indragiri Hilir … Hilir, bukti PK-641 

sampai dengan bukti PK-648. Dapil Kabupaten Bengkalis, bukti PK-631 
sampai dengan bukti PK-633. Dapil Kabupaten Siak, bukti PK-681 sampai 
dengan bukti 6811, benar?  

 
2472. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2473. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
 
 
 Kemudian, Perkara Nomor 152, bukti Termohon. Untuk DPR RI 

Dapil Riau I, T-001 Riau I, Riau II, Gerindra 152-02-04. Kemudian, T-002 
Riau I Gerindra 152 02-04. Kemudian, T-003 Riau I Gerindra 152 02-04. 
Nah, ini ada catatan. Tidak ada bukti fisik DB-2. Jadi, nanti tolong dicek 
lagi. Kemudian, T-004 Riau I Gerindra 152-02-04, T-005 Riau I Gerindra 
152-02-04, T-006 Riau I Gerindra 152-02-04, T-012 Riau I Gerindra 152-
02-04. T-03 … ulang, T-013 Riau I Gerindra 152-02-04, T-014 Riau I 
Gerindra 152-02-04, T-015 Riau I Gerindra 152-02-04, T-016 Riau I 
Gerindra 152-02-04, T-017 Riau I Gerindra 152-02-04. T-018 Riau I 
Gerindra 152-02-04.  
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Kemudian untuk bukti DPR RI Dapil Riau I. T-002 Riau II Gerindra 
152-02-04. T-008 Riau II Gerindra 152-02-04. T-009 Riau II Gerindra 
152-02-04. T-010 Riau II Gerindra 152-02-04. T-011 Riau XI Gerindra 
152-02-04.  

Untuk dapil ... untuk DPRD Dapil Riau II. T-001 Riau II Gerindra 
152-02-04. T-002 Riau II Gerindra 152-02-04. T-003 Riau 152-02-04. 
Benar, Termohon? 

 
2474. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2475. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Tidak ada catatan, ya. Dinyatakan sah.  
 
 
 
 
 Selanjutnya, untuk Bawaslu provinsi, ya, Bawaslu untuk Provinsi 

Riau. Bukti PK-6.1 sampai dengan PK-6.3. Kemudian untuk Kabupaten 
Rokan Hulu, PK-6.6.1 sampai dengan PK-6.6.9. Untuk Kota Pekanbaru, 
PK-6.11.5. Untuk Kabupaten Siak, PK-6.8.7. Untuk Kabupaten Bengkalis, 
PK-6.3.4 sampai PK-6.3.6. Benar, tidak ada catatan. Ya. Dinyatakan sah. 

  
 
 
 
 Kemudian masih Bawaslu. Kabupaten Kepulauan Meranti. PK-

6.10.1 untuk Kabupaten Rokan Hilir, PK-6.7.1. Untuk Kota Dumai, PK-
6.12.18. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu, PK-6.2.24. Kabupaten Kampar, 
PK-6.1.1 sampai dengan PK-6.1.5. Untuk Kabupaten Pelalawan, PK-6.5.1. 
Untuk Kabupaten Indragili Hilir, PK-6.4.9. Untuk Kabupaten Kuantan 
Singingi, PK-6.9.23. Benar? 
 

2476. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 
 
 Sudah benar semua, Yang Mulia.   
 

2477. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Dinyatakan sah.  
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 Masih Perkara 152 Bawaslu. Ya, untuk Provinsi Riau. PK-6.3 
Kabupaten Rokan Hulu, PK-6.6.3 dan PK-6.6.9. Kabupaten Siak, PK-
6.8.7. Kabupaten Kepulauan Meranti, PK-6.10.1. Kabupaten Kampar, PK-
6.1.4. Benar? 

 
2478. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 

 
 Ya. Benar, Yang Mulia.  
 

2479. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, baik. Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

untuk Termohon, ya. DPRD Kota Pekanbaru atas nama Barita Sidabutar. 
T-001 Pekanbaru II Hanura 34-13-04 sampai dengan T-006 Kota 
Pekanbaru II Hanura 34-13-04. Benar, Termohon? 

 
2480. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

2481. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Dinyatakan sah.  
 
 
 
 Ya. Terakhir, untuk … masih Perkara 34-13-04/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019. Bukti dari Bawaslu. Ya, Bawaslu Provinsi Riau. PK-6.1. 
PK-6.2 Kota Pekanbaru PK-6.11.1 sampai dengan PK-6.11-4, benar?  

 
2482. BAWASLU: RUSIDI RUSDAN 

  
 Ya. Benar, Yang Mulia. 
 

2483. KETUA: ANWAR USMAN  
  
 Dinyatakan sah. 
 
  
 
 Alhamdulillah, sudah selesai. 
 Ya. Karena pemeriksaan untuk ke-12 perkara ini sudah selesai, 

maka hasilnya akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawarahan Hakim 
yang kemudian hasilnya akan diberitahu nanti kapan sidangnya. Para 
Pihak tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari 
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Kepaniteraan, tapi ya ancar-ancarnya sidang sekitar tanggal 22. Sudah 
jelas, ya? Ya, tidak ada lagi, ya? Ya? Kenapa? 

 
2484. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 

  
 Yang Mulia, ada pertanyaan dari kami, seandainya perkara terus 

berlangsung, berkaitan dengan pembuktian saksi, Yang Mulia. 
 

2485. KETUA: ANWAR USMAN  
  
 Oh, ya. 
 

2486. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Kita kan harus koordinasi dengan teman-teman di daerah. 
 

2487. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, nanti. 
 

2488. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Maksud saya, apakah itu (…) 
 

2489. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Nanti, tunggu tanggal 22. 
 

2490. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

2491. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Sabar. Ya, nanti, ya. Semuanya begitu nanti, bagaimana 

kelanjutannya, apa yang harus dilakukan, ya, tunggu nanti tanggal 22. 
Ya, ancar-ancarnya, gitu, bisa meleset. 
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 Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. 
 
 

  

 
 

 
Jakarta, 18 Juli 2019   
Panitera, 

                   
                                                          
                                                        ttd. 
  

     
 Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB 
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